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Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia
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Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Perusahaan, maka
T Asumansi Jasa Indonesia wajib melakssnakan tama kelola
Perusahaan vang baik { Good Corporate Governance):

Hahwa untuk dopat menjalankan fongsi Dewan Komisars dan
Direksi yang memenuhi ketentuan Good Carpore Governance,
mika diperiekan adanva Pedoman Board Manwal,

Bahwa Board Menol merupakan pedoman yang mengikat dan
mengetur  Diewsn  Komisaris dan Direkai PT Asuransi Jasa
Indonesia dalam melaksanakan ugas dan fungsinya sesuai dengan
perkembangan perusahaan dan ketentian perundang-undangan;

Bahwa untuk mencapai maksud scbagaimana tercantum  dalam
hurat a, B, dan ¢ di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam
suatn Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Diveksi PT
Asuranzi Tasa Indanesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia-Nomor 20 Tahun 2020
Tentang  Pernambshan  Penyertasn  Modal Nepara  Republik
Indonesia Ke Dalam Modal Sabam Perusahasn Persercan (Persera)
PT. Bahana Pembinsan Usaha Indonesin;

Peraturan Menteri Negara Hadan Usaba Milik Negsra Nomor
PER-01/MBLIZ0N] tentang Pencrapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik {Good Corporate Governanee) pada Badan Usaha Milik

PT ASURANSI JASA INDONESIA
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Negra, besertn perubahannya pada PER-09/MBU/201 20 member of IFG
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Peraturan Menteri Negam Badan Usaha Milik Mepgara Nomor
PER-03MBU2MNZ tentang  Pedoman  Pengangkasan Anggota
Direksi dan Angpots Dewan Komisaris Anak Perusahgan Badun
Usaha Milik Negera, beserta perubahan pertama pada PER-
(4/MBU/DE2024):

6. Peraturan Menteri Megara Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-12MBLY2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris!
Dewan Pengawas Hadan Usohe Milik Negara, beserta perubahan
pertaima pada PER-GOMBLID4/202 1, perubahan kedua pada PER-
I4/MBLITIN2021:

T Keputusan Sekretaris Kementerisn Badan Usaha Milik MNepgara
Nomor SK-16/5 MBUR201Z tanggal 06 Juni 2012 temang
Indikator/Paremeter Penilaian dan Evaluasi aias Penerapan Tain
Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Govermanes) pada
Badan Usaha Milik Negara:

5. Peraturan  (Moritas  lasa Kewangan Noemor  73POIK 0572016
tangeal 28 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik Bagi Perusahaan Perasuransion beserta perubahunnyva pada
Peraturan (Moritas Jasa Keuangan Nomor 43/P0OTK 05/20] &

9, Surat Edaran Dtorilas Jasa Keuangan Nomor 14 /SE.QTE.05/2019
temang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerga
Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahazn
Asuransi  Svariah, Perusahsan Reasuransi, dan  Perusahaan
Reasuranst Syvariakh;

. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia — Akta Notaris
Mohamad Ali Nomor | tanggal 2 Juni 1973 besertn perubshannya;

1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-
FSMBUAL2020 tanggal 3 WNovembesr 2020 dan Keputusan
Drirektur Utama  Perusshaan  Perseroan (Persers) PT  Bahana
Pembinaan Usaha Indonesia MNemor N57/8K-
DIRICORPABPUIXIZ0I0 tanggal 2 November 2030 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggots Dewan Komisaris PT
Asuransi Jasa Indonesia;

2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-
JUGMBLYOS/Z02] tanggal 10 September 2021 dan Dircktur
Utama Perusshaan Persercan {Persero) PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia Nomor (9/SK-DIRRUPS-APBPULITX 2021

PT ASURAMSI |ASA INDOMESIA
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tanggal 10 Seplember 2021 Selaku Para Pemegang ﬁﬂ%ﬁﬁﬁ\‘-‘r of IFG

Asuransi jesa Indonesia temtang Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota — Anggotn Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia;

Sural Keputusan Dircksi nomor SK.ODMA2022 Tanggal 25
lanuari 2022 tentang Struktur Oepgaisad PT Aseounsi Jasa
Indonesia beserta perubahonnva,

MEMUTUSKAN

KEPFUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN
DIREKSI PT ASIRANSI JASA INDONESIA TENTANG
BOARD MANUAL PT ASURANSI JASA INDONESIA

Pasal |

Menetapkan Board Marie! sebagaimann tercantum dalum lampiran Surar
Keputusan Bersama ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian
vang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Hoard Movicl merdpaken pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi
yeng mengatur fenlang lugss, tanggung jawab, wewenang. hak dan
kewsjiban baik selalu Dewan Komisaris, Direksi maupun individo,

Pasal 3

Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama ini, inaks Sueat Kepulisan
Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuranst Jasa Indonesiz No.
SRKB. 03/5KBXIL2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Hoard Manwal
FT-Asuransi Jasa Indonesia dicabut dan dinyatokan tidak berlako lagi,

Fasal 4

Heal-hal lain yang belum eukup diatur dalam Surat Keputusan Bersamn ini
akan diatur don ditetapkan kemudian.

PT ASURANSI JASA INDOMESIA
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Pazal 5

Sural Kepulusan Bersama ini mulai berdaku sejak tangeal diretopkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari termyata terdapat kekeliran

dalam Sural Keputusan Hersama ini, maka okan diadakan perbaikan
sehagaimang mestinya.

Ditetapkan di ; Jakarta
Pada tangeal - 14 November 2022

PT Asuransi Jnasa Indonesia
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LEMBAR RIWAYAT PERUBAHAN

Bari tanda () pada kotak vang sesuai
Dokumen ini adalah milik PT Asuransi Jasa Indonesia. Dilarang menyim pan, memperbanyak dan
mengedarkan tanpa ijin tertullsdari PT Asuransi Jasa Indonesia.

i Dokumen yang statusnya dikendslikan, pengpandaan dan distribusl dokumen ini adalah
kewenangan dar pejabat vang ditunjuk cleh PT Asuransi lasa Indonesia,

Tanggal Penulis | Add Keterangan ﬁ|
Mencabut  Surat  Keputusan
HBersame Dewan Komisaris dan
Direksl PT Asuransi lasa Indonesla
M /12022 | Unit Kepatuhan 0| Mo SKB. 03/5K8/%1/2016 tanzea|
30 Desember 2006 tentang Board |
B Manual PT Asurans Jasa Indonesia
LEMBAR PENGESAHAN
Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disahkan Oleh
s ‘U-‘Q
i s
? . ﬂ'
PLT Head of Kepatuhan rafp Head Direktur Utama
Sekretaris Perusahaan
Status Dokumen: o Dikendalikan
o Tidek dikendalikan
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C. REFERENSI

Referensi Tentang
Undang-Lindang Pemberantasan  Tindak  Fidana  Korupsi  Deserta
Nomor 31 Tahun 1999 perubakannya pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Uindarng .

I T
Na. 80 Tahun 2007 Perserman Terbatas

"L_Jndan,g-i.rnd;ng Pencegehan dan Femberantasan Tindak Pidana Pencucian
- Nomer § Tahun 2010 Uang i
i Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdanaan |
MNomor 9 Tahun 2013 Terorsme
Undang-Undang Perasuransian
MNamaor 40 Tahun 2014
Peraturan Femerintah | Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia |
Ma. 20 Tahun 2020 ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persern) PT |
| Bahanra Pembinaan Usaha Indonesia 4
Paraturan Menteri Megara BUMN | Fedoman Pertetapan pe I'IEhE!’.I'EI'I I'.“llrekzi Dewan Hnmlqans
No. PER-07/MBU/2010 | dan Dewan Pengawas BUMN |
Peratiran Menterl Megara BUNMN | Penerapan Tata Kelola Perusshaan yang DBaik |:Eu:.lr.f
Mo. PER-01/MEBLUS2011 Corporate Goverponce) padas Badan Usaha Milikk Negars,

beserta perubahannya pada PER-0S/MEBUS2012

Paraturan Menteri Hé-gam BLIMN Pedoman Pengangkatan Anggota Direksl dan dnggota Dewan
Mo, PER-03/MBU/2012 Komizaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milk Negara,
besera perubahan pertama pada PER-D&/ MBI /06,2020

Peraturan Menteri Negara BUKMMN Drgan Pendukung Dewan Komisaris! Dewan Pengawas

Me. PER-12/MBUS 2012 Badan Lisaha Milik Negara, Deserta perubahan pertama pada

PER-0&6/MBL04/2021, perubahan  kedua  pada  PER-

| w/MBUfIOf2022 -

Keputusan Sekrelaris Kemeniendn Indikator/Parameter Penilalan dan Evatuasi atas Fenerapan

BLURMN Tata Kelela Perusahaan Yang Balk [(Good Corporofe

SK-16/5.MBU/2012 Gevernance) pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Otoritas Jasa Kewangan Tata Kelola Perusahegan Yang Baik Bagi Peruszhaan

: Mo, 73/POIK.05% 2016 Perasuransian  beserta perubabannya  pada  Peraturan
Dtoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.05/2019

| Peraturan Otaritas Jass Kevangan | Pe-nera_p-a_n_ Fmgrﬁﬁflﬁ-ﬂ 'FenruEmTﬁ_ﬂgnE-H'an Pen-:e'éé-lﬁn

Pendanaan Terorisme di Sekbor Jass Kevangan beserta
perubabannya pada  Peraturan Mortas  Jasa  Keuangan

Momor 12/POIK.01/2017

—

] | Nomor 23/P0JK.01/2019
Peraturan Otoritas Jasa Kevangan Penerapan- Manajemen Risiko Bagi Lembage lasa Keuangan
k n.l_qrrnm 44,|'FDJH 052020 Monbank
Sural Edaran OJK Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerja
Mo, 14 /SE.CIK.05/2019 Komite Pada Dewan Komisars Perusahazn Asuransi,

Perusabaan Asuransl Syariab, Perusahaan Reasuransi, Can
Perusahiaan Reasuransi Syariah
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Referens
Akta Motaris Mohamad All
Mo, 1 Tahun 1973
Surat Kepulusan Bersama
| SKB.OB/SKEE/VINI/2020

Surat Keputusan Bersama
SKB.O7/SKB/ 1K/ 2020

Tentang
PT Asuransi Jasa

Anggaran  Casar Indonesia  beserta
perubahannya; .
Larangan Gratifieas, Penyuapan dan Pemerasan PT Asuransi

Jasa Indanesia

Fedoman Penerapan Program Anti Pencucian ang [|'|.PLI|.
dar Pencegahan Pendanazn Tercrizwe (PPT) PT Asiransi
Jasa Indonesia

Surat Ke |:I--IJ1-.h.F'.-iH-I'I Direksi

SK.23/DMAVI2020

| Sural Keputusan Direksi

Pedoman Tata Kelola Dokumen Sistem Tata Kerja (STE) dan
struktur Pengelolaan Dokumen Sistem Tata Kerja (STK) PT
Asuransi Jasa Indonesia - .
Pecoman Tata Naskah Dinas PT Asuransi Jasa Indonesia

SH.33/DMA/X/2021
Surat Keputusan Oireksi Fedoman Penerapan r‘-‘anaje-ﬁﬁn Rislka PT Asuransi Jasa
| SK.38/DMASXI/2021 indonesia

Struktur Organisasi PT Asuransi Jasa Indoneésia beserta
perubkahannya

[ Surat Keputusan Dreksi
SK.OL.DMA/1/2022
Surat Keputusan Direksi

| SK.03/DMASI/2022

Singkatan Nama Jabatan Dan Kodefikasi Direklorat, Group
Dan Bepresentative Office PT Asuransi lasa Indonesia

Beserta perubahan-perubabannya,

D. ISTILAH DAMN DEFINISE

Organ Perusahasn Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saharm [RUPS)

Rapat Unmium Pemegang
Saham [RUPS)

Organ Persercan yang mempunyal wewenang vang tidsk diberikan
kepada Direkst atau Dewan Komisaris dalam hatas yang ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentanz Perseroan Terbatas
danfetau anggaran dasar

PT dsuransi Jasa Indonesia
Dewan Kamisaris, Direks dan Karyawsan Perusahaan

Perusahaan
Inzan Perusahaan

Pemegang Saham Fihak yang tercziat dalam Akta Perusahaan vaitu PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia [Persero) dan Pemerintah Republik Indomesia yang
diwaklll oleh Menteri Negara Badan Usahia Milik Negara selaku Euasa
PEmMEZANE Saham PErusibaan

lembaga yang ndependen yang mempunyal fungsi, tugas, dan
wewenang - pengaluran, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Momor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan

| Orzan Perusahaan yang melakukan h,lngsi'_uenaaw.tsaﬂ operasionzl
Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang undang mengenai
Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini merupakan keseluruhan Anggota
Dewan komisaris yang berlaky sebapal suatu kesatuan Dewan {Board|

Ooritas lasa Keuzngan

Dewan Komisarls
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Istilah Definisi

Komisaris Independen [ Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham
atau yang setara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisare Linnya,

| danfztau anggota dewan pengawas syariah, yaitu tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan sabam, danfatau
hubungan keluarga dergan pemegang seham ataw vang sefars, anggeta
Direksi, arggotz Dewan Komisars lainnya, danfatau angaota Dewan

Penpgawas Zyariah ateu hubungan lain yang dapat mempengaruhi
HemampUuannya untul berindak indepernden

Direksi Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pangurusan Perusahaan untulk kepentingan Perusahasn, sesual dengan
miaksud dan tujuan Perusabaan serta mewakill Perusabaan, baik & dalam
maugun di luar pengadilan sesual dengan ketentuan anggaran dasar

Stakeholders Pihak vang memiliki kepentingan terhadap perusahaan perasuransian,
baik langsung maupun tidak langsung, mellputl pemegang pobs,
tertanggung, peterta, pihak yang berhak memperoleh manfaat,
pemepang saham atau vang setara, pegawal, kreditur, penyedia jasa,
danfatau pemerintah

Komite Audit Komite yang didentuk dan berfanggung jawab kepada Dewan Komisaris
untuk membantu Dewan Komisars dalam memantad dan memastikan
gfeltivitas sistem pengendalian intermal dan pelaksanaan tugas auditor
jmternal dan auditor ekstermal dengan melakukan pemaniadan dan
pvaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilal
kecukupan pengendalian Internal termasuk proses pelaporan keuangan

| Komite Pemantau Rislko Komile yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
unduk membantu Dewan Romisaris dalam memantau  pelaksenaan
manajemen risiko yang disusun aleh Direkst serta menilai toleransi risika
yang dapat diasmbil obeh Perusahaan

i Komite Remuneras] dan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
Maminasi dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris
terkalt remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota

| Dewan Komisarls
Afiliasi [ Hubungan-antara-seseorang atau badan hukum-dengan: !.alu_-:;uran-g atau
lebih, atau badar hukum lain, sedemikian rupa sehingga salah satu dari

mereka dapat mempengaruhi pengeloiaan atau kebijakan dani orang
{ yang laln atau badan hukum yang lain atau sebaliknya sebagaimana
| dimaksud dalam Undang-Undang MNomor 40 Tahun 2014 tentang

| Perasuransian

Anak Perusahaan Badan usaha berbentuk Perseraan Terbatas ateu bentuk lain vang sejenis
dengan Persergan Terbatas, dimana seluruhnya atau lebih besar dan 50%
[ {lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh Perusahzan danfatau

i dikerdalikan aleh Perusahaan.
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Perusahaan Aflliasl Suatu badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau bentuk lain vang
sejenis dengan Persefoan Terbatas, terafiliasi dengan perusahaan
tebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  mengenal  wsaha
perasuransian

Good Corporote Struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan orpan Perusahaan

Gowvernance (GCG) untuk  meningkatkan  pencapaian  sasaran hasil  usaha  dan
mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi seluruh pemanzku kepentingan
khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, danfatau pihak yang
berhak memperolel manfaat, secara akuntabel dan berandaskan
peraturan perundang-undangan serts nilai-nilai etika

Holding Perusahaan Perseroan (Persera) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Publik Seluruh pihak di luar Perusahaan

Tertanggung Pemegang palls Perusabaan

Pelanggan Tertanggung, Broker Asuransi, Broker Reasuransi, dan Ceding Company

Aktivitas Bisnls

Segala bentuk kegiatan yang lazim dilakukan Perusahaan Asuransi dalam
rangka mencipai tujuan Perusahaan

Crperasional

Hal-hal yang berkenaan dengan tindak [anjut yarg diperlukan untuk

| pelaksanaan keputusan strategis

Wacana

Gratifikasi

Keluarga

Direks| dan tidak diperiukan keputusan apapun

Hal-hal yang sedang dipikirkan Direksi yang terungkap dalam Rapat

Pemberian yang diterima oleh Insan Perusahzan, yang meliputi
pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan perjalénan, fasilitas penginapan, perjalanan wisats,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lzinnya, yang diterima di dalam
negen maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektranik

Huh-.mgq _kél'ﬁirg-a yang terjadl karena keturunan atau perkawinan
sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal,
Yang dimaksud dengan hubungan karena keturunan adalah orang tua,
anak, kzkek, nenek, cucu, saudara langsung dan saudara kandung dari
orang tua. Yang dimaksed dengan hubungan karena perkawlinan adalah
suami atat istri, suamit daristr-dar anakodan/fatau cucudan saudara ipar

bes=rta suami ataw isirira

Benturan Kepentingan

Secara umum merupakan situasi df mana Insan Perusahaan karena
kedudukan dan  wewenang yang dimilikingg dalam  Perusahaan,
mempunyai kepentingan pribadi yang dapal mempengaruhl pelaksanaan
tugas yang diamanatkan ofeh Perusahaan secara obyektif. Benturan
kepentingan timbul karena adanva perbedasn entara kepentingan
pribadi, keluarga, dan/ atau kelompok dengan kepentingan Perusahaan




PT ASURANS JASA INDDONESIA

ARy

o4 jasindo Halaman @ B of 109 I Tanggal 21172022

BOARD MANLUAL

BAB Il
PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS] merupakan Organ Perseroan yang mempunyai
wewenang vang tidak diberikan kepada Dewan Komisans dan Direksl, BLPS merupakan wadal

bagi Pemegang Saham dalam melaksanakan wewenargrga sesual persturan Perondang-

undangan yang berlaku

RUPS Perusahaan wajib diselenggarakan seseal ketentuan peraturan perundang-undangan dan

standar operasional prosedur Perusabaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemegang Saham Perusahaan melalul RUPS berupaya memastikan Parusahaan dijalankan
berdasarkan praktic usaha perasuransian yang sehat dan mendahulukan pemenuhan kewajiban
vang terkait dengan kepentingan pemegang polis, tertangeung, peseria, dan/atau pihak yang

berhak memperoleh manfaat

Dalam mengambil keputusan, RUPS wajib berupaya menjaga keselmbangan kepentingan semua
pihak, khususnya kepentingan pemegang saham minoritas, kepentingan pemegang polls,

tertanggung, peserta, den/atau pihakyang berhak memperoleh manfaat.

RUPS berhak memperoleh seluruh keterangan dan meminta pertangeung-jawaban darl Dewan

Eomizaris dan Direksi yang berkzitan dengan Perusahaan

RUP3 Perusahaan terdin darl:

1. RUPS Tahunan.
Diselengparakan setlag tahur, selambat-lambatnya pada bulan Juni 28relzh tutup Guko
Perusahaan: Dalam RUPS Tahunan dibahas laporan Direksi méngenal pertifungan tahunan,
Laperan Tahunan tentang keadsan dan jalannya Ferusahaan, rencana penggunaan laba
dan besarmya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukkan Akuntan Publik serta hal

lainnya demi kepentingan Peruszhaan,
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Diselenggarakan bila dianggap perlu cleh Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan/ atau
Pemegang Saham. Pemanggilan dan penyvelenggaraan RUPSLE dimkukan sebagaimana
Anggaran Desar Perusahaan vyamg berlaku, desgan permintaan  tertulis dengan
menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan diserial alasannya baik dari Dewan Komisaris
#tau darl Rapat Pemegang 5aham Prioritas atau dari seprang Pemegang Saham atau lebih
wang mewakill sekurang-kurangnya 25% (dus puluh lima persen] derl s2luruh moedal Yang

dikeluarkan Perusahaan.

B TATA CARA RUPS

Pemegang Saham bertiak memperaleh penjelasan lengkap dan informasi vang akurat mengenai

prosedur yang harus dipenuhi berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS sesuai ketentuan

peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penjelasan lengkap dan informasi tersebut meliputi namun tidak terbatas pada:

Mekanisme pemanggllan mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan

memungkinkan bagl Permegang Saham untuk dapat hadir dalam RUPS,

Materi/ bahan RUPS tersadia bagi Pemegang Saham dan memungkinkan Pemegang Saham

untuk mempelajar tereblh dahulu sebelum BUFS diselenggarakan

Pemyelenggaran RUPS memungkinkan bagi Pemegang Soham untuk dapat menggunakan

hak suaranya,
RUFS harus dilaksanakan secara transparan dan fisir.

RUPS hanya dapatl dilangsungkan apabila dihadid cleh Pemegang Saham vang mewakili
paling sedikit lebity dari 51% (kma pulub satu per seratus] dari jumlah selurub saham

dengan hak suara yang sah dan telah dikeluarkan oleh Perusahazn

tegala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam AUPS harus dibuat Risalah Rapat dan
sebagal pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh salah seorang Peserta
Rapatl yang ditunjuk cleh rapat dan isinya sekurang-kurangnya memuat wakty, agenda,
peserta, pendapat - pendapat yang  berkembong dalam RUPS dan Keputusan RUPS,

menjadi bukti sah terhadap semua Pemegang Sabham dan pihak ketiga.

Penandatanganan ini tidak perfu jika Risalah Rapat tersebut dibuat dengan Berita Acara

Motaris.
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B.  Hasil RUPS harus diberitahukan kepada setiap Permegang Saham.

PERSYARATAN PEMEGANG SAHAM
Mengingat Perusahaan merupakan bagian darl ho'ding Badan Usasha Millk Megara (BUMN)

asuransi dan penjaminan di bidang asuransi kerugian maka ketentuan mengenal Rapat Umum

Pemagang Saham juga merujuk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

wetentuan yang dikeluarkan cleh Kementerian BUMN, Mamun demikian, Pemegang Saham

pengendali Perusahaan Juga akan senantiasa memperhatikan persyaratan kemampuan dan

kepatutan bagi pemegang saham yang berlaku di bidang perasuransian,

1. Pemegang saham Perusahaan Perasuransian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

&

tidak terlibat sebagai pihak yang dilarang menfadi pemegang saham perusahaan i
bidang jasa keuangan dan/atau pengurus perusahaan di bidang jasa keuangan;

tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakatl dengan lembaga pembing
dan pengawas perusahaan di bidang jaza kecangan;

tidak sedang calam pengenaan sanksi dari lembaga pembina dan pengawas
perusahaan di bidang jasa kewangan;

tidak tercatat dalam daftar kredit macet;

memiliki sumber dana yang tidak berasal dari tindak pidana kefahatan sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang mengenrai tindak pidana pencucian vang;

memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Perusahaan Perasuransian;
memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perendang-undangan; dan

memiliki reputasiyvang baik,

1. Ketentuan mengenal kriteria pemegang saham sebapaimana dimaksud pada butir a. di

atas, berlaku apabila terjadi perubahan pemegang saham.

1. Pemegang saham Perusahaan Perasuransian dilarang mencampurl kegistan aperasional

Peruszhaan Perasuransian yang menjadi tanggung jawab Direksi sesual dengan ketentuan

anggaran dasar Perusahaan Perasuransian dan peratusan perundang-undangan, kecuall

dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS.

Pemegang saham Perusahaan Perasuransian yang menjabat sebagal anggota Direksi

angecta Dewan Komisaris, atau anpgola Dewan Pengawas Svarish pada Pergsahaan

Perasuransian yang sama wajib mendshulukan kepentingan Perusahazan Perasuransian
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dan pemegang pols, tertanggung, peserta, danfatau pihak yang berhak memperaieh

manfaat dari pada kepentinpannya sabagai pemegang saham

D  HAK PEMEGANG SAHAM

Perlindungan terhadap hak Pemegang Saham dilakukan berdasarkan prosedur yang benar dan

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serts peratluran Persndang-undangan,

Adapun hak-hak Pemegang Saham meliput] namun tidak terbaias kepada:

Hak untuk mengnadin dan memberikan suara dalam BUPS, berdasarkan ketentuan satu

saham memberikan hak kepada pemegangnyva untuk mengeluarkan satu suara.

Hak umtuk memperolel informasi material secara tepat waktu dan teratur, agar

memungkinkan bagi Pernegang Saham untuk membuat keputusan.

Hak untuk menerima sebagian dari laba yang diparuntukkan bagl Pemezang Saham,

sebanding dengan jumiah saham yang dimilikinya,

Hak lainnys berdasarkan anggoran dasar dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan,

Tidak melakukan kegiatan pengawasan dan pengurusan Perusahaan yang dilskukan alsh
[rewan Komisaris dan Direksi,

Tulak memanfaatkan Perusahasan untuk kepentingan pribadi, keluargs, &tau kelompok
utzhanyd dangan semangat dan carz vang bertentangan dengan peraturan Perundang-
undangan-dan prakiik-graktik yang sehat di industri Perasuranslan;

Kielakukzn evaluasl kKinerja Dewan Eomizaris dan Direksi melalui mekanisme RLPS,
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A. FUNGSI

Rewan komisaris merupakan Grgan Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara
umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Asuransi Jasa Indonesla. Dewan Kamisarss juga
reemiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktik Good Corparate
Governance (GG} yang diterapkan PT Asuransi Jasa Indonesia dan apabila dinllal periu, dapat

melakukan penyesualan sesuai dengan kebutuhan PT Asurans Jasa Indonesia,
Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan yailu:

1 Leve! Performance, yaibu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisarls memberikan
pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberlkan masukan kepada Rapat

Umum Pemegang Saham {RUPS],

P Level Conformaonce, yaitu berups pelaksanaan kegistsn pengawasan pada tabap
selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinga ketentuan

dalamn peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar vang berfaku.

8. PERSYARATAN DAN KOMPOSIS| DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan

Terdapat 2 {dua) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calen Angegota Dewan
Komisaris.  Persyaratan  tersebot  mencakup  persyaratan formal, yang meripakan
persyaratan dasar yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berfaku dan
persyaratan materill, yang merupakan persyaratan vang disesuaikan dengan kebutuban
dan sifat bienis Perusahaan sehagai bagian darl folding Badan Usaha Milik Nepara asuransi

dan penjaminan.

1.1. Persyaratan Formal
Dewan Kemisaris adalah orang persearangan yang:

al  Mampu meloksanakan perbuatan hukum;
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Mampu bekerjasama sebagai anggota Dewan:

Tidak perral: dinyatakan pailit aleh Pengadilan;

Tidak pernah menjadi anggets Direksi atau anggota Dewan Komisaris Dewan
Pengawas vang dinyatakan bersalah menyebzbkan suatu Persergan Perum
dinyatakan pailit;

Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaltu tidak pernah secara langsung
maupun tidak langsung terdibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktil
menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di
mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;

pemiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan menganalisa suaty masalah
secara memadai dan independen;

hemiliki akhlak dan rmoral yang balk;

Memiliki komitmen untuk mematubi peraturan pe rundang-undangan yang

bierlaku;

1.2 Persyaratan Matarlil

salain memenuhl kriteria persyaratan umuom diztas, Devwan Komisaris adatah Orang

perseorangan yang wajib memenuhl persyaratan khusus sebagai berikut:

a)
k)

c)

d)

fl

&l

hi

Telah mendapat persetujuan dari OJK;

Memiliki pengetahuan di bidang perasuransian yang memadai dan relevan
dengan jabatannya;

Memillkl pengetahuan dan/atau keahlian di bidang vang dibutubkan Perusahaan
sesual dengan pembagian tugas dengan fokes area yang akan ditangani;
Memahami masalah-masalah manzjemen perusahaan yang berkaitan dengan
salah satu fungsi manajemen;

Pdemiliki dedikasi serta komitmen untuk menyedizkan waktu yva ng memadai;
Marmpu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan PEMERATE
palis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak vang berhak mempersieh manfaat:
Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis,
tertanggung, peserta, dan/ atau plhak yong berhak memperoleh manfaat
daripada kepentingan pribadi;

hMampu mengambll keputusan berdasarkan penilaian independen dan ohjektif

untuk kepentingan perusahaan perasuransian dan pemegs ng polis; dan
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keuntungan pribadi yang tidak semestinva atau menyebabkan keregian bagi

Perusahaan Perasaransian,

Bag Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan formal dan materiif
seperti tersebut di atas, juga berlaku syarat independensi sebagaimana dimaksued
dalam Peraturan Manterl Megara Badan Ussha Millk Negara Nomor PER-
D1/MBLSIO1T tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan vang Balk |Good Corporate
Governance] pada BUMMN dan Peraturan OJE MNomor 73/P00K 052016 tentang Tata

Eelola Perusahaan Yang Baik Bagl Perusahaan Perasuransian beserta perybahanmya.

Persyaratan Lainnya

Persyaratan ain anggota Dewan Komisars adalah:

a)  Bukan pengurus partai politik, dans atau anggotas legislatif dan,/ atau tidak sedang
mencalonkan diri sebagai calon angaota legislatil; bukan pengurus Partai Politik
dary atau calon anggota legislatif dan/ atau angeota legislatif;

bl Bukan calon Kepala/Wakil Kepsla Daerzh dan/ atau Kepala,"Wakil Kepala Daerah;

¢} Sehat jasmani dan rohani {tidak sedang merderita suatu penyekit yang dapat
menghambat pelaksanaan tugas sebagei anggota Dewan RKomisars! Dewan
Pengawias), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat darl Dokler;

d} Tidak sedang menduduki jabatan vang berpotens) menimbulkan benturan
kepentingan dengan Perusahaan kecuall menandatangani sural pernyataan
bersedia mengundurkan dirfi dan jabatan tersebut jika terpilih sebagai anggota
Dewan Komisaris,

e} Tidak sedamg menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-
unl:lunf,f.:n diterang unluk dirangkap TJF:'HE.-F:H jabsatan arggots Dewan Komisaris
kecuali menardatangani sural pernyataan bersedia mengundurkan diri dari
jabatan tersehut jika terpilib sebagai anggota Dewan Komisaris,

1 Tidak menjabat sebzpal anggota Dewan Eamisaris pada perusahazn yang
bersappkutan selama 2 (dua] pericde berturut-Eurut;

2] Bagi bakal calon angpota Dewan Komisaris) Dewan Pengawas yarp berasal dan

penyelemppara negara haros melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenagara
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Megara (LHEPN) selama 2 {dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Buktl
Lapar LHEPN kepada institusi yang berwenang,

1.4. Keanggotaan Dewan Komisaris

3

by

cl

d}

f

Perusahaan wajib mamiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang;
Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan
komisaris Independan;

Pengangkatan Komisaris Independen dilzkukan oleh RUPS dan harus dinyatakan

setara jelas dalam akta notaris yang memual keputusan RUPS merngenal

pengangkatan tersehut;

Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisarls wajib berdomisili di

Indonesia;

Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian wajib:

1. Menjamin pengambilan keputusan yvang efektif, tepat, dan cepat serta dagat
bertindak secara independén, tidak mempunyal kepeniingan yarg dapal
mengganggyu kemampuannya uniuk melaksanakan tugas secara mandin dan
kritis;

2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberizn nasihat kepada Direksi;

3. Mengawasi Direksi dalam menjags keseimbangan kepentingan semua pihak,
khususnya kependingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau
pihak yang berhak memperoleh manfaat;

4, Menyusun laporan kegiatan Dewan Komilsaris vang merupakan bagian dari
laporan penerapam Tata Kelola Perusahzan Yang Baik serta diserahkan
kepada RUPS:

5. Memantau efekdifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Ealk;

G, — Membust risalah-rapat Dewan KEomisaris dan menyimpan salinariya;

7. Melaporkan kepada Perseroan mengenal kepemilikan sahamnya dan/ atau

keluarganya poda Perseroan tersebut dan Perscroan lain.

Angpota Dewan Komisars diangkal dan diberhentikan oleh RUPS, dar calon-
calon yang diusulkan cleh Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat
bazi RUPS dengan merm perhatikan ketentuan mengenai kuorum, hak suara dan

keputucan RUPS vang terdapat dalam Angparan Dasar;
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&nggata Dewan Komisaris barhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai

Perusahaan Perasuransian secera lenghap dan tepat wakty;

Anggota Dewan Komisaris dilarang:

1

merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komizans, anggota Direks:, atay

angpota DPS pada perusahaan vang memiliki bidang usaha vang sama;

mengangkat anggota Dewan Komisarls vang berasal dari karyawan atau

pelabat aktif DIK;

mengangkat anggots Dewan Komisaris vang berasal dari mantan karyawan
atau pejabat QIK apabila yang bersangkutan berbent| bekerjs dard GIK

kurang darl 6 [enmam] bulan;

Perusahaan dilarang mengangkat anggata Dewan Komisaris yang pernah
menjadi anggota Direksl, anggota Dewan Kamisaris, atau anggota Dewan
Pargawas Syariah yvang dinyatakan bersalah atau latal menyebabkan:

o Perusahaan Perasuransian dikenal sanksl pembatasan kegiatan usaha

dalam jangks wakiu 3 {tiga) tahun terakhir sebelum penganghatannys;

»  Perusahaan di bidang jese keuangan yang dicabut iziv vsahanya karena
melakukan pelangearan dalam jangka wakfu 3 {tigal tahun terakhie

sebelum pengangkatannya dan/ atau;

¢ Perusahaan di bidang jasa kewangan atau di bidang non jasa keoangan
yang dimyatakan pailit dan berdasarkan pulusan pengadilan yang telak
berkekuatan hukwm tetap, dalam jangks waktu S (lima) tzhun terakhir

sehbelum pengangkatannya

Anpgota I.'.fnqw._rnn h:.ami_ssri: Permusahaan dilarang;

o helakukan transaksi yang mempunyaiBenturan: Kepentingan dengan
keglatan Perusanaan;

= Memanfaatkan jabatannya pada Pernusahaan untul kepeantingan pribadi,
keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangl
keuntungan Perusahaan;

e Mengambil dan/ stey menenima keuntungen pribadi dan Perusshaan,
selain remunerasi dan fasilitasi yang ditetapkan berdasarkan keputusan

RLIPS; dani
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* Mencampuri kegiatan operasional Perusabaan yang menjadi tanppung
Jawab Dirclsi.

[l Pembagian kerja Anggnta Dewan Komizaris diputuskan oleh Dewan Komisaris:

Il Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu aleh Sekretaris yang
diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban
Perusahaan;

k} Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris mengalam|
kekosongan, maka dalam wakiu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah
terjadinya  kekosongan maka harus diselenggarskan RUPS untuk  mengisi

kekasangan tersebut,

Masa Jabatan

al Para Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 5 (lima} tzhun
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para Anggota Dewan
Komisaris sewakiu=waktu,

b] Masza Jabaten Angeota Dewan Komisaris berakhir apahila;

*  Masa jabatannya berakhir;

¢ Mengundurkan diri:

*  Tidak legi memenuhi persyaratan Perundang-unda ngan yang berlaki;
*  Meninggal dunia;

*  Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

€} Seprang atau lebih Angpota Dewan Komisars dapat dibarhentikan sementara
wakiu aleh RUPS apabila mereka bertindak berteéntangan dengan Anggaran Dasar
alau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yarg mendesak bagi
Perusahaan, Pemberhentian sementara ity harus diberitahukan secara tertulic
kzpada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.

df—Palam-wakty 30 {tiga puluh) hari setelab pemberhentian semeniars itu, harus
diadakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah Anpgota Dewan
Komisaris yang bersanghutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalixan
kepada  kedudukannya  semula. Keoada Angeota Dewan  Komisaris  yang
bersangkulan diberikan kesempatan untuk hadir dan membela diri,

€] Dalam hal pemberhentian sementars Angeota Dewan Komisaris, RUPS Luar Biasa
tidak diadakan dalam waktu 30 (tiga puluhl hari setelah pemberhentian

sementara itu, maka pemberhentian sementara itu batal dem| hukum,
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Searang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan dirl dari jabatannya
dengan memberitahukan secara tertulis mengenal maksudnya tersebul kepada
Pernegang Saham dengan tembusan kepads Dewan Kamisers dan Direks
Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puleh) hard  sebelum  tanggal
pengunduran dirinya

Anggota Dewan Komisans vang mengundurkan diri {ersebut tetap dimintakan
pertanggungiawabannya sejak pengangkstannya sampai tanggal penetapan
pengunduran dirinya dalam RUPS berikutnya.

Calam hal terdapat penambahan Anggota Dewan Komizaris, maka myasa jabatan
Angenta Dewan Komisaris tersebut akem berakhir bersamaan dengan masa
jabatan Anggota Dewan Komisaris lainnya yang telah ada

Apabila seoreng Anggota Dewan Komisaris berhenti stau diberhentikan sebelum
masa jabatannya berakhir maka mass jabatan penggantinga adalah sisa masa
jabatan Angegota Dewan Komisaris yang digantikannya,

Setelah masa jabatannya berakhir, Angpota Dewan Komisars dapat diangkat
kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Penpgangkatan Anpgota
Cewan Komisards tidek bersamaan wakiunys dengan pengangkatan Direksi

Perunjukkan kernbali akan ditentukan berdasarkan kebutahan Perusahaan.

2. Komisaris Independen

2.1 Persyaratan Anggota Komisaris Independen

Selain horus memenuhi persyaratan Komisaris sebagaimana dalam butir 1.1 tentang

persyaratan farmal, 1.2 tentang persyaratan materiil, dan 1.3 tentang persyaralan

lainnya, Komisaris Independen Perusahaan harus memenahi persyaratan berikut:

al

k)

ch

Tidak mempunyal hubungan afiliasl dengan anggota Direksl, anggotd Dewdn
Komisarls, anggota Dewan Pengawas Syariah, ataw Pemegang Saham Perusahaan
dalarm bidang usaha yang sama;

Tidak pernah menjadi anggota Direksi; anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan
Pengawas Syeriah atau menduduki jabatar 1 (satu} tingkat di bawah Direksi pada
Perusahaan atau peruszhean lain yvapg memiliki hubungan afiliasi dengan
Perusahaan dalam kurun waktu & (enam} bufan terakhir;

Memahami persturan  perundang-undangan di bidang perasuransian dan

peraturan perundang-undangan lain vang relevan;

T
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d}  Memiliki pengetzhuan yang baik mengenal kepentingan pemegang  podis,

tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperaleh manfaat;

e} Berkewarganegaraan Indonesis,

fi Berdomisih di Indonesia;

g) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggofa Dewan Komisaris, atau anggota
Dewan Pengawas Syariah dari suatu:
» perusahaan vang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam Jangka

walktii 3 [tigal tahun sebelum pengangkatan;

& perusahaan di bidang jasa keuvapgan yvang dicabut #in usahanya karena
melakukan pelanpgaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum

pengangkatan;

» perusahaan di bidang jasa keuangan atau di bidang non jasa keuangan yang
dinyatakan pallit dan telah berkekuatan hukum tetap dalam janghka waktu 5

{lima) tabhun sebelum pengangkatan; dan/ atau

» perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau

kelalziannya dalam jangka waktu 5 (lima) tabun sebelum pengangkatan,

2.2. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen

a) Penganghkatan Komisaris Independen dilakukan oleh RUFS dan dinyatakan secara
jelas dalam akta notaris yang memual keputusan RUPS mengenai pengangkatan
tersebut,

bl Pemberhentian Komisaris Indepanden harus dinyatakan secara jelas dalam akla

notaris yang memuat keputusen RUPS mengenai pengangkatan tersebut.

2.3, Tugas dan Kewallban Komisaris Independen
al Komisaris Indepanden memiliki tugas pokok melakul@n fungsi pengawasan untuk
menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserts, dan/ atau
pihak yang herhak memperoleh manfaat;
by Perusahaan dilarang memberhentikan Komisaris Independen karena tindakan

Komisaris Independen dalam melakianakan tugas pada huruf a di atas;
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ci  Komisaris Independen wajib membuat Laparan Tahunan mengens pelaksanaan
tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang paolis, lertanggung,
peseria, dan/ atau pihak yang berhak mempercleh manfast, baik menyangkut
pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan meangenai perselisihan
yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase,
atau badan peradilan;

d) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada hurul © menjadi bagian dari
laparan Dewan Komisaris dan dicantum&an dalam laporan penerapan Tata Kelola
Perusahiaan Yang Baik;

el Laporan Tahunan sehagaimana dimaksod pada hurof c di stes menjadi bagian
dar Laporan Dewan Komisarss dan dicantumkan di dalam Laparan Penerapan
Teta Eslola Perusahaan yang balk;

fi  Laparan Tahwnan sebagaimana dimaksud pada hurof © di atas wajib disampaikan
dalam bentuk dokumen fisik (hord copy) dan digital (saft copy):

g1 Dalam hal Komisaris Independen menilal terdapat kebijakan atau tindakan
angeata Direksi yang merugikan atau berpobensi merugikan kepentingan
pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperateh
manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan Rapat
Dewan Kamisars;

h} Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada hursf 2 di atas membahas
hiasil pEE‘-Ii|:'IiEII."I Karmisaris IME‘DEFIEIEFI atas kebljakan atau Undakan anpgola
Direksi yang merugikan ataw berpotensi merugikan kepentingan pemegahg polis,
terianggung, peserta dan/ atau pihak vang berhak memperaleh manfaat;

{| Dalam hal anggota Dewan Komisaris lainaya tidak bersedia menerima usul
peryelenggaraan Rapatl Dewan Komisans sebagaimana dimaksed pada horof g di
atas, Epmisaris Independen waib melaporkan secara langkap dan- komprehemsif
kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian dan ditembuskan
kepada Direksi paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anpgota Dewan Komisaris
lainnya  fidak bersedia menperima usulan  penyelenggaraan Rapat Dewan
Komisaris;

i} Dalam hal hasil keputusan Rapat Dewan Komisars sebagaimana dimaksud pada
huruf g di atas, menolak atau tidak setuju dengan hasil penilian Komisaris

independen atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau
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berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/
atau pihak yang berhak memperoleh manfaal, Komisaris Indepanden wajib
melaporkan secara lengkap dan komprehensid kepada lembaga pembine dan
pengawas usaha perasuransian dan ditembuskan kepada Direksi paling lama 7
[tujuh) hari kerja sejak hasil keputusan rapat Dewan Komisaris yang menalak atau

tidak setuju dengan hasil penilalan Komisarks Independen,

C. PROGRAM PENGENALAN DAN PENDALAMAN PENGETAHUAN DEWAN KOMISARIS

1. Program Pengenalan

Dengan latar belakang Angpota Dewan Komisarns yang berasal dari berbagai pihak yang

mewakili Pemegang Saham; maka keberadaan program pengenalan sangat penting untuk

dilaksanakan, mengingat antdr Anggota Dewan Komisaris mungkin saja tidak saling

mengenal dan/ atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya,

Pelaksanaan program pengenatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

a)

b}

Program pengenalan mergenai Perusahaan wajib diberikan kepada Anggota Dewan

Komisaris yang bams pertama menjabat di Perusahaan;

Tanggung jawab untuk melakukan program pengenalan berada pada Sekretaris

Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretarns Perusahaan;

Materi yang diberikan pada program pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan  tujuan, sifat, lingkup
keglatan, kinerjz keuangan dan operas, strategi, rencana usaha Jangka pendek
dan jangka panjang, pasisi kompetitif, nsike dan berbagal masalah strategis
Einnya;

Pelaksanaan grinsip-prinsip GCG olkeh Perusahazn;

Tugas dan Tanggung javeab hukum Angeota Dewan Komisarls;

Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit Internal
dan Audit Eksternal, Siskem dan Kebijakan Pangendalian internal sera tugas dan
peran Komite Audit dan Komite-komite lzin yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
Penjelasan mengenai hubungan kerfa, tugas dan Langgung |Jawab Dewan
Komisoris dan Direksl serte hal-hal yang tidak diperbolehkan,

Tearmn buiiding, Dalam kegiatan ini memyertakan selurch Angpeta Dewan

Komisars, balk yang baru manjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya
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dengan lujuan mewujudkan kekompakan dan kerjazama tim sebagal Dewan
Kaomisaris (jika diperlukan],

d} Program Pengenafan yang diberikan dapat berupa presentasi, pengkajinn dokumen,
pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perusahzan, perkenalan dengan para Pejabat
Struktural dam Karyawan di Perusahaan serfa program lainmya berdasarkan kebutuban
Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dan tetap mengedepankan akuntabilitas

dan efisiensi biaya.

2. Program Pendalarman Pengetahuan

Program Pendalzman Pengetahuan merupakan salah satu program penting agar Dewan
Eamisaris dapat selalu memperbabarul informasi tentang  perkembangan terkini dan
altivitas bisnis Perusahaan dan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan
pelaksanaan wgas Dewan Komisaris, Dewan Kormisaris berkewajiban untuk mengikutl
program pendalaman pengetahuan baik di dalam atau di luar neger untuk meningkatkan
kpmpetensi dan pengetahuan

Pelaksangan Program Pendalaman Pengetahuan Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai
berikut:

al Program Pendalaman Pengetahuan  dilaksanakan dalam rangke meningkathan
gtektivitas kerja Dewan Komisaris dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Angoaran
Diewan Komisaris;

bl  Program pendalaman pengetahuan vang dimaksud dapat berupa pelatiban, workshop
atau seminar vang dilkutl oleh setlap Angeota Dewan Komiszris minimal satu kall
dalam satu tahur;

c| Setiap Anggota Dewan Komisaris yvang mengikuli Program Pendalaman Pengetahuan
seperti seminar, pelatihan diwajibkan untuk menyiapkan presentasi kepada Angeota
Drewan Komisaris lain-dalam rangha berbagi informasi-dan pengetabuan;

d]  Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertangeung jawab untuk membuat
laporan tentang pelaksanaan Program Pendalaman Pengetzhuan. Laporan tersebut
disampaikan kepada Dewan Komisaris;

el Materi yang diterima dari Frogram Fendalaman Pengetahuan harus terdokumentasi
dengan rapi dalam suatu bagian tersendid. Tangpung jawab dokumentasi terdapat

pada Sekretaris Dewan Komisaris dan harus tersedia apabilz suatu saat dibutuhkan,
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ETIKA JABATAN
Dafarn melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisarls harus selalu melandasi dirl dengan
etika jabatan. Etika jabatan Dewan Komisaris meliputi namuon tidak terbatas pada etika

sebagaimana uraian dikawah ini.

1. Etika berkaitan dengan Keteladanan

bewan Komisaris harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest
ethicel stongord di Perusahaan, salab satu caranya adzlah dengan menjadikan dirinya

sebagal teladan yang balk bagl Direksl dan Karvawan Perusshaan,

2. Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan Perundang-undangan yvang berlaku, Anggaran
Dasar, dan Panduan Good Corporate Governance serta kebljakan Perusabaan yang telah

ditetaphan.

3. Etika berkaltan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

Dewan Komisaris harus mengungkapkan informasi sesual dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang
dipercayakan kepadanya termasuk rahasia Perusahaan dan rahasia pemegang polis
Perusahaan {Tertanggung) sesual ketantuan peraturan Perundang-undangan yvang berlaku

seria kebijakan Perusahaan

4, Etika berkaitan dengan Peluang Perusahaan

Selarna menjabat, Dewan Komlsaris tidak diparkenankan untuk

a) Mengambil peluang bisnis Perusahaan untuk dirinya sendiri;

b} Menggunakan aset Perusahasn, informasi Perusahasn atsu jabatannva selaku
Anggota Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan serta kebijakan Perusehaan yang berlaku.

5. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah situasi dimana Anggota Dewan Komisaris kerena kedudukan
dan wewenang yang dimilikinga memiliki kepentingan yang bertentangan dengan
kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilsi, mencapai visi dan
menjalankan misi serta arahan fapal Umem Pemegang Saham, yang pada akhimya akan

merugikan Perusahaan
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Atas hal tersebut maka Anggota Dewan Komisarls hendaknya senantiass:

al

b)

cl

d)

Menghindari terfadinya benturan kepentingan;

Mengisi daftar khusus yang berisikan kepamilikan sahamnya danf atau keluarganya

pada Perusahaan maupun perusahaan lain:

Berpedoman untuk tidak memanfaatkan jabatan bagl kepentingan pribadi atau bogi
kepentingan orang atau pihak lain yang terkalt yang bertentangan  dengan

kepentingan Perusahaan;

Menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi independensi dalarm

melaksarakan tugas;

Melakukan pengungkapan dalam hal tefadi benturan k#pentingan, dan Angzota
Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan dis] datam proses

pengambllan keputusan Perusahaan yang berkaitan dengar hal tersebut.

6. Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan

Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan dic dar praktik-prachik

korupsi, gratifikasi, dan penyuzpan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan

apapun yang divakini dan dianggap dapat merugikan Perusahaan,

E. TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOM ISARIS

1. Kebijakan Umum

Berkaitar dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi,

Diewan Komisaris mempunyai tugas dan/atau kewajiban untuk:

al

b}

Tunduk pada keientuan peraturan Perundeng-undangan yang —berfaku, - Angearan

DasarPerusahazn dan keputiusan RUPS:

Beritikad beaik, berhatl-hati dan bertanggung jawab datam menjalankan tugas
pengawasan dan pemberian nasihat kepada Dircksi untuk kepentingan dan sesual
dengan maksud dan tujuan Perusahaan:

Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua plhak,
khususnys kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserts, dan/ atau pihak yang

berhak memperaleh manfaat:



AN d
W |EsHId

i ol Al ]

d}

El

b

1

ki

PT ASURANS! JASA INDOMNESLA

Halaman - 25 of 109 Tanggal ;41172022

|
BOARD MANLAL

Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dan segenap jajarannva berkaltan
dgengan pengurusan Perusahaan, Pemberan nasihal dilakukan untuk kepentingan
Perusahaan dan sesual dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak
dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentuy;

Angeota Dewen Komisars Perusahsan wallb menandatangani Pakta integritas untuk

mermatiuhl segala ketertuan dan peraturan perundang-undangan berhaitan demgan

WEWENang dan tanggung jawabnya;

Arggota Dewan Komlsarls Perusahaan wajib mengungkapkan kepada Perusahaan

tempat anggota Dewan Komisans menjabat dan dicantumkan dalam laparan

penerapan Tata Keiola Perusahaan Yang Baik, mengenal;

L kepemilikan sahamoya yang mencapal 5% (lima persen) atau lekih paia
Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/ataw pada
perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dar di luar negeri: dan

. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggots Dewan Komisaris
lain, anggota Direksi, anggota DPS, dan/atau pemegang saham atau yang setars
Perusahazn tempat anggota Dewan Komisarls dimaksud menjabat

Kewa|lban penguagkapan tersebut disampaikan datam beniuk laporan baik pada awal

menjabat maupun setiap terjadi parubahan:

Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direkd dalam melaksanakan

pengurusan Perusahaan termasuk ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

yang beriaky, pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan [RUPF), Rencana Kerja
dan Anggaran Perusahaan (RKAP], Remcana Bignis serta ketentusn-ketentusn

Anggaran Dasar dan keputisan RUPS;

Melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk memastiken Direksi mematuhl tata

urutan paraturan internal Perusahaan:

Memberikan pendapat dan saran kepada Direksl dan segenap jajarannya berkaitan

dengan penyusunan visi, misi serta rencand-rencana strategls Perusanaan lainnya

sepertl yang diatur dalam Anpgaran Dasar;

Memberikan pendapal dan saran serta pengesahan mengenai RIPP dan RKAP yang

diusulkan DHreksl. Pengesahan untuk RIPP selambai-lambatnya 60 fenam guluh) hari

sejak penyampaian rancangan oleb Direksi dan 30 (tiga puluh) har sejak tahun buku

baru dimulal untuk pengesahan REAP,
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[} Melakukan penelitian dan penelazhan atas aporan-laporan dari Direksi dan SEEETED

jpjarannya, terutama yang berkaitan dengan (ugas-iugas spesifik yang telah
diputuskam bersamea;

m} Meneliti dan menelazh laporan-lzaporan darl komite-komite va ng ada di bawah Dewan
Komilsaris;

n}  Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahzan baik darl informasi-infermasi internal
yang disediakan oleh Perusahaan maupun dari infosmasi-informasl eksternal yang
berasal dar media maupun dari sumber-sumber lainnya;

o] Menghadiri rapat-rapat kerja/ koordinasi de ngan Direksi dan segenap jajarannya;

pl  Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya 1elah
mematuhi ketentuan Perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya dalam
mengelola Perusahaan;

al  Menyusun Rencanz Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Kemisaris yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dan BKAF;

fl Menyampalkan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun
buku yvang baru Bmpau kepada RUPS;

5} Pembagian Kerja Anggota Dewan Komisaris diputuskan oleh Dewan Komisaris, Untuk
kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Somisaris
yang diangkat olzh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban
Perusahaan,

t)  Memastikan bahwa dalam Laporan Tehuman Perusahaan telah memuat informasi
mengenal ldentitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di
perusahaan ain, termasuk rapat-rapat yang dilskukan dalam satu tahun buku [rapat
internal maupun rapat gabungan dengan Dieksl), serta honorarium, fasilitas. dan/
atau tunjangan lain vang diterima dari Perusahaan:

Ul Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjusi temuzn audit dan rekamendasi dari
auditer internal, auditor eksternal, hasll pengawasan Dewan Komisars dan/atau hasi
pereriksazan tertentu oleh lembags pemeriksa lainnya:

¥l Melaporkan kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwama apabila teradi gejala
penurunan kinerja Perseroan dengan disertai saran mengenal langkah parbaikan yang
harus ditempuh serta Metaporkan kepada QK untuk pelanggaran dan kegiatan yang

membahayakan perusahaan;
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wl  Melakukan self gssesment atas kinerja Devan Komisaris secara berkala:
k] Menerapkan Tate Kelola rmelalui:
l.  pengawasan pensrapan tatz kelola vang balk dalam setiap kegiatan usaha dan
seluruh tingkatan atau jenjang organisasl (individu) ataupun Perusahaan Anak/

konglomerasi keusngan (terintegrasi);

ii. pengawasan penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha dan
seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (individu) ataupun Perusahazn Anak/

kongiomerasi keuangan {terintegrasi).

vl Memaniau dan memastikan bahwa Good Corporats Governonce telah diterapkan

secara efektif dan berkelanjutan,

2. Terkait dengan Aktivitas Perencanaan

Dewan Kemisaris diwajizkan menyusun Rendana kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT] dan
indikator Pencapaian Kinerja [IPK) atau Key Performence indicators (KPI) yang merupakan
bapian lidak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran Peruszhaan [RKAP) sebagai
pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. RKAT harus disampaikan
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perusahasn menyerahkan RKAT ke

Pemegang Saham.

Peryusunan rancana kerja Dewan Komisaris meliputi:

a) Rencana kerja pengawasan dan pemberian nasihat;

b] Evaluasi atas kinerfa underwriting

€]  Evaluasi atas kinerfja investasi;

d]  Evaluasi stas pengelolaan;

e} Evaluasi atas pengendalian internal dan mamajemen risika

fl  Pelaksanaan rapat;

gl Moenitoring dan avaluasi unit kerja, Wilayah atau Cabang, anak Perusahaan;
h). Pelatihan dan pengembangan;

I| Anggaran dan biaya,

il  Jadwal kezgiatan;

kKl Wsulan P Dawan Komisaris.
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3. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:

al Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerjfa Dewan Komisans
kepada RUPS,

b] Melaparkan kinerja Direksi kepada RUPS;

¢l Mengawas pelaksanaan RKAP seriza menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya
kepada RLIPS;

d] Memberikan pendapat dan saran bapi RUPS dalam hal pengangkatan dan
pemberhentian Diraksi;

el  Mengkutl perkembangan kegiatan Perusshaan, dan dalam  hal  Pensahain
menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melporkan kepada RUPS
dengan disertal saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;

f]  Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai seliap persoalan lainnya
vang diangzap penting bagi pergelolaan Perusahaan;

gl Memberikan tanggapan atas laporan berkala Cireksi (triwulan, tahunan) serta pada
setiap wakiu yvang diperlukan mengenal perkembangan Perusahaan dan melaporkan
hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham tepat pada waktunya;

h] Mengusulkan penunjukkan Auditor Eksternal kepada RUPS;

iy Melakukan tupgas pengawesan lalnnya yeng ditentukan oleh RUPS,

4. Terkait dengan Nominasi dan Seleksi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris mengusulkan sistem nominast dan seleksi bagl calon Anggota Dewan
Kamisarls dan Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS wntuk disahkan, Dalam
menjalankan kewaliban ini, Dewan Komisars dapat dibantu oleh Komite Pendukung
Drewan Komisarls. Sistem Mominasi dan Seleksi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi-harus
dilaksanakan sedemikian rupa untuk menjamin terlaksanamya prinsip-prinsip keterbukaan,

akuntabilitas, tanggung jawab, kemiandirian, dan kewajran

5, Terkalt dengan Remunerasi Dewan Komisaris dan Evaluasi Kinerja unit Kerja, Wilayah
dan/ atau Representative Office

1. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota

Dewan Komisaris, DPS, dan karyewan yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip
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kebati-hatian (prudent hehawiowr) yang sejslan dengan kepentinzan jangka panjang
Perusahaan dan perlakuan adil terhadap pemezang polis, tertanggung, peserta, danf

atau pihak yang berhak mempeioieh manfaat.

2. Kebijakan Hemunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hares memperhatikan:
g, kinerja keuanpan dan pemenuhan kewajiban Perusabazan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berfalkiy;
h. prestasi kerja individual,
c  kewapran dengan peer group; dan
d. pertimbanpgan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
3. Dewan Komisaris berkewajiban uniuk:
a.  Mengusulkan sistem remunerasi yang kompetitif apabila dibandirghkan terhadap

industri sejenis bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada RUPS;

B, Menpusulkan sistem evaluasi kinerja dewan dan individu Dewan Komisaris darm

Direksi kepada RUPS.

Dalam menjalankan kewajlban ini, Dewan Komisaris capat dibantd oleh Homlite
Pendukung Dewan Komisaris.
Penetapan remunerasi yang diterima oleh setiap angeota Dewan Komizaris dan Direksi
mengacu kepada Peraturan Mentes Negara Badan Ussha Milix Megara RepuhBk
Indonesia PER-D4/MEL/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi,
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Millk Negara beserta
perubahannya.

&, Dewan Komisaris wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja, Wilayah

dan/atau Represeriotive Office serta anak perasahaan,

6. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mempunyai kewapban untuk melakukan penilaizn secara berkala dan
memberikan rekomendasi tentang risiko Serts penerapan manajemen risiko di Perusahaam.
Dalam menjalankan kewsa|iban Inl, Dewan Komisaris dapat dibaniu ofeh Komite dibawahnya,

Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajermen Risiko
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yang dilatukan oleh Direksi. Selzin itu Dewan Komisaris juga didororg untuk melaksanakan

fungsl:

al  Menyetujul dan mengevaluasi kebijakan Manzjermen Risiko yang disusun obeh Dirgksi,
Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 [satu) kall dalam 1 (satu) tzhun atau dalam
trekuensi vang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempangariehi
kegiatan usaha Perusahaan secara signifikan;

b Mengevaluasi pertangeungjawaban Direks paling sedikit 1 (satu) kali dakam & [enam)
bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen
Risiko secara berkala, Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi
mengelola aktivitas dan risiko Perusahaan serta memastikan kebijakan dan proses
Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses
Manajemen Rislko secara keseluruhan, Dalam melakukan evaluasi tersebut Dewan
Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Cewan
Komisaris dalam memantau pelaksansan Manajemen Ristka vang disusun cleh Direks;

¢} Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi vang berkaitan dengan transaksi
dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Transaksi dan limit
Risiko tersebut mesupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui
kewenangan Direksi untuk melakuban hal dimaksed, sesual dengan kebljakan dan
prosedur internal Perusahaan;

d}  Membentuk Komite Pemantau Risika;

¢}  Mengevaluasi kebijakan Manajeman Risiko;

fl  Mengevaluas pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijgkan Manajemen
Risiko serta mendal toleransl yang dapat digmbil oleh Ferusahzan sebagaimana
dimaksud dalam hurul (b) i atas;

gl Mengevaluasi dan memutuskan permofonan Direks yang berkaitan dengan transaksi

yang memerukan persetujuan Dewan Komisaris,

7. Terkait dengan Etika Berusaha dan Antl Korupsi

Anggota Dewan Komisans dilarang menerima, memberikan atau menawarkan baik langsung
ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada atau dari pejabat pemerintah
dan/atau pihsk-pihak lain yang dapat mempengaruhi stau wekagai imbalan atas apa yang

telah ditakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang
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berlaku. Dewan Komisaris mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi vang telah

dicanangkan aleh Femerintah,

8. Terkait dengan Sistern Pengendalian Intemnal

Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit mempunyal kewajiban untuk:

a) Membentuk Komite Audit;

By Nengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intermal berdasarkan informasi
vang diperolel darl Group Satuan Pengavwasan Internal (SPI) paling sedikit sekali dalam
1 {satu) tahun;

o) Menunjuk pengendall mutu independen dari pihak eksternal untuk melakukan kaji
ulang terhadap kinerja Group 5P,

dl  Memastikan Growp SPl hekerja secara independen dan efektif;

e}  Menerapkan strategl anti frou dan mengawasi pelaksanaanmya;

fl Mengkaji efeklivitas pelaksansan lugas Auditor Ekstermal, dengan menilai Kompetensi,
Independensi serta ruang lingkup tugas Auditor Eksternal;

gl Memastikan Auditor Internal, Auditor Eksternal, dan Komite Audit memiliki akses
terhadap Informasl mengeral Perusshaan yang diperdukan untuk melaksanakan
FUgasim,

hy  Melakukan penilalan atas akurasl informasi yang disiapkan untuk pihak lain, khususnya
dalam Laporan Keuangen dan Mon-Kewangan Tahunan serta Laporan Tahuman yang

disesuaikan dengan best proctice.

9, Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasizan Informasl

al Dewan Komisaris mengawasi sgar Ferusahaan mengungkapkan informasl penting dalam
Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada plhak 13in sesual peraturan
Perundang-undangan yang berlaku secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tepat
wiaktu, konsisten, dan dengan cara yang efisien;

b) Dewan Kamisaris bertanggung jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan
informasi Perusahaan:

o) Informasi rahasia yang diperoleh sewakiu menjabat sebagal Anggota Dewan Komisaris
harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yvang berlaku;

d} Dewan Komisaris memastkan agar Perusabaan mengunghkapkan pelaksanaan prinsip
Good Corporcte Governance datam Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan best

practice,
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10. Terkait Pelaksanaan Pengawasan/Pemberian Masihat Oleh Dewan Komisaris

Pengawasan dan pemboenian nasihat dilakukan untuk kepentingan Peruszhaan dan seswal

dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pilak

atau polongan tertentu, pengawasan dan pemberian nasehat dimaksud meliputi namun

ticdak terbatas pada:

al

k)

ey

d)

e)

f}

El
h}

i

Pengelgiaan sumber daya manusia, kKhususnya tentang manajemen karir yaitu sistem
dan prosedur promasl, mutast sera demosi di Perusahaan:

Pengelolaan kebijakan mutu dan pelayanan;

Kepatuhan hukum Perusahaan dalam menjalankan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan vang berlaku, serta berkomitmen dalam memenuhl kewajiban
sesual perjanjian yang telah disepakati Perusahoan dengan pihak ketige;

Efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telazh atas
pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris:
Pengeioclaan arak perusshasn dan perusahaan patengan, termasuk peran Dewan
Komisaris dalam pengangkatan Déewan Komisars dan Direksi anak perusahaan dan
perusahaan patungan;

Penilaian kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham serta usulan
remunerasi [Ereksi;

Pengelolaan Sistem Teknologl Informasi;

Pengelolazn Sistem Akuntansi dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan
vang berfaki;

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Saran, harapan, permasalzhen dan keluhan dar Stokeholders (pelanggan, pemasak,
kreditur, dan karyawan| vang disampailkan langsung kepada Dewan Komisaris/ Dewan

Pengawas atatpun penyampatan oleh-Direksi:

Pelaksanaan pengawasan pemberian naslhat olef Dewan Komsaris antara lain dilakukan

T ENVE

a)

b)

Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksl tentang suatu permasalahan yang
terjadi;
Memberikan pendapat atau arshan dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi atau

rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris;
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e} Mengunjungi Groug/Representotive  Office  tertentu  dalam  rangka memastikan

pelaksanaan operasional Perusahaan seperti underwnting, pembayaran  klaim,
pemasaran, sumber daya manusia {SDM), keuangan dan aspek lainnya berjalan secara
efektif;

d} Memberikan persetujuan/tanggapan tertulis terkall Kencana Jangka Panjang Perseroan
|RJPPF), Rancana Kerja dan Anggaran Persercan [RKAP) tahunan dan rescena kerja
lainnya serta perubahannya sesual ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

€] Memberikan tanggapan atas leporan berkala yang diberikan oleh Direksi.

11. Terkait dengan Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanazn
Terorisme (APU & PPT)

8] Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direk<d terhadap penarapan

program APL dan PPT;
b} Melakikan pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

medalui rapat Direks: dan Dewan Komisaris, ataupun melalui sarana informasi lainnya.

F. HAK DAN WEWENANG DEWAN EOMISARIS

Hak dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebapal berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak

memasukl bBangunan-bangunan dan halaman-halaman stau tempat-tempat lain yang
dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;

Anggota Dewan Komisarls, balk bersama-sama maupun sendiri-sendirl berhak memeriksa
buku-buku, surat-sural bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan
keadazn uang kas (untuk keperluan verifikasil dan lain-lain surat berharga serta mengetahu
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;

. Apabila disrggap perlu, Dewan Komisarls atas blays Perusahaan untuk jangha waktu
terbatas dapat meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemerlksaan sesuai tugas dan
WE"L'.P-EF!-EHEI'I'r'B;

- Anggeta Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dan menanyakan segala hal yang
berhubungan dengan tugas-tugas Dewan Komisaris dan Direksi, dan Diraksi wajib

menyampaikan penjelasan tentang segala hal yvang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
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3. Anggota Dewan Komisaris berhak meminta semua keterangan yang berkenaan dengan
Perusahaan kepada Direksi dan Direksl harus memberikan semua keterangan yang terkait
dengan Perusahaan;

b. Pembagian kerja dan keanggotaan komite diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur
oleh Dewan Komisaris, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisarls dapat dibantu clebh
Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris stas beban Perusshaan:

7. Dewan Komisaris dapat memberhentikan anggote Direksl untudé  sementara dengan
menyebutkan alasannya, dan pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan
secara tertulis kepads anggota Direksi yang bersangkutan;

8. ebiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk menerima honorarium dan tunjangan lain
sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang jumizhnya ditetapkan cleh RUPS dan peraturan
Perusahaan yang berlaku;

8. Mendapatkan sarana dan fasilitas Penssahaan sesuai dengan hasil penctapan RUPS yang
penyediaannya disesuaikin dengan kondisi kewangan Perusahaan, azas kepatutan dan
kewajaran serta tidak bertentangan dengan peraturan perundarg-undangan yang berlaku
Penjabaran tentang sarana dan fasilitas Perusahaan dituangkan lebih lanjut dalem
Keputusan RUPS;

10, Mempercleh informasi dar Direks| mergenal Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu,

Angeota Dewan Komisans dilarang:

1. IMelakukan transaksi vang mempunyai barturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan:

Z. Memanfaatkan jabalannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau
pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahasn; dan

3. Mengambil dan/ atau meperima keuntungan pribadi darl Perusahaan, selain remunerasi dan

fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS
1. Mekanisme Pengawasan dan Rapat Dewan Komisaris
PAekanisme Pengawasan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi dilakukan melalul;
al Pelaporan darl Bireksi;
by Rapat;

c}  Pembentukan Kamite Khusus
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Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk meminta laporan berkala dari Direksi yang

berisl seluruh kegiatan operasional Perusahaan.

Laporan yang disampaikan cleh Direksl merupakan salah satu media bagi Dewan Komisaris

untuk melakekan mekanisme pengawasan,

2. Kebijakan Umurm

a

k)

c)
i

fl

El

hl

Rapat Dewan Komisaris adalah rapat yang diselenggarakan cleh Dewan Komlsaris;

Rapat Dewan Komisars terdir dari:

- Rapat Internal Dewan Komisaris yang dibadini oleh Anggota Dewan Komisaris dan
Sekretaris Dewan Komisaris;
Rapat Dewan Komlsarls bersama Direksi (Rapat Gabungan) yang dihadin aleh
anggote Direksl, anggota Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan dan Sekretaris
Dewan Komisaris, serta dapat mergundang Komite-Komite dan Karyawan atas
iin Direksi untuk dimintal keterangan berkaitan dengan aspek operasional
Perusahaan,

Dewan Komisaris harus menetapkan Tata Tertlb Rapat Dewan Komisaris:

Rapat Dewan Komisans diselenggarakan secara berkala minimal 1 {satu) bulan satu

kali;

Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan

ketenluan sebapai berikut:

* paling secikit 4 (empat] kali rapat diantaranya dilakukan dengan mengundang
Direksi; dan

* paling sedikit 1 (satu] kall rapat diantarenya dilakukan dengan mengundang
guditor eksternal

Anggota Dewan Komisaris wajib menghadini rapat Dewan Komisaris paling sedikii 80%

{delapan pulub persen) dari jumlah rapat Dewan Komisards dalam periode 1 {satu)

tahun;

Rapat Dewan Komisaris sehagaimana dimakeud pada huref a wajlb dikadini oleh setiap

anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 [satu)

tahum;

Hasil rapat Dewan Kemlsaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisarls

dan didokumentasikan dengan baik;



o e
wt RS0

2 @

k}

nl

p

)

PT ASURANS! JASA INDONESIA
Halaman :36 of 109 Tanggal :3411/2022
BOARD MANUAL

Anggola Dewan Komisaris Perusahaan yang hadir maupun yang tidak hadic dalam
rapat Dewan Komisaris berhak menerdma salingn risalzh rapat Dewan Komisaris:
Jumlah rapat Dewan Komisarls yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran
masing-masing anggeta Dewan Kamisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik;

Rapat Dewan Komisaris diadakan ol tempat kedudukan Perusahsan atau tempat

kegiatan usaha Perusshaan atae dl tempat lain di wilaysh Republik Indonesis Vang

ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintazn:

* 1 {satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris;

= permintaan Direksi atau;

* atas permintaan tertulis dari 1 [satu) atau beberapa Pemepang Saham YATIE
mewakill sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepulub) dari jumiah saham dengan
hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Panggilan Rapat Dewan Komisaris difakukan secera tertulis oleh Komisaris Ltama atay

oleh Anggota Dewan Komisarls yang ditunjuk aleh Komisaris Utama dan disamipaikan

dalam jangka wakiu sekurang-kurangnys 3 {tiga} hari sebelum Rapat diadakan. Dalam
panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tengeal, waktu dan tempat serta
bahan Rapat. Pamggilan rapat tersebut tidak disvaratkan apabila semua Angpota

Dewan Komisaris hadir dalam rapat.

Materi rapat disiapken oleh Sekretars Dewan Komisars. Materf rapal disampalkan

bersamaan dengan penyampaian undangan:

sebelum  rapat dilangsunglkan, Sekretaris Dewan Komisaris tedebih  dabuly

mengedarkan agenda rapat untuk mendapatkan masukan dari para Anggota Dewan

Komisaris mengenai  agenda  tersebut.  Masukan tersebut  dapat  berupa

penambahan/pengurangan atau pena@man agenda rapat;

setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengusuiken agenda rapat vang akan

dilaksanakan:

Para Anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk tidak setuju walaupun secara

keseluruhan jumlah suara yang setuju lebih banyak. Dalam hal seperti ini maka

keputusan tidak setuju tersebut harus tercatat dalam risalah rapat sebagzl bertuk dari

dissenting comments;
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Jumiah Rapat Dewan Komisaris vang telah diselenggarakan dan jumlab kehadiran
masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan hasil penilaian
sendiri (selfl assessment) atas penerapan Tata Kelola Perusahasan Yang Baik;

Rapat dapat diselenggarakan secara fisik atau telekonferansi atau gebungan,

3. ladwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

al

brp

cl

d]

Rapat Dewan Eomisaris bersama Direksi merupakan Rapat Dewan Eomlsarls sehagal
bentuk koardinasi dalam rangks memhbahas lzporan-laporan periodik Direksi dan
memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam risalah rapat;
Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan sesuai dengan kebutuham;
Undangan dan agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi disampaikan kepada
masing-masing pihak antara 3 {tiga) hari sebelum rapat diadakan;

Materi rapat disiapkan oleh Sekrefarls Dewan Komisaris. Materi rapat disampa lkan

bersamaan dengan penyampaian undangan,

4. Mekanisme Eehadiran

aj

k)

c}

d)

Searang Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya
oleh Anggota Dewan Komisaris lainmya berdasarkan kussa tertulis yvang diberikan
khusus untuk keperluan itu. Secrang Anggota Dewan Komisaris hanya dzpat mewakili
=eorang Anpgota Dewan Komisaris lainnya;

Selurub Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Eomisaris Utama. Dalam hal €omisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh searang
Anggota Dewan Komisaris linnya yang ditunjuk aleh Komisaris Utama;

Rapat Internal Dewan Komisaris dihadid oleh Anggota Dewan Komisaris, Sekretaris
Cewan Komisars atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komars Utarma, kaciali
untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris;
Rapat Dewan Komisarls bersama Direlsi dibadiri cleh Anggola Dewan Komisaris,
Direktur, Sekretaris Dewan Komisaris, Sakretaris Perusahaan atau pajabat lain vang
ditugaskan oleh Komisaris Utama/Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus

yang hanya bolzh dihadirl oleh Arggota Dewan Komisaris dzn Direktur,
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5. Prosedur Rapat Dewan Komisaris

al

b)

d)

&)

f}

Al

Fu)

il

ki

sekretaris Dewan Kemisars menerima bahan-bahan/dokumen/laporan manajemen
dari Sekretaris Perusahaan, Bahan-bahan/dokumenflaparan manajemen tersehut
digunakan sehagai bahan Rapat Dewan Komsaris, Bahan-bahan tersebut antara lain:
Laporan Bulanan Perusshaan, Laporan Trwulanan Perusahaan, Laparan Tahunan
Perusshaan dan Laporan darl kemite-komite vang berada dl bawah Dewan Kanmisaris;
Sekretaris Dewan Komisars mendokumentasikan baban-bahan/dokemen/laperan
yang diterima sesual prosedur administrasi surat vang ada;

Sekretaris Dewan Komisarls menyampaikan bahan-bahan/dokumen/laporan tersebut
kepada Komisaris Ltama;

Dewan Komisaris mempelajari bahan-bahan tersebut dan mermbarikan arshan kepada
=eRretaris Dewan komisaris untuk ditindaklanjuti;

Apabila arahan tersebut harus ditindaklanjutl dengan rapat, Sekretaris Dewan
Komisaris segera menyusun agenda rapat;

Sekretaris  Dewan  Komisaris  mengedarkan  agenda  rapat  beserta  bahan-
bahan/dokumen/laporan yang akan dirapatkan kepada para Anggota Dewan
Komisaris untuk mendapatkan masukan-masukan atas agenda tersebut:

Anggota Dewan Komisaris menerima, membaca dan mempelajari agenda rapat
beserta bahan-bahannya. Setelab selesai, Dewan Komisaris memberi masulan-
masukan dan menyetujul agenda rapat tersebut:

Sekretaris Dewan Komisarls membuat surat undangan rapat serta agenda rapat sesuai
miasukan dari Anggota Dewan Komisaris:

sekretaris Dewan Komisaris bertugas untuk membuat surat undangan apabila rapat
tersebut mengundang pihak lain;

Peserta rapat menerima wundangan dan bahan-bahan rapat selambat-lambatnya 3
(tigal -harl sebelum rapat dilaksanakan, atav dalam-waktu yang singkat apabita dalam
keadaan mencesak dengan fidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tangeal
rapat;

Undangan Rapat tidak disyaratkan pada Rapat Internal Dewan Komisaris apabila

semua Anggotea Dewan Komisaris hadir dalam Rapat.
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6. Prosedur Pernbahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

a)

b}

d)

El

h)

i

Semua keputusan Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan
rasional dan telzh melalui analisa mendalam terhadap berbagai hal-hal yang relevan,
informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuai secara
independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris;

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang
mengikat, apabila dibadiri atau diwakili oleb lebih darl % {satu per dug) jumlah
Arppota Dewan Kamisaris;

Keputusarn Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musvawarah untuok
mufakat. Apabila hal tersebut tidak dapat dllaksanakan, maka keputusan dlambil
dengan suara terbanvak;

Setiap Anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan
ditambah 1 (satu) suara untuk Anggota Dewan Komisars yang diwakilinya. Apabila
Junlah suara yang setuju dan tidak setuju sama bamyaknya, maka keputusan rapat
adalah yang tama dengan pendapat pimpinan rapat:

Dalam menentukan jurnlah suara yang dikeluarkan dalam rapat didasarkan pada suara
yvang sah;

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Anggota Dewan Komisaris yang
memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak kut serta dalam pemberian
suara untuk pengambilan keputusan, Hal tersebut harus dicatat dalam risalah rapat:
Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris, harus
dibuat risalaby Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Ragat Dewan Komisaris dan oleh
salah seorang Anggotla Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan darl antara mereka
yang hadir;

Cewan- komisaris dapat jugs mergambil keputusan yarg sab-dan mzngikat -tanpa
mengadakan Rapat Dewan Komisars, dengan ketontuan keputusan ifu diselujui
secara tertulis dan ditandatangani olel s2luruh Anggota Dewan Eomisaris:
Keputusan-keputusan yang mengikat dapat pula diambil tanpa diadakan Rapzat Dewan
Komisaris, dengan ketentuan keputusan [t disetujui  secara tertulis  dan
ditandatangani oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris;

Pengamkbilan keputusan Dewan Komisaris dilakukan maksimal 7 harl sejak usulan
disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dandatau Rapal Dewan Komisaris — Direlksi

atau pengarmbilan keputusan di luar rapat (secara tertulis]
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ki Keputusan Dewan Komisaris dikomunikasikan kepada Dirsksi maksimal 7 ari sejak
dizahkan/ditandatangani;

I} Dalzm mata acara lain-dain, rapat Dewan Komisaris tidak berbak mengambil
keputusan kecuall semua anggota Dewan Komisaris atau wakiloya yang sah, hadie

mersetujul penambahan mata acara;

7. Pembuatan Risalah Rapat

7.1 Ketentuan Umium

al Setiap Rapat Dewan Komilsaris harus dibuatkan Risatah Rapat,

b} Risalah Rapat Dewan Komisaris tersebut dibual oleh Sekretaris Dewan
Eomisaris atau pejabat 13in yang ditunjuk oleh Devean Komisarls:

t} Risalah Rapat Dewan Komisaris harus menggambarkan [alannya dinamika rapal
Hal ini penting untuk dapat melihat proses pengambilan keputusan dan
sekaligus dapat menjadi dokumen hukum dan alat bukti yang sah untuk
menentukan akuntabilitas dari hasil suatu keputusan rapat;

d) Untuk itu Risalah Rapat Dewan Komisarls harus mencantumbkan:
= Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;

s Agenda yang dibahas;

o Daftar hadir;

& Lamanya rapat berlangsung;

« Berbagal pendapat yang terdapat dalam rapat;

= Siapa yang mengemukakan pendapat;

= Prases pengambilan keputusan;

e Keputusan yang diambil;

» Perbedasn pendapat \tissenting opinions) yang terjad| dalam Rapat Dewan
Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewen
Komisaris disertal alasan perbedaan pendapal (dissenting opinions):

* Alasan ketidakhadiran Dewan Komisaris apabila ada yang tidak hadir pada
rapat dimaksud.

el  Asli risalah rapat Dewan Komisaris disampalkan kepada Direksi untuk disimpan

dan dipefihara, sedangkan Dewan Komisarls menyimpan salinannya;
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Risalah Rapat harus dilampir surat kuasa yang diberikan khusus olsh Anggota
Dewdrt Kemisaris yang tidak hadir kepada Anggota Dewan Komisaris;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun vang tidak hadir dalam Rapat

Dewan Komisarls berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewsn Komisarls

7.2 Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris

al

b

g}

h}

n

sekretaris Dewan Kemisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris
Utama dan/atau Ketua Rapat Dewan Komisans bertangsung jewab untuk
membuat, mengadministraskan serta mendistribusilan Ricalah Rapat Dewan
komisaris;

Dalam hal reapal tidak ditkuti Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat Lain yang
ditenjuk oleh Komisaris Utama, Rlszlah Rapat dibuat cbeh salah SEOMANg
Angeota Dewan Komsaris vang ditunjuk dari antara merahs vang hadir;

Risalah Rapat harus ditandatangant cleh Ketua Rapat Dewan Komisaris dan oleh
salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk cleh dan dari antara
mereka yang hadir;

Setiap Anggoia Dewan Komisaris berhak menerima salinan Risalah Rapat Dewan
Kamisarls, meskipun yang bersangkutan tidak hadir datam rapat tersebut:
Risalzh Rapat Dewan Komisarls harus disampaikan kepada seluruh Arzpota
Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Rapat dilaksanakan;

Setlap Anggota Dewan Kornisaris yang hadir dan/ atau yong diwakili harus
menyampaikan keberatannya dan/ atau usul perbaikannye, bila ada, atas risalah
rapat tersehut:

Perbalkan risalah rapat dimungkinkan dalam jangks waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak tanggal penglriman;

Apabila keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu
terzebut, maka disimpulkan tidak ads keberatan danfatau perbaican terhacap
Riszlah Rapat yang bersanghkutan:

Riszlah Hapat asli diadministrasikan secara baik dan harus disimpan
sebagaimana layaknys dokumen Perusahaan oleh Sekretars Perusahzan dan

harus selalu tersedia bila diperlukan
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7.3 Prosedur Risalah Rapat Dewan Komisarls bersama Direksi

bj

)

dj

&)

fi

2]

h)

serretdaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Komisaris
Lhtama bersama Sekretaris Perusahaan dan/atau pejabat yang ditunjuk akeh
Direktur Utama, bertanggurg jawab untuk membuat dan mengadministrasikan
serta mendistridusikan Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi;

Dalam hal Hapat Dewan Komisaris bersama Direksi hanya dihadiri aleh Anggota
Dewan Komisaris dan Direksi, risalah rapat dibuat oleh salab seorang Anggota
Dewan Komisaris dan Direks] yang ditunjuk dar antara mereks vang hadir;
Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direks! harus ditandatangani oleh
Ketua Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan aleh Direktur LItama, atau
bila Direktur Utama tidak hadic meka ditandatangani oleh salah SEOTANE
Direktur yang ditunjuk oleh dan dari Direktur yang hadir;

setiap Anggota Dewan Komisaris dan Direksi berhak menarima salinan Risalah
Rapat Dewan Komisarls bersama Direksl, meskipun yang bersangkutan Lidak
hadir dalam rapat tersebut;

Risalah Rapat Dewan Komisarls bersama Direks! tersebut herus disampaikan
kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi paling lambat 7 itujuh)
harl setelah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan;

Perbaikan Risalzh Rapat Dewan Komisaris bersama Direksl dimungkinkan dalam
langka waktu 14 [empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman:

Setiap Anggota Dewan Komisarts yang hadir dan/atau yang diwakili seria Direksi
yang hadir harus meryampalikan keberatanmya dan/stau usul perbaikannya, hila
adla, atas Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi tersebut:

Apabila keberatan atau usul perbaikan atau keberatan dan usulan perbaikan
tidak diterima dalam fangka wakiu tersebut, maka disimpulkan tidak ada
keberatan atau perbaikan atau keberatan dan perbalkan terbiadap Rissiah Rapat
Dewan Komisaris bersama Direks! yang bersangkutan;

Rizalah Rapat asli diadministrasikan secara baik der  harus disimpan
sebagaimana layaknya dokumen Perusahaan pleh Sekretaric Perusahaan dan

harus selalu tersedia bila diperlukan.
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H. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

1.

Kebijakan Umum

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang
tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
Perusahaan maupun Répat Umum Pemegang Saham, Kriteria evaluasi formal disampalkan

secar terbuka kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya,

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Korisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-
masing Dewan Komisaris secare individual merupakan bagian tak terpisabkan dalam
penetapan remunerasi dan pemberian insentif bagi Dewan Komisarls. Hasll evaluasi kinerja
masing-masing Dewan Komisaris szecara Individusl merupakan salah  satu  dasas
pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian danfatan menunjuk kembali
Dewan Eomisans yvang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana

penilalan serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performonce indicotors] Dewan Komisarls ditetapkan oleh

RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan,

Indikkator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanzan
tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Dewan Kemisaris wajib menyampalkan laparan triwualanan perkembangan realisasi Indikator

Pencapaian Kinerja kepada para Pemeagang Saham,

Kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham
dalam RUPS,

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kriterfa evaluas| kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dafam RUPS. Kriteria evaluas kinerja

individu Anggota Dewan Komisaris antara lain sebagal berikuf;

a) - Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris maupon rapat dengan komite-komite
vang afda;

bl Kontribusi dalam proses pengawasan dan penasihatan terhadap Direksi beserta
jajarannya;

£]  Keterlibatan dalam penugasan-penugasan tertentu;
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d} HKetaatan terhadap peraturan Perundang-undangan yvang berlaky sera kebijakan
Perusabaan;

e) Komitrmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

Mekanisme lain yang digunakan Dewan Komisars untuk mengawasi Perusahaan adalah
membentuk  Komite-kamite khusus. Komte-komite tersebut bertugas membaniy  Dewan

Kaomisars dalam melaksanakan tugat p2ngeawasan,

Datam rangka mendukung efektifitas pelaksanasn tugas dan tanggung jawabnya, Dawan
Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominas) &

Remuncrash.

Salah seorang anggota komite-komite tersebut adalah Komisars Independen yang sekaligus

herkedudukan sebagal ketua komite.

Pembentukan komite-komite tersebut disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komesaris.
Pembentukan komite tambahan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juamilah anggota

Dewan Komisars dan disahkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisans,

Komite wajib menzndatangani pakta imtegritas yang mernupakan pesnyataan dan koemitmen
untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Tata
Keloks Perusahazn Yang Baik (Good Corporale Govermance];
1.Komite Audit
Karmite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisans dalam memaniau dan memastikan
efaktifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditar fnternal dan auditor
gksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan
audit dalam rangka mendai kecukupan pengendatian internal termasuk proses pelaporan

keuangan.

1.1 Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit
al Dewan Komisaris wajib membe ntuk Komite Audit;
bl Ketua dan Anggota Komite Audit dlangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris,
ch Ketus Komite Audi adelabh Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisars

Independen:



PT ASUHAMS] JASA INDOMNESIA

BOARD MANUIAL

ot .ESTI'.IdEI

& i 5 TG

Halaman - 4% of 109

d} Angpota Komite Audit vang bukan berasal darl anggota Dewan Komisaris, maksimal
berjumlah 2 [dua) orang;

e) Penparngkatan dan pemberhentian Anggota Komite Audit dilaporkan kepada RUPS;

fi Anggota Komite Audit yang merupakan Anggeta Dewan Komisarls berhenti dergan
sendirinys apabila masa jabatan sebagai Anggota Dewan Komisarls berakhir;

g} Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite
Avdit berhent] sebagasl Anggota Dewan Komisars maks Ketua Komite Audit wajib

diganti oleh Anggota Dewan Kormisaris lamrya dalam waktu paling lambat 30 hari,

1.2 Tugas Komite Audit
Kpomite Audit mendorong diterapkanmya Good Comporafe Gowvernance, terbentuknyva
struktur pengendalian intermal yang memadai, meningkatkan kuzlitas keterbukaan dan
pelaporan keuangan serta mengkafi ruang lingkup, Eetepatan, kemandirian dan

objektivitas akuntan publik.

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membaniu Dewan
Komisaris, Komite Awdit bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasmys maupun

dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada dewan komksaris,
Tugas Bomite Audit bertugas adalah:

4. Secara chjektif dan professional menjalankan tugas berdasarkan arahan Dewan
Komisaris.

b.  Secara kalektif dalam melaksanakan tugasmva membantu Dewan Komisaris,

. Secara mandird baik dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan
bertanggungiawab langsung kepada DewanKomisars.

d.— Berdasarkan Avdit Commitiee Chorter {Plagam Komite Audith valtu pedoman kerja
yang menetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab Kamite Audit dan
lingkupan kerjanya.

g, Komite Avdit bertugas membaniu Dewan Kormisaris dalam memastikan bahwa;

« Pengendalian internal dilaksanakan secara efektif dengan jalan melakukan
evaluasi terhadap berbagai hal yang diperlukan untuk penyimpulkan bahwa
pengendalian intern telah memenuhi tujuannya.

» Pelaksanazn avdit internal maupun eksternal dilaksanaksn sesual dengan
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standard auditing yang berlaku
¢ Tirndak lanjut temuan hasll audit dilaksanakan olehmanajemen,
# Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlak.

Membanty Dewan Komisaris dalam memproses pemilihan Auditor Ekstermal
termasuk imbalan jasanya,
Belakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal Perusahaen sebagal upaya
penyempurnaan, pergendalian dan penciptaan [klim dislplin gena meminimalisir
terjadinga penyimpangan dalam pengelclaan Perusahaan.
terekcmendasi dan mendororg terbentukoye sistern pengendalian internal
Perusahaan vang efekiif, sertaimplementasinya.
Meningkatkan efektifitas fungsi audit internal maupun audit eksternal dengan cara
menilal pelakzanaan kegistan dan hasil audit Group Internal Audit mepun Auditor
Flksternal, sehingga dapat mencegah pelaksanzan dan pelaporan audit yang tidak
memenuhi stamdard,
remastikan bahwa prosedur revlew 1erhadap segala informasl vang dikeluarkan
Perusahaan telah berjalan dengan baik
Membanty Komisars dalam meamberikan masukan untuk menjzga kecukupan
[chisclosure) semua informasl yamg material dalam Laporan Keuangan dan
meningkatkan kualitas transparansi Laporan Tahunan Perusahean.
Mengevaluasi kecukupan dan ketetapan kebijgkan investasi yang ditetapkan oleh
Perusahaan serta menidaipelaksanaanma,
telakukan identifikas dan evaluasifpengkajian atas hal-hal vang dianggap penting
aleh Dewan Komisaris.
Melaksanakan-tugas lain yang diberikan Dawan Komisarns sepanjang masih dalam

lingkup tugas Famite Audi

Dewsn Komisaris dapat pula memberikan penupgasan lain kepada Komite Audit

rerupa:

& Melakukan penelzahan atas informasi mengenal Perusabaan serta Bencana
langka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajermen
dan Informasi lalnnya;

= Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan;
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®  Lain-lain yang berkaltan dengan tugas Komite Audit

1.3 Masa Jabatan Angeota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit vang bukan merupakan anggota Cewan Komisaris

Perusahaan paling lama 3 (tiga) tabhun dan dapal diperpanjang satu kali selama 2 {dua)

tahun masa abatan, dengan tidak mengurang! hak Dewan Komisaris) Dewan Pengawas

untuk memberhentikannya sewakbu-waktu,

1.4 Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Angpota Kormite Audit hkarus memenuhi persyaratan:

al

B)

c)

e]

Memiliki integritas yvang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja vang culup
di bidang pengawasan/ pemeriksaan,

Tidak memiliki kepentingan/kekarkaitan pribadl yang dapat menimbulkan dampak
nepgatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan

Mam pu berkomunikasi secars efaktif;

Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya;

Lalzh searang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan
atau memiliki keahllan di bidang akuntanst atau keuangan, dan salah secrang harus

memahami industri/ biznis Perusahaan.

1.5 Penghasilan Anggota Komite Audit

a)

b

c}

Penghasilan Anggota Komite Audit ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan

mem perhatikan kemampuan Perisahaan

Besaran dan Jenis penghasilan anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada

buruf a di atas dapat terdivi dark

* Honorariem maksimal sebesar 20% (dua puluh p—e_ﬁen] dari gaji Direktur Utama
Perusahaan;

# Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan obat-obatan bagi yang
bersanghkutan, tidak termasul keluargs; dan

# Tunjangarn bari raya yang dibayarkan sekali datam 1 {sztul tahun minimal sebesar
1 {satu) kali henararm.

Anggota Dewan Kormisaris yang menjadi Ketuaf/Anggots Komite Audit tidek diberikan

penghatilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sehagai Anggota

Crevwsan Komisans,
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dl Kemite Audit dilzrang menerima penghasilan laln selain penghasilan sebagaimana

dimaksud pada huruf b.

2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemarmtau Riclko berfungsi membaniu Dewan Komisars dalam  memantau

pelaksanaan manajemen risike yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang

dapat diambil oleh Perusahaan.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko jupa sebagai fasilitator bagi Dewan Komisaris dalam

mengkaji Sistem Manajernen Risiko yang disusun Direksi serta menlial toleransi ristko yang

dapat diambil cleh Perusahaan

2.1 Pengangkatan dan pemberhentian Komite Pemantau Ristko

a)

b

&l

Diewan Komisans wa_:rh membentuk Komite Pamantay Rislko vang terdird dari
Fetua dan Anggota,

Fetua dan Komite Pemantau Ristho diangkat dzn diberhentikan oleh Dewan
Komisaris,

ketua Komite Pemantau Risiko adalah Anggota Dewan Komisars,

Anggola Komite Pemantau Risiko dapat dijabai oleh Dewan Komisarls ataw
berasal darl luar Perusahaan.

Femberhentian dan pengangkatan Angpota Komite Pemantau Risiko, ddagorkan
kepada RLIPS,

Angeotz Komite Pemantau Risike yang merupakan Angpota Dewan Komisaris
berhenti dengan sendiringa apabila. masa jabatan sebagal Anggota Dewan
komisaris berakhir

Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua
komite Pemantau Risiko berbenti sebapai Angeota Dewsn Komlsans maka
ketua-kKomite Pemantau -Risiko-wajib-diganti-oleh-angpots- Dewan- Komisans

lalnnya dalam waktu paling lambat 30 kari,

2.2 Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mendorong diterapkannya Enterprise Risk Monogement

[ERAA! System sehingga dapal membaritu strukiur pengendalian internal yang efekiif

serta terbangunnya budaya kerja berhasis risiko.
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Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya
membantu Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko bersifat mandiri baik dalam
pelaksanaan tugasnye maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawsb langsung

kepada Dewan Komisaris.

Tugas Komite Pemantau Risiko bertugas untuk:

1. Tugpas Komite Pemantau Risike secara umium adalah membantu Komisaris dalam
memantay dan menila Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dan Profil Risiko
Perusahaan yang dikelola Direksi.

2. Untuk melaksanakan tugss tersebut, Komite Pemantzu Risike melaskukan

kegiatan:
Reviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan Koalitas Penerapan
Manajemen Risiko Perusahaan yang sekurang-kurangnya mencakup Tata Kelela
Risiko (Risk Governonce), Kerangka Manajemen Rislko [Risk Fromework), Proses
Manajemen Risiko {Risk Process|, dan Sistem Pengendalian Risika (Risk Control
Systern);

a. Beviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan Kualitas Penerapan
hdanajermen Rissko Perusahaan yang sekurang-kurangnyva mencakup Tata
Kelola Risiko (Risk Governence), Kerangka Manajemen Risiko  (Risk
Fromework], Proses Manajemen  Risiko  (Fisk  Process), dan  Sistem
Pengendalian Risiko {Risk Control System);

b. Reviu dan Evaluasi menyelurub terhadap Prafii Risika Perusahaan, termasuk
Rizike Inheren dan kecukupan manajemen pengendaliznnya;

€. Rewviu dan Evaluasi menyeluruh terhadap kecukupan kebijakan dan strategi
manajemen risikn Perusahaan serta kesesuaian dalam penerapannya.
Termasuk dalam hal i adalah kefelasan dan kesesualan o5k copetite, risk
toerance dan sk limits perusahaam;

d. Rewiu dan Evaluasi menveluruh terhadap kecukupan organisasi dan/atau
fungsi-fungsi oreganisast yang mengelota manajemen risiko serta kecukupan
kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dalam penerapan menajemen

risika perusahaan;
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Reviu dan Evaluas: menyeluruh terhadap kecukupan proses manajemen
risikn yang mencakup proses idemtifikasl, pengukuran, pemantawan, dan
pengendalian, serta kecukupan sistem informas manajemen risiko;

berbagal potensi risiko vang dihadapl Perusahaan, melakukan analisis dan
evaluasi serta mitigasi dampak risiko;

koordingsi  implementasi dan  pengawasan  efektivitas masing-masing
kampenen Enterprise Risk Monagement {ERM);

Pengukuran efektivitas masing-masing kpmponsn EAM yang diterapkan
Perusahaan,

Lain-lzin yang ditentukan oleh Dewan komisars berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan keglatan Komite Pemantau Risiko di atas, dijabarkan ke dalam

bentuk laporan kepada Komisaris untuk:

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkaji ulang
secara berkala stes kebljakan manajemen risike dan memberizan pendapat
kepada Dewan Komiksarls dalam memberikan rekomendasi atau perseiujuan
atas kebijakan manajemen risiko;

Membanty Dewan Komisaris: dalam mengkaji dan melakukan evaluasi
pertanppunglawaban Direksi yang berkaitan dergan hubungan bisnis atau
kegistan usaha yang harus mendapatkan rekomendasi persetujuan Dewan
Kamisaris;

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evalizasi dan melakukan
analisis atas setiap usulan Direks! vang terkait dengan kerjgsama investasi,
penvertaan modal, penditian  perusahaan  patungan, pendirian  anak
perusakaan, pelepasan asst perusahaan, dan l:e_giz_ltan in Perusahaan untuk
mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris,

Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan mengkajl
Rencana  Kerja dan Anggaran Perusahaan (REAP), Rencana Binis
Perusahaan, dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk mendapat
rekomendasi atau persetujuan Dewan komisaris;

mMembantu Dewan Kemisaris dalam memonitor risiko-risiko utama yang

dihadapi Perusabaan dan memastikan bahwa Direksi telah mengambil
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langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan risiko-risiko tersebut;

f. Memberikin masukan-mesukan kepada Dewan Komisarns dalam rangha
perbaikan dan penzembangan keblijakan Manajemen Risiko Perusahaan;

g. Melakukan tugas-tugas lainnya vang diberikan oleh Dewan Kormisaris.

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Rislko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan merupakan anggota
Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 [tiga) tahun dan dapat diperpanfang satu
kali s2lama 2 (dua] tahun masa jabatan, dengan tidak menpurangl hak Dewan

komisaris untuk memberhentikannya sewakiu-waktuy,

Persyaratan Keangpotaan Komite Pemantau Risiko

al memiliki integritas yvang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang
cukup yang berhubungan dengan tugas kamite kaln;

by tidak memiliki kepentingan/koterkaitan pribadi yvang dapat menimbulkan
dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap BUMN yang bersangkutan;

e} memilkl pengetahuan vang memadal di bidang usaha BUMMN, dan dapat
menyediakan walktu yang cukup urtuk menvelesaikan tugasnva;

d) mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif,

Penghasilan Anggota Komite Pemantau Risiko

a} Penpghasilan anggota Komite Pemantau Risiko diletapkan oleh Dewan Komisaris

dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.

bB] Penghasilan anggotia Romite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada

huruf a berupa:
I honorarivm -maksimat sebesar 20% (dug pulub persent dari gaji Direktor

Utarna Perusahaan, dengan ketentiuan pajak ditangpung Perusahaan

. Fasilitas kesehatan-berupa rawat inap, rawat-jalan, dan-obat-phatan bagi

vang bersangkutan, tidak termasuk kelvarga;

iii, tunjangan hari raya yang dibavarkan sekall dalam 1 (satu) tahor minimal

sehbesar 1 (satu) kali hanorafium,

¢l tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain benorarivm tersebut,
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d] Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite tidak diberikan
penghasilan tambahan dan jabatan tersebut selain panghasilan sebagai Anggota
Dewan Komisaris.

3. Komite Mominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungs. membantu Dewan Komisaris dalam
memberikan rekomendas! mengenai sistem dan prosadur penilaian, pemilihan, dan/ atau
penggantian anggota Direksl, sanggota Dewan Komisanis, den Pejabat Eksekutif Pemusahaan
kepada Dewan Komisaris, Komite Nominast dan Bemunerasi jupa melakukan evaluad
terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran, sasaran, dan

strategl Jangka panjang Perusahaan.

3.1  Pengangkatan dan pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

al Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

b) Ketua dan Anggots Komite Nominasi dan Remunerasi dan diberhentikan oleh
Dewan Komisaris

c) Ketua Kemite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Utama/ Anpgota
Dewan Komisaris Independen atau Anggotla Dewan Komisaris yerg dapat
kertindak independen.

d] Anggota Komite MNominasi dan Remunerasi dapat berasal dari anggota Dewan
Komisaris atau darl luar Perusahaan.

e] Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komite Mominasi dan Remunerasi
dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

fl Anggota Komite Mominasi can Remunerasi yang menspakan anggola Dewan
Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebapsi
anpeota Dewan Komisaris berakhir.

g) Dalam hal terdapat Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagal Ketua
Komite Mominasi dan Remunerasl berhent] sebagal Angpota Dewan Komisars
maka Ketua Komite Mominasi dan Bemunerasi wajib diganti oleh Anggota

Dewan komisans lainnya dalam wakiu paling lambat 30 hari.

3.2  Tugas KEomite Nominasi dan Remunerasi
Kamite Meminasl dan Remunerasi bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya
maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jewab langsung kepada Dewan

Kamisaris,
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Tugas pada bidang nominasi meliput;

aj

)

d}

&)

£

el

b}

il

Melakukan review secara berkala atas Sistem Pengelolaan Talenta [Toient
Managemen! System] perusahaan serla maonitoring dan  evaluasi  atas
pelaksanaanya;

Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur Perghklasifikasian Talenta
(Tatent Classification) yang difakukan oleh Direlsi;

Melakukan wvalidasi dan kalibras: atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris [Selected Tolent], untuk menzhasilkan daftar Talenta
vang akan dirominasikan okh Dewan Komisars kepadas RUPS Menteri
[Norrirated Toaient);

Melakukan wvalidasi dam kalibrasi atas Talents vang divsulkan cleh Direksl
kepada Dewan Komisaris [Selected Talenf), uniuk menghasikan daftar Talenta
yang akan dinomirasikan oleh Dewan Komisars kepzda RUPS/Menteri
|Mesrinated Talent);

Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta yang diusulkan oleh Direksi
kepada Dewan Komisaris (Selected Talent), untuk menghasilkan daftar Talenta
yang akan dinaminasikan cleh Dewan Komisaris kepada RUPS/Meanter
{Nominated Talent];

Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksl
dan/atay anggota Dewan Komisaris;

Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direbksi
dan/atau anggota Dewan Kamisaris;

Menviapkan usulan sistem evaluasl kinerja individu bagi anpzota Direksi
dan/fatau anggota Dewan Komisaris;

Menylapkan usulan sistemn evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi
dan.{'a':i:'lu anggota Dewan Komisaris;

Melaksanakan tugas lainnya vang diberikan gleh Dewan Komisaris.,

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa jabatan Anggota Komite Mominasi dan Remunerasi yang bukan merupakan

anggota Dewan Komisaris Perusahaan paling lama 3 (tiga] tabun dan dapat

diperpanjang 1 {satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannys sewaktu-waktu.
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3.4 Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

al Memiliki integritas vang baik dan pengetahuan serta pengalaman kera yang
cukupdi bidang nominasi dan remunerasi;

k) Tidak memilki kepentingan/ketarkaitan pribadi yang dapat menimbulkan
dampak negatii dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;

¢l  Mampu berkomunikasi secara efektif;

d] Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyeiesaikan tugasnya;

e] Persyaratan lain yang ditetapkan defam plagam  Komite Nominasi dan

Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika dipe riukan.

3.5  Penghasilan Anggota Komite Nominasi dan Remuncrasi

a) Penghasilan Anggota Komite Mommasi dan Remunerasi ditetapkan cleh Dewan
Komisars dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan,

b} Bezaran dan |enis penghaszilan Angpotz Komite Mominasi dan Aemunerasd
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat terdin dari;

s Honorariom maksimal sebesar 20% {(dua puluh persen} dari gaji Direktur
Liama Perusanaan;

» Fasilitas kesehatan berupa rawat inap, rawat jalan, dan chat-obatan bag
vang bersangkutan, tidak termasuk keluarga; dan

» Tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 {satu} tahuen minimal
sebesar 1 (satu) kali honorarium.

t) Anggota Dewan Komisaris yvang menjadi Ketua/Angeota Komite Nominasi dan
Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan dan jabatan tersebut selain
penghasilan sebagai Anggota Dewan komisars.

d) Pajak atas penghasilan Komite Nominasi dan ditanggung Perusahaan;

e)  Komite Mominasi dan Remunerasi dilarang menerima penghasilan lain selzin

penghasilan sebagalmana dimaksud pada huraf b,

4, Tata Kerja Komite

Dalam melaksakan tugasnya, KEomite mengacu kepada tata kerja berikut:
a] Dewan Komisaris menatapkan Plagam Komite berdasarkan usulan Komits;

b Piagam Komite yang asll disampaikan kepada Direksl untuk didokumentasikar;
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¢l Komite wajin  menandatangani  pakta  integritas  yang merupakan pertvabaan
dan komitmen untuk mematuhi sepala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

prinslp-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Sood Corporote Governarce},

5. Program Kerja dan Pelanggaran
a) Dewan Komisaris wajib menetapkan Program Kerja bagi Komite,
b] Salinan Program Kerja Komite sebagaimana dmaksud pada huoruf o a di atas

disampaikan obeh Dewasn Komisaris kepada Direksi untuk diketahul.

E. Rapat-Rapat Komite

gl Komite mengadahan rapat sekurang-kurangnya 1 (zatu) kali dalam 1 {satu] bulan;

bl Setiap Repat Eomite dituangkan dalam Rizalah Rapat yang ditandatanganl oleh
seluruh Anggota Komite yang hacir;

c} Risalsh rapat sebagaimana yang dimaksud pada huruf b di atas disampaikan secara
tertulis kepada Dewan KEomisaris;

d) Kehadiran Anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam Laporan Triwulanan dan

Laporan Tahunan Komite.

7. Pelaporan
al Komite bertanpggung jawab kepada Dewan Komisarie dan wajib menyampailian
laporan kepada Dewan Komisasdis alas seliap pelaksanaan tugas, disertsl dengan
rekomendasi jika diperlukan;
bl Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris;
¢l Laparan Komite sebagaimana dimaksud pada (a) dan ayat (b) diandatangani aleh

Ketwa Komite dan Angpota Komibe,

). SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS
Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Romisaris atas biaya Perusahzan
haerhak mendapatkan bantuan 5ekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan HKomisaris
menjalankan tugas-tugas administrasl dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh

kegatan Devwan Komisarls.

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris

2] Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan aleh Dewean Komisaris;
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b) Sekretars Dewan Komisaris berasal dari luar Perusahaan.

2. Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komitaris mempunyal fungsi pakok untuk memberikan dukungan kepada
Dewan Komisarls guna memperlancar tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melalesanakan
fungsinya sebagal wakil Pemegang Saham untuk memberikan nasihal serta pengawasan
dalam keitannya dengan pengurusan Perusahaan oleh Direksi dan segenap jajarannya,
a) sekretaris Dewan Komisaris melakukan keglatan untuk membantu Deswan Komisaris
dalam melaksanakan lugasnya berupa;
» Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat {brigfing sheet) Dewan komisaris;
s Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar
Perusanaan;
»  menyampaikan risalah rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
» mengadministrasikan dokumen Dewan Komisarls, baik surat masuk, surat keluar,
Risalah Rapat maupun dokumen lainnys;
+ menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
*  menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Kamisaris;
«  melaksanzkan tugas lain dari Dewan Komisaris
hi Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a di-atas, Sekretaris
Dewan Komisaris melaksanakan tugas lain berupa:
+ memastikan bahwa Dewan Komisarle mematuhi peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
« memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secere berkala
dan/atau sewaktu-waktiu apabila diminta;
s mengkoordinasikan  Anggota  Kemite, apabila diperlukan dalam  rargka
memperlancar tugas Dewan Komisaris;
= sebagal penghubung [ieson afficer) Dewan Kamisaris dengan pibak lain;
+ Menindaklanjutl setiap keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
¥ Mencatat setlap keputusan yang dihasilkan dalam forurn-forum pengambilan
keputusan serta penangEung [awabnyo;
v Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan

rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya;
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¥ Belakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat,
pertimbangan, pendapal; saran dan kepulusan Dewan Komisaris linnya kepe da
penangpung jawab terkail
Melaksanakan dan mengkoordinasiken pengamanan atas data dan dokumen-dokumen
vang berada dalam penguasaan/ lingkup kerja Dewan Komisards, dengan cara sebagai
berikut:
» Mengadministrasikan hasil pertemuan/ rapat di lingkungan Dewan Komisaris, baik
dengan ireksl beserta jajaran dan pihak-pihak lainnya;
»  Mengadministrasikan risalah Rapat Dewan Kamisaris, baik nutin maupun nan eutes;
e Menyusun jadwal kepiatan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi-fungsi sera
kelengkapan yang diperiukan untuk melaksanakan kegiatan 1ersebut;
s Memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan sistern dan prosedur
vang ada di lingkungan kerfa Dewan Komisaris,
s  Mengadministrasikan bahan/ dokumen/ laporan yvang diberikan oleh Direlsi kepada

Dewan Komisaris,

1. Wewenang Sekretaris Dewan Komisaris

Dengan persetujuan dan penugasan dan Oewan Homisaris maka wewenang yang

dilimpahkan kepada Sekretaris Dewan Kemisaris adalah sebagai berikut:

a)

b

e}

d)

e]
fl

Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun Kearsipan dalam lingkungan
Dewan Komisarls;

hWelihat catatan, risalab rapat Direksi, dokumen Perusahaan maupun lporan-laparan
dalam rangka kegiatan penyediaan informasi vang diperiukan eleh Dewan Komisaris;
Meminta data/informasi/penjelasan yang dibutuhkan Dewan Kormssaris kepada pihak-
pihak yang terkait di dalam maupun di luar Perusghaan untuk keperluan pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris;

Mengingatkan serta meminta penjelasan darl satuan kerja/pihak terkait atas
keterlambatan penyedisan bahan/laporan/dokumen yang dibutubkan oleh Dewan
Komisarls;

Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;
Wiewakill Dewan Komisaris untuk berhubungan dengan pihak luar Perusahean dan/atau
di dalam Perusahazn secual dengan penugasan yang diberikan serta kebljakan yang

telah ditentukan eleh Dewan Komisaris;
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gl Mengusulkan rencana/program kerja Dewan Komisars dalam kaltannya dengan fungsi
kesekretariatan Dewan Bomisaris di Perusahaan;

h} Mengusulkan agenda rapal Dewan Komisaris dengan pihak di dalam, luar Perusahaan;

il Menghadiri rapat dengan pihak di datam/luar Perusahaan sesuai dengan kebijakan vang
telah ditetapkan sebalumnya oleh Dewan Komisaris;

ji  Menggunakan fasilitas kesekretariatan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan
kewa | ibannya.

4. Masa labatan Sekretaris Dewan Komisaris

Wasa Jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3
[tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak

mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu,

5. Persyaratan Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewvwan Kormisaris harus memeruhi persyaratam

al  memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perusahaan;
B memiliki integritas yang baik;

cl  memaham fungsi kesekretariatan;

d]  memiliki kemampuan untuk berfkomunikasi dan berkeordinasi dengan baik.

6. Penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris

a) Ditetaphan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perosahaan,
b] Besaran dan jenis penghasilan Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terdin
dari:
# Honorarium maksimal sebesar 15% (Hma belas persen] darl gajl Direktur Utama
Perusahaan;
e Turjangas b2 rdiri dani:
1) tunjangan transportasi sebesar 209 dari honorarium per butan;
21 tunjangan hari rava yang dibayarkan sekali dalam 1 {satu] tahun minimal sebesar 1
(satu) kal honorarium.
s Fasilitas kesehatan berups rawat inap, rawat jalan. den obat-ocbatan bagi yang

nersangkutan, tidak termasuk keluarga;

—
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» Jasa produks (bonus) dapat diberikan kepada Sekretarls Dewan Komisaris dengan
besaran tidak melebihi bessrnya Jasa produksi (bonus) terendah yang diterima oleh
pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi BUMMN yang bersangkutan;

« Asuransi purna [abatan maksimal sebesar 25% (dua puluh fima persen] dari
honorarium  Sekretaris Dewan Komisaris, dan fasilitas pakaian kerja dengan
memperhatikan kemampuean keuangan perusahaan,

¢} Sekretarls Dewan Komisaris dilarang mererima penghasian lain selain sabagaimana
dirmaksud pada huruf b;

d} Besaran dan jenis penghasilan Cekretasis Dewan Komisaris sebagai mana dimaksud
pada huruf b diates ditetapkan aleh Dewan Komisaris dengan ketentuan total
penghasilan setahun tidak lebih besar Pejabat setingkat dibawah Direksi dengan
tingkatan paling rendah;

e} Pajak atas penghasilan Sekretaris dan 5tat Sekretaral Dewan Homisaris ditanggung
Perusahaan, kecuali jasa produksl (bonus) bagi Sekretaris Dewan Komisaris dan jasa
praduksi (bonus] begi Staf Sekretariat Dewan Komizaris.,

7. Akses dan Kerahasiaan Informasl

g Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan lKomisaris, Sekretaris Dewan Komisaris
dapat mengakses informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber dayz lalinnya
milik Perusahaan yang berkaitan dengan palaksanaan tugasnya.

b Sekretaris Dewan Komisarls wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan
sebagaimana dimaksud pada huruf a di #tas kspada Dewan Komisaris.

€] Sekretaris Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasizan dokumen, data dan informasi
Peruszhaan, baik dar plhak internal maupun pinak eksternal dan hanya digunakan
untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya,

8. Evaluasi Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

tvaluast terhadap Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan setiap 1 (satu] tabhun ssbagai bagian

dari laporan berkala Dewan Komisaris dengan menggunakan metode yang ditetapkan

[Mewen Komisans,
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K. HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Terciptanya sebuah hubungan ker@m yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi

merupakan salah sa&tu hal yang sangat penting agar masing-rmazing organ tersebut dapat

bekerja sesual fungsinys masing-masing dengan efektil dan efisien. Dalam menjaga hubungan
kerja yang baik antara Dewan Komisaris dengan Direksi menerapkan prinsip-prinsip sebagai
berikut:

1, Dewan Kaomisars menghormati fungst dan peranan Direksl dalam mengurus Perusahaan
sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan maupun Anggaran Dasar
Perusahaan;

2. Direksi menghormati fungsi dan peranan Dewan Komisaris intuk melakukan pengawasan
dan pemberian nasihat terhadap kehijakan pengurusan Perusahaan,

3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi meropakan hubungan yang
hersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau
korespondensi yang dapat dipertanggungjavwabkan;

4. setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing
arggola Dewan Komisarls dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal
sehelum melalul mekanisme atau korespondenst yang dapat diperianggungjawabkan,;

5. Dewan Komisaris berbak memperaleh akses ates informasi Perusahaan secara tepat wakby
fan irngkap;

. Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai Perusabaan dapat ciperoleh Dewan
Kmmisars secara tepat waktu terukur dan lengkap;

7. Direksi bertanggung Jawab untuk menyampaikan laporan-laporan yang diperdukan cleh
Dewan Komisaris secara berkala sesuai dengan ketentuan yveng berlaku;

&, Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubongan
kelermbagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang
merepresentasikan kessluruhan anggota-anggotanya s2hingga setiap hubungan kera antara
Anppota Dewan Komisaris dengan Divektur harus diketahui oleh Anggota Dewan Kaomisarls

dan Direktur lainnya,
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Direksi merupakan organ Perusahzan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh  alas

pengelolaan Perusahaan uniuk kepentingan dan tujusn Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar,

B. KOMPOSISI DAN PERSYARATAN DIREKS!

1. Komposisi, Ketentuan Jabatan dan Keanggotaan Direksi

a)

b}

c)

d

el

g

h)

Perusahazn wajity memiliki anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

Paling sedikit separub dari jumlah anggota Direks hatus memiliki pengetahuan dan
pengalaman di bidang pengelolaan perasuransian;

Seluruh anggota Direksi harus memilikl pengetahuan sesual dengan bidang usaha
perusahaan yang relevan dengan jabatannya;

seluruh anggota Direksi merupakan wargs negara Indonesia;

salah seorang anggola Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagal penanggung jawab
dalarn penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan;

Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan [penanggung jawab dalam
penerapan dan pemantauan GCG di Perusahaan) tidak dapat dirangkap oleh anggota
Direksi yang membawahi fungst teknik asuransi, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan,
kecuali direktur utama;

Komposisi Direksi Perusahaan terdin dari anpgota-anggota yang secara keseluruhan
memiliki kampetensi ¢ bidang asuransi, kevangan, hukum sefta manzjemen;
Komposist Direksi Perusahaan pada saat inlacalah:

»  Direkiur Utama;

« Direkiur Bisnis Strategis,

s Direktur Pengembangan Bismis;

s Direktur Operasional;

= Direktur Keuangan & Investasi;

o Dirckiur SDM B Umuem;
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Kamposisi tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan Perusahaan dengan keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham, berdesarkan hasil kajian dan rekomendasi yang
dilaksarakan aleh Dewan Komisaris dalam fungsi Komite Nominasi dan Remunerasl,

i) Direksi diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang diusulkan aleh para Pemegang Safam
dan pencalanan tersebut mengikat bagl RUPS;

jI  Apabita oleh suate sebab jabatan Direktur lowong, maka dalam janghka waktu selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh] hari setelah terjadinga kekosongan harus diselenggarakan
RUPS untuk mengisi kekosongan tersebut. Selamiz jabatan i loweng dan penggantinya
belum ada ateu belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur lainnya
vang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, menjalankan pekerjaan Direkiur yang lowong it
dengan kekuasaan dan wWewenang yang sama;

k| Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun Perusahaan tidak mempunyai Direktur,
maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksl,
dengan kewajiban dalam walktu selambat-lambatnya 30 {tiga pulub) bari setelah terjad
kekosongan, untuk memanggil RUPS guna mengisi ke kosongan it

) Terhadap individu yang dicalonkan sebagai calon Direktur, maka kepada yvang
bersangkutan dilakukan proses penilaian kemampusn dan kepatutan (it & proper test)
yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi;

m) Para calon Direktur yang tefah lulus penilaian kemampugn dan kepatutan akan diajukan
kepada RUPS untuk diangkat. Sebelum diznghkat oleh RUPS sebagal Direktur, para calon

yang telah lulus wajib menandatangani Kontrak Manajemen;

2. Persyaratan

Terdapat 2 (dua) macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh searang calon Direktur.
Persyaratan tersebut adalah persyaratan umum, yang n‘-erm_:ua!tan persyaratan dasar yang
ditatapkan oleh paraturan Perundang-uncangan yang berlakuy dan persyaratan khusus, yang
merupakan persyaratan yang disasualkan dengan kebuluban dan sifat bisnis Perusahaan
sehagal bagian darl helding BURMMN asuransi dan pan jaminan.
2.1 Persyaratan Umum

Direksi adalah orang persecrangan yang:

a)  Direksiwajib warga Negara Indonesha dan be rdormisill di Indonesia;

b} Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung

maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik
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menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugkan perusahaan di
mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;

Mempunval kemampuan ootk mengembangkan usaha pguna kemajuan
Perusahaan;

Memiliki dedikasl cdan menyediakan wakiu sepenubnya untuk melakukan
tugasnya;

Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu peryakit yang dapat
menghambat pelaksanaan tugas sebagai Direksi), yang dibuktikan dengan surat
keterangan sehat dari Dokter;

Memillki Momor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telsh melaksznakan kewajiban
membayar pajak selama dua tahun terakhir;

Memiliki knmpetensi, yaitu kemamgpuan dan pergalaman dalem bidang-bicang
wang menunjang pelaksanaan tugas dan kawajiban Direks)

Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;

Memiliki pengetahuan di bidang perasuransian yang memadal dan relevan
dengan jabatannya;

miemiliki pengalaman di bidang perasuransian;

Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangha
pengembangan Perusahaan;

mMemenuhl persyaratan Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh
Oioritas Jasa Keuangan;

Mampu melaksanakan perbuatan hukum;

Anggota Direksi dilerang merangkap jabatan pada perusahean lain kecuali

sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain;

Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi-yang berasal darl kanyawan
atau pajahat aktif lembaga pembina dan pengawas ussha perasuransian;

Perusahaan dilarang mengangkat mantan karyawan atau pefabat lembaga
pembina dan pengawes usaha perasuransian menjadi anpgota Direksi apabila
vang bersangkutan berhenti bekerja dari lembaga tersebut kurang dari 1 {satu)

tahun;
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q) Perusahaan dilarang mengangkat anggota Direksi yang pernah menjadi anggota
Direkst, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas dari suatu:

s Perusahaan Perasuransian yvang dikenakan sanksi pembatasan kegiztan
usaha dalam Jangka waktu 3 {tiga] tahun sebelum pengangkatan;

e perusahaan dl bidang jasa keusngan yang dicabut izin usahanys karena
melakukan pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tabun sebelum
pengangkatan;

» perusahaan di bidang jasa kewangan atau i bidang non jasa kevangan yarg
dinyatakan pailit dan telzsh berkekuatan hukum 1efap datam jangka wakiu 5
[lima)] tahun sebelum pengangkatan; dan/ atau

» perusahaan yang mengalami kerugian yang disebabkan kesalahan atau
kelalaiannya dalam jangka waktu 5 (lima} tahun sebelum pengangkatan;

» Perusahaan dilarang mengangkal anggota Direksi yang belum dinyatakan
Iulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Kewangan.

r]  Tidak pernab difukum karens melakukan perbeatan pidana yeng mergikan
keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelurm pencalanannya;

5] Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun geris ke samping atau hubungan semenda
(menantu atau Ipar) dengan Direktur laln dan/atau Anggota Dewan Komisaris;

1) Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagal Direktur pada BURMN, BUMD
salama 2 (dua} peripde berturut-turut dan Badan Usaha Milik Swasta atau
jabatan lain yang berbiubungan dengan pengurusan Perusahaan;

ul Tidak boleh merangkap Jabatan kain sebagai pengurus Partal Politie dan/ atau
calon anggota kegislatif dany stau arggola legislatif, Calon anggota legislatif atau
anggota Iegiﬂat_rFterdili dari calun_.-‘anggﬂla l'.IIF':':,_ BP0, DPRD Tingkat |, dan DPRD
Tingkat l;

vl Tidak boleh merangkap jabatan lain yang dapat rmenimbulkan benturan
kepentingan secara langsung #tau tidak langsung dengan Perusahaan dan/ atau
yang hertentangan demgan ketentugn peraturan Perundsng-undangan yang

herlaku
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2.2 Persvaratan Khusus

Persyaratan khusus merupakan rincian darl kompetensl dan hal-hal lain yang
disyaratkan bagl Direktur sesuai kebutuhan Perusabaan, Persyaratan  khusus
merupakan salah satu substansi dari sistem dan prosedur nominasi serta seleksi yang
dikermbangkan oleh Dewan Komisaris dany atau Komite Mominasi dan Beruneras

\apabila ada) untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS agar disahlkan,

3. Ketentuan mengenal Masa Jabatan Direksi:

a)

b)

cl

d)

£}

f

Jabatan Direktur akan berakhir:

»  Masa jabatannya berakhir;

e Mengundurkan diri;

e Tidak lapt memenuhl persyaratan Perundang-undangan yang berlaku;

¢ Meninggal dunia;

s Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS
Masa jabatan Direktur adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan para Direktur sewaktu-waktu. Setelah masa jabatan berakhir, para
Direktur dapat diangkat kembali oleh RLURES untik 1 [satu) kall masa jabatan,
Pacla setiap waktu, seorang atau lebih Direktur dapat diberhentikan untuk sementara
waktu darl [abatanrya oleh Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa, apabila
Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melzlaikan kewajibannya
atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara itu harus
diberitahukan secara teriulis kepada yang bersanghutan dizertai dengan alasannya;
Dalam waktu 30 {tigs puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, Dewan
Komisaris diwajibkan untuk memanggldl RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan
apakah Direktur vang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya slau diembalikan
kepada kedudukannya. Kepada Direktur yang bersangkutan diberikan keseripatan
untuk hadir dan membela diri. Rapat ini dipimpin oleh salah searang Pemegang Saham
yang dipifih olah dan dari merzka yang hadir;
Apabila RUPS Luar Bfasa tidal diadakan datam waktu 30-(tiga- puluh)-har sstelah
pemberhentian sementara itw, maka pemberhentian sementara itu batal deml hukum;
Apabila pada sualu waktu aleh sebab apapun Perusahzan tidak mempuryal Direks,

maka untuk sementara Dewan Komisaris berkevajiban menjalankan  peherjaan
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Direksl, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puleh) hari
setelah terjadl kekosangan, untuk memanggil RUPS guna menglsi kekosongan fu;

gl Dalam kejadian demikian seluruh Dewan Komisaris berhak wniok memberikan
wewenang unfuk menguris Peruszhasn dan herindak atas nama seria mewsakili
Perusahaan satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan vang terdapat dalam
Anggaran Dasar,

hi Direktur Boleh mengundurkan dirl dari [abatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan dengan tembusan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 20 {ilga puluh] hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya;

i} Direktur yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertangeungjawabannya
sejak pengangkatannya sampal tangeal penetapan pengunduran dirinya dalam RUPS
berkutnya;

It Setelah masa jabatannya berakhir, Direktur dapat diangkat kembali oleh RUPS untok 1
[zatu} kali mass jabatan. Penurjukksn kembali akan ditentukan berdasarkan

kesesuaian profil Direktur dengan kebutuhan Perusahaan.

C. PROGRAM PENGEMALAN DAN PENDALAMAN PENGETAHUAN DIREESI

1. Program Pengenalan

Dengan latar belakang Anggota Cireksi yang berasal darl berbagal pihak, maka program

pangenalan sangat penting untul dilaksanakan. Program pengenalan yvang diberkan daepat

herupa presentasi, pertemuan, dan kunjungan ke fasilitas Perusahaan. Propram pengenalan

juga dapat berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dimasukkan ke

dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,

Pelaksanaar program-pengenalan meliputi hal-hal sebagai berikut;

1. Program pengenalan mengenai Perusabaan wajgb dibenkan kepada Anggota Direks: vang
bary pertama menjabat di Perusahaan;

2. Tanggung jawab wntuk melakukan program  pengenalan berada pads Sekretaris
Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusshaan,

3. Materi yarg diberikan pada program pengenalan meliputi hal-hal sebagal berikut:
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Gambaran mengenai Perusahasn berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan,
kinerja keuangan dan operas, strategi, rencana usaha |angka pendek dan jangka
panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis [ainnya;

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan,

Tugas dan Tanggung jawab hukum Anggota Direks:;

Penjelasan vang berkaftan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan
Audic Eksternal, Sistem dan Kebijakan Pengendalian internal dan Komite-komite yang
ada di Parusahaan;

Penjelasan mepgenal hubungan kerja, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Drireksi serta hal-hal yvang tidak diperbolenkan;

Teerm building, Dalam kegiatan ini menyertakan selurubh Anggota Cireksi, baik yang
baru menjgbat maupun yang pernah menjabat sebelumnyva dengan  tujuan

mewu|udkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Dirsksi.

4. Program Pengenalan yang diberikan dapat berupa presentasi, pengkajian dokumen,

pertemuan atau kunjungan ke Ffasilitas Perusahaan, perkenglan denpan pira Pejabat

Struktural dan Karyawan di Perusahaan serta program lainnya berdasarkan kebutuhan

Angpota Direksi yang bersangkutan dan tetap mengedepankan akuntahilitas dan efisiensi

biava.

2. Program Pendalaman Pengetahuan

Program Pendalaman Pengetahuan menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti

perkembangan terbaru tentang core business Perusehaan di bidang perasuransian dan

selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Perusahaan,

Eetentuan tentang Program Pendalaman Pengetahuan bagi Direksi sebapai berikut:

al

B)

|

Program Pendalaman Pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
efektivitas Direksi;

Rencama untuk melakiukan Program Bendalaman Pengetabuan harus dimasukian
dalam Rencana Kerja dan Angzaran Direksl;

setiap Direktur yang mengiluti Program Pendalaman Pengetahuean sepert seminar
danfatay pelatihan diwajibkan untuk meryiapkan presentasi kepada Direktur lain

dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan,
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d)  Direktur yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laparan tentang
pelaksanaan Program Pendalaman Pengetahuan, Laporan tersebut disampalkan
kepada Direksi,

) Materiyang diterima dari Program Pendalaman Pengetahuan harus terdokumentasi
dengan rapih dalam suaiu bagian tersendini. Tanggung jawab dokumentasi terdapat

pada Sekretaris Perusahaan dan harus tersedia apabila sustu sast dibutunkan,

D. INDEPENDENSI (KEMANDIRIAN) DIREKSI

Agar Direksi dapat bertindak sebaik-baiknya demni kepentingan Perusahaan secara keseluruhan,
maka independensi Direksi merupbkan salah satu faktor panting yang haras digaga. Lintuk

menjaga independensi, maka Perusahaan menetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Selain Direksi, pihak lain manapun dilarang melakukan atau campur tangan dalam
kepengurusan Perusahaan,

2. Direksi harus dapat mengambil keputusan secara obyektif, tanpa benturan kepentingan dan
bebazs darni sepala tekanan dari pihak manapun;

3 pirektur dilarang melakukan aktivitas yang dapat menpgangeu independensinga dalam

mengurus Perusahaan,

E. ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan twgas dan fungsinya Direksi harus senantiasa melandasi diri dengan

standar etikz sebagai berikut:

1. Etika Keteladanan
Direksi hares meandorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung the highest ethical
standard dl Perusahaan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagal
teladan varg balk bapi Karvawan.

2. Etlka Kepatuhan terhadap Peragturan Perundang-undzrgan
Direks! harus mematuhi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan
Panduan Good Corporote Governance serta kebijakan Perusahaan yarg tefah ditetapkan

3. Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi
Direksi harus mengungkapkan Informasi sesuai dengan ketertuan paraturan Peruncang-

undangan yang berlakue dan selalu menjaga kerahasizan informasi yang dipercayakan
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kepadanya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan
Perusahaan,

4, Ftika berkaitan dengan Peluang Perusahaan

Direksi dilarang untuk;

a)  Mengambil peluang bismis Perusahaan unbuk dirinya sendiri;

b] Menggunakan aset Perusahaan, informasi Perusahazn atau jsbatannya selaku Direks
uniuk kepentingan privadi di luar ketentuan peraturan Perundang-undangan serta
kabijakan Perusahaan yang barlaku;

¢] Berkompetisi dengan Perusahaan yailu menggunakan pengetahuan dan dalam [inside
informetion) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan
Perusahaan. Sepagal contoh: Direktur bersangkutan membeli lebib dabulu tanah yang
sudah ditetapkan cleh Perusahaan untuk dibeli, dan kemudian menjualnya kembal
dengan harga yang lebih tinggi kepada Perusahaan.

5. Etika berkaitan dengan Keuntungan Pribadi
Dirgksi dilarang mengambil keurtungan pribadi dari kegiatan Peruszhsan, selain gaji dan

fasilitas vang diterimanya sebagai Direktur Perusahaan, yang ditentukan oleh RUPS.

6. Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan

a) Direksi selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan;

b} Direksi tidak skan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi atau untuk
kepentingan orang atau pihak lain yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan;

ry  Direksi wajib mengiel Daftar Khusus yang herisikan kepemilikan sahamnya dan’ atau
keluarganya pada perusahaan lain;

d) Apablla terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan, dan Direktur yang
hersamgkutan tidak boleh malibatkan diri datam proses pengambilan keputusan
Parusabaan yang berkaitan dengan kasus tersebut;

e} Apabila benturan kepentingan dan/ atau terjadinya perkara tersebut mesyenghut
seluruh Direktur, maka Parusahaan akan diwakili eleh ssluruh Angpota Dewan Komisars

dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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7. Etika berkaitan dengan Korupsi dan Fenyuapan

Direksi senantlasa mencegah dan menghindarkan dini dari praktik-praktik karopsi, gratifikasi,

dan penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang divakini dan

dianggap dapat merugikan Perusahaan,

F. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI

1. Kebijakan Umum

Direkst dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus selalu:

a)

b

d]

1}

El
h)

it

k)

Sebagai Crgan Perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial, masing.
masing Anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambll keputusan sesuai
dengan pembagian tugas dan Wewenangnya;

Wajib menjamin pengambilzn keputusan vang efektil, tepat, dan cepat serta dapat
bertindak secara Independen, tdak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis:

Mengeiola Peresahaan dengan (ktikad baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung
Jjawabnya untuk ke pentingan Perusabaan;

Tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-undangan vang berdaku, Angoaran
Dasar, keputusan RUPS danm standar operasional prosedur Perusahaan serta
memastikan seluruh aktivitas Perusahaan telah sesual dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berdaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;
Menerapkan Good Covporate GoVernance secara xonsisten;

Mermatuhi tata peraturan internal Perusahaan;

Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepertingan dan tujuan Perusahaan;
Menetapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan pelaksanaan tugasnya;
Bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan Perusahaan;

Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan;

Bertanzgung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan
Perusahaan dalam mencapal maksud dan tujuanmmya;

Meweakill Perusahaan baik di dalam mavpun di luar pengadilan;

Memastikan agar informasi mengenzi Perusahaan diberikan kepada Dewan Komicaris
secara tepat waktu dan lengkap;

Memperhatikan masukan-masckan yang diberikan cleh Dewan Komisariz,
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o)  Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai penguruzan maupun
permilikan kekaysan Perusahaan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain
danfatau pihak fain dengan Perusahaan, dengan pembatasan berdasarkan anggaran
dazar Perusahaan;

pl  Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yvang memual keterangan
mengenal kepemilkan saham Direktur dan Dewan Komisaris beserta keluarganya
dalam Perusabaan dan/ atau pada perusahaan lain serta tanggal saham itu diperolzh;

gl Wajilk melaporkan kepads Perusahaan mengenai kepemilkan sahamnya dan/atau
keluarganya (istrifsuamil dan anak-anaknya) pada Perusshaan dan perusahaan [ain,
termasuk setiap perubahannya;

ri  5alah seprang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab
dalam penerapan dan pemantavan GLG di Perusahaan;

5]  Bertanggung Jawab penuh secara pribadl atas kerugion Perusabaan apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalal menjalankan tugasimya;

th Wajib menetapkan  suaty  sistem  pengendalian  internal wang  efektif  untuk
mengamankan investasi dan aset Perusahaan;

u}  Wajib membentuk Komite Irwvestasi, Komite Perngembangan Produk, Komile
Manajemen Risiko, Komite Manajemen dset Liabllites, dan atau komite lain sesuzi

dengan peraturan perundang-undangan yang berfaku,

2. Hubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham
a)  Direksl wajilb menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Permegang Saham dan

dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan Perundang-

undangan. Daftar Pemegang Saham tersebut memuat:

* Mama dan alamat Pemegang Saharm;

* Jumiah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki cleh Pemegang Saham,
serta tiap-tiap klasifikasi saham apabila dikeluarkan lebih darl satu Kaskfikas saham;

» lumlah vang disetor atas setiep saban;

# MNama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak
gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal
peralehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidwsia;

» Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain vang;
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& |[Kgterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi,

b] Memberlkan informasi material secarz akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tepat
wakiu, konsisten dan bermanfaatl yang memungkinkan bagl Pemegang Saham untuk
mambBuat keputusan;

c}  Menvediaken bahan RUPS kepada Pemegang Saham yang diberikan secara cuma-cuma
kepada Pemegang Saham:;

di Memberikan Risalah BUPS kepada Pemegang Saham apabila diminta oleh Pemagang
saham;

g}  Memberikan laporan berkalz menunt cara dan wakte sesuai dengan ketentuan yang

beraku serta laporan lainnya setiap kali diminta cleh Pemegang Saham;

f1  Memberikan pertanggungjfaswaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya
Perusahaan, terutama baporan keuangan baik dakam bentuk laporan tahunan maupun
dalam bentuk laporan berkala lairnya menorul cara dan waktu yvang ditentukan dalam
Anggaran Dasar sefa setiap kali dirmirita oleh RUPS. Menandatangani Laporan Tahunan,
dalarm hal Cirektur tidak menandatangani Laporan Tahuman, maks harus disebutian
alasannya;

] mempertanggungjawabikan pelaksanaan lugasnya kepada Pemegang Saltam melalu
RLIPS;

hi  Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/ atau RUPE Luzr Biasa;

iy Menpumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesid yang terbit dan
beredar luas/nasiconal di wilayah Republik Indonesia mengenai rencana penggabungan,
peleburan, pengambitalinan, pemisahan dan perubaban bentuk Badan  hukum
Perserpan paling lambat 14 {empat belas] har sebelum pemanggilan RUPS

[} Meminta persetujuan RUPS apabila Perusahaan ingin membeli kembali saham yang
telah dikelugrkan, termasuk pengalihannmya;

k] Meminta persetujuan HUPS apabila Perusahaan ingin menambah atay mengurang
besarnya jumlah modal Perusahaan;

b Meminta-persetujuan-RUPS apabila-berdacarkan- angegaran-dasar- Peruszhaan, - masuk
dalam kategon perbuatan Direksi yang memerlukan adanya persetujuan RUPS;

m] Mengalukan semua dekumen Perusahaan yang diperiukan dalam RUPS;

i) Membuat dan memelihara Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi
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3. Terkait dengan Strategli dan Rencana Kerja

al  Menyiapkan Visi, Misi, tujuan, strategi dan budaya Perusahaan:

Bl Mengusahakar dan menjamin terlaksarnanyva usaha dan keglatan Perusahaam sesual
dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaharya;

ti  Menyiapkan rencana pengembangan Perusahaan tepat pada waktunya;

di Mengupayakan 1ercapainya sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam
RIPP,

el Menyiapkan pada waklunya RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RIPP,
untuk selanjutnya disampaikan  kepada Oewan Komisarls untuk mendapatkan
pengesahan;

fi  Mengupavakarn tercapainya target jangha pendek yang tercantum dalam RKAP;

4. Terkait dengan Manzajemen Risiko

a; Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko den eksposur risiko
vang diambil sleh Perusahazn;

B) Menyusun kebdjakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif
termasuk penetapan dan persetujusn lEmit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko
tlar per aktivitas fungsional (keglatan usaha) Perusahaan. Penyusunan kebijskan dan
strategl manajemen risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kall dalam satu tahun
atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan fakior-faktor yang
mempengaruhi kegiatan usaha Perusahpan secara signifikan:

¢} Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang omganisasi, antara lain
meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang oprganisasi temtang
pentingnya pergendalian intern yang etektif;

d)— Bertanggung fawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko danm eksposur risiko
yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan, termasuk mengevaluasl dan
memberikan arahan strategi marapemen risiko berdasarkan laporan yang disampalkan
oleh Group  Heaed  Manaemen  Risiko  Perusahaan  dam. penyampalan  laporan

pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan:
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e) Meangevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaul kewenangan pejabat
Perusahaan satu tingkat di bawah Direksi atau transaksi yang mameriukan persetujuan
sesual dengan kebijakan dan prasedur intern yang berlaku;

fi  Memastikan perungkatan kompetens! sumber daya manusia yang terkait dengan
penerapan manajemen risike, antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan
secara berkesinambungan terutama yong berkaitan dengan sistem dan proses
Aanajemen resikao;

gl Memastikan bahwa fungsl manajemen risika telah diterapkan secara independen yang
dicerminkan antara lain adanya Group Manajemen Risiko Perusahaan;

h| Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi sesuai dengan kebutuhan
Perusahaan untub memastikan:

« Keakuratan metocdologh manajemen risiko;
« Kecukupan implementasi sistemn informasi manajemen risiko;

» Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.

5, Terkait dengan Etlka Bisnis dan Anti Korupsi

al Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan
pada Perusahaan;

bl Direktur Perusshaan dilzrang untuk memberikan atay menawarkan atau menerima baik
langsung ataupun tidzk langsung sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah
dan pihak-pihak lain yang mempengarehl atau sebagai imbalan atas apa yang telah

ditakulkannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Terkait dengan Sistem Pengendalian Internal

Sistern Pengendalian Internal yang etektit merupakan komponen penting dalam manajemen

dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Perusahaan,

Sistem Pengendalizn Internal dapat yvang efehtif dapat:

al memastikan selurub aktivitas bisnis mematuhi peraturan  Perundang-undangan,
pedoman Good Corporate Governance maupun kebijakan Pérusahaan;

b]  mergamankan investasl dan aset Perusahaan;

¢l menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya;

d]  meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan Perundang-

undangan yang berlaku;
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&) sertz mengurang risiko terjadinys kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek
kehgati-hatian.

Sistem Pengendalian Intermal harus dapat mendayagunzkan Informasi-informasl yang

meliputi pada:

a) Laporan Managemen;

b Laporan Auditor Internal;

c]  Opiri dan Laperan Auditor Eksternal;

d] Laporan dan pendapat Aktuaris mengenai tingkat risiko dan premi;

&) Hal-hallain yang dianggap perlu.

Perpendzlian Internal terdiri dari 5 (lima] elemen wtama yang satu sama lain saling

berkaitan, yaitu sebagai berikut:

a)  Penpgawasan cleh Manajemen dan Kuliur Pengendalian;

bl Identifikasi dan Penilaian Risiko;

c]  Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi;

dl  Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi;

&) Regiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangany Kelemahan.

Terkait dengan kerangka pengendalian umum yang terdapat dalam Standar Pelaksanaan
Fumgsi Budit Internzl, Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan suatu Sistem
Pangendalian Internal vang efektif vang mencakup:
a} Lngkungan pengendalian internal dalam Perusahaan yang disiplin dan terstrukiur yang
terd irl dariz
» Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
» Filosofi dan gaya manajemen;
» Cara yang diternpuh manajemen dalam melaksanakan kewengngan dan tanggung
jawabnya;
¢ Penzorganizasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
= Perhatian danaraban yang dilakukan cleh Direksi.
bl Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yamu suatu proses untuk mengidentifikagi,
menganalisis, menilai dan mengelola risiko uszha yang refevan;
C)  Aktivitas pengendalian, yaltu tindakan-iindakan vang dilakukan dalam soatu proses
pengendalian terhadap keglstan Perusahaan pada setizp tingkat dan unit dalam

struktur organisasi Perusahaan, antara lain mengenai kewsenangan, atorisasi, verifikasi,
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rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset

Ferusahaan;

di Sistem informasi dan komundkasi, yaitu sustu proses penvajian laporan mengenai
kegiatan operasional, finansial, dan ketaalan atas ketentuan dan peraturan yang
berlaku pada Perusahaan;

gl Monitoring, vaitu proses penilaian terhadap hkualitas Sistem Pengendalian Internal
termasuk fengsi Intermal Audit pada setiap tingkat dam unit strukfur arganisas:

Perusahaan, sehinggs dapat dilaksanakan secara optimal,

7. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

a) Direksi wajib mengungkapkan Informasl pentlng dalam Laporan Tahunan dan Laparan
Kevangan kepada pihak lain sesual peraturan Perondang-urdangan yang berlaku secara
akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tepat waktu, konsisten dan Bermanfaat;

b] Informasi yang disampaikan beruga;

# Informasi’ data non publik yaitu informasiy data veang diberikan atau disampaikan
untuk keperluan laparan pada cloritas moneter dan keuangan seperti Kementerian
Keusngan juga antara intern unit baik yang bersilat reguber maupun insidentil;

& Informas] data publik yaitu informasy data vang diberikan atau disampaikian
sebagai laporan kepada Pemegang Saham dalam rangka memenuhi kewajban rutin
maupun yang bersifat keterbukaan informasi (insidentil).

¢} Direksl harus menpungkapkan sejash mana pelaksanzan pringp Good Corporate
Governenee;

d| Informasl rahasia yang diperoleh sewakiu menjabat sebapai Direkiur Perusahasn
termasuk rahasia Perusahaan dan rahasia pemegang Polis Perusahaan [Tertanggung)
harus tetap dijags sesuaidengan peraturan Perundang-undangan vang barfaku;

¢ Dalam hal menjoga kerahasiaan informasi Perusahaan, Direksi dituntut untuk
mengutamaken kepentingan Perusahaan daripade kepentingan individu atau kefomipok,

8. Terkaht dengan Laporan-Laporan Perusahaan

Praktik Good Corporote Governance mensyaratkan dilakukannya pengunghapan secara
akurat dan tepat waktu terhadap semua aspek vang berhubungan dengan Perusahaan,
iermasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan Perusahsan,

al Laporan Tahunan

Fengungkapan informasi dalam Laporan Tahunan mencakup materi sebagai berikut;
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» Eriteria Umum:
«  Disampaikan dzlam Bahasa Indonesia yang baik dan benar, Akan lebit baik
apabila dizampaikan jugs dalam Bahasa Inggris;
" Dicetak pada kertas berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas;
¥ Mencantumkan identitas Perusshaan yang jelas;
¥ Pekerjaan-pekerjaan utamanya, [abatan Dewan Komisariz di anak perusahaan
perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain Anggota Direksi dan Anggota
Drewan Komisaris, serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan @in yang diterima dari
Perusahaan dan anak perusahpan/perusahaan patungan Perusahaan;
¥ Rapat-rapat Direksl dan Rapat-rapat Dewan Komisaris yang dilzkukan dalam
sate tahun buku (rapat Intemal maupun repat gabungan dengan Dewan
Kamisaris)
¢ [ktisar Data Kevangan Pepting:
¥ Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku
atau sesual peraturan yang berlaku;
= Laporan Dewan Komisaris:
¥ Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan mencakup
antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala Varns
dihadapi Perusahaan serta rekomendasi atau nasihat yang telah disampaikan
Dewan Komisaris berkenazn dengan hal tersebut:
¥ Penilalan atas penerapan tala kelola yang baik yang telah dilaksanakan oleh
Perusahaan termasuk rekomendasi atau nasihat yang telah disampaikan Dewan
Komisaris berkensan dengan hal tersebut;
¥ Pandangan atas prospek usaha Perusahaan dan strategi pencapalannya YaEnE
disusun Drireksi;
Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisars:
Ferubahan komposisi Dewan Komisaris,
Laparan Dewan Komisaris wajib ditandatangani oleh seluruh Anggote Dewan
Kamisaris dengan menyebutkan nama dan jabatannya. Dalam hal terdzpat
Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan wajib

menjelaskan alasannya,
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# Laporan Direksi:

Kineria Perusahaan mencakup antara fain kehijakan strategis antara hasil yang
dicapai dengan vyang ditargetkan, dan kendalz-kendala wyang dibadapi
Perusabaan;

Prospek usaha dan strategi pencapaiannya;

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik vang telah dilaksanakan oleh
Perusahaan;

Perubahan komposisi Direksl;

Laporan Direksi wajib ditandatanganl  oleh  seloruh  Direktur  dengan
menyebutkan nama dan Jabatannya. Dalam hal terdapat Dlrekiur yang tidak

mangridatangani Laporan Tahunan wajib menjelaskan alasannya

= Profil Perusahaan;

Mama dan alamat Perusabaan;

Fiwayat singhat Perusahaan;

Bidang usaha,

Struktur organisasi;

Mama, [abatan dan riwayat hidup singkat Anggota Dewan Komisaris;

Mama, jabatan, dan rivwayat hidup singkat Direkiur;

Komposisi Pemegang Sahami,

Daftar anak perusabaan dang/atau perusahaan asosias;

Jumlah karyawan {komparatif 2 tahun] dan deskripsi  pengembanzan
kompetansinga;

Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahzan baik yvang berskala
naslonal maupun internasional;

Mama dan alamat lembaga dan profesi penunjang pasar modal (apakila ada);
Nama dan-alamsat anak penisahaan dan/ atau Regresentotive Office atau kantor

perwakilan,

¢ Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan;

o

Tinjauan operasi per segmen;

¥ Uraian atas kinerja keuangan Peruszhaan:
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Bahaszn mengenal ikatan yang material untuk investasi barang modal;

Bahasan dan analisis tentang informasi kevangan yang telah dilaporkan yang
mengandung kejadian yang sifatnyz luar biasa dan [arang terjadi;

Uralan tentang komponen-komponen subtansial darl pendapatan atau hehban
lainnya, untuk dapat mengetanui hasil usaha Perusabaan;

Apabila laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang
material darl penjualan atau pendapatan bersih, maka wallb disertal dengan
hahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara fain
dengan, jumlah barang atau jass yang dijual, dan/ atau adanya procuk atau jasa
bharu;

Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan
bersih Perusahaan serta laba operasi Perusahaan selama 2 (dua) tahun;
Informasi dan fakta material yang teriadi setelah tanggal laporan akuntan;
Uraian tentang prospek uzaha Perusahaan;

Urdian tentang aspek pemasaran;

Pernyataan mengenal kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas
per-saham dan jumlah dividen pertahun yang diumumkan atau dibayar selama
2 tahun buku terakhir dan

Realisas! penggunaan dana hasil penawaran umum (apabilz ada};

informasi material antara lz2in mengenal investasi, ekspansi, divestasl, akulsisi,
restrukturisasi  hutang/modal,  transaksl  yang mengandung  benluran
kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afilias;

Uralan mengenal perubahan peraturan pemerintah yang berpengarub signifikan
terhadap Perusahaan;

Uralan mengenal kebijakan akuntans Perusahaan,

s Fopd Corpovnte Govamance:

v

v
W
W

LK

-

Visi dan Misi Perusahaan;

Uraian Dewan Eomisaris;

Uraian Direkss;

Komite Audit;

Komite Nominas (apabila ada);
Komite Remunerasi [apabila adal;

Komite-komite lain yang dimiliki oleh Perusahaan;
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¥ Uralan tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan,

¥ Uraian mengenzi pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian intermal {Intermal
Audit and Controf);

¥ Mkuntan Perusahaan;
Uraian mengenai risika Perusahaan;

¥ Uraian mengenal aktivitas dan bisya vang dikeluarkan berkaitan dengan
tanggung jawab sosizl Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan;

¥ akies Informasi dan data Perusahaan;

+  Ftika Perusahaan.

» Informasi Kevangan:
¢ Surat permyatzan Direksi tentang tanggung [awab [Direksi atas laparan
keuangan;
Opini akuntan atas laporan keuangan Perusahaan;
Deskripsi Auditor Independen di opini;
Laporan Keuangan yang lengkap;

Penyajian Laporan Arus Kas;

L T T . ¥

{khtizar Kebijakan Akuntansi,

=,

Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimews,
Pengurgkapan yang berhubungan dangan perpajakan;

Aktiva dan Kewajiban Dalam Mata Uang Asing;

A L

Komitmen dan Kontijensi.

bl Laporan Keuangan Perusahaan
Laporan Keuangan Perusahaan terdiri dari taporan Keuangan Tahunan, laporan
xeyanpan Tengah Tahunan, dan Laporan Triwuianan
Laporan Keoangan Perusahaan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Reguator

secual dengan ketentuan yang berlaku

9. Hubungan dengan Stakeholders
al MWemastikan terjaminnya hak-hak storehoigers yang tirmboul perdasarkan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan/atau perianjian yang dibuat oleh Perusahaan
dengan Karyawan, Pengguna lasa, Pemasok, Pelanpgan dan siokeholders lainnya;

bl Memastikan Perusahaan melzkukan tanggung jawab sosialnys;
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e} Memastikan Perusahaan memperhatikan kepentingan  berbagal pihak  yang
berkepentingan;

4) Memastikan bahwa aset dan lokasl usaha serta fasilitas Perusahaan lainnya memenuhi
peraturan  Perundang-undangan yang berlaku  berkenaan dengan  pelestarian
lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja;

e} Dalam mempekerjakan, menetapkan besamya gaji, membe rikan pelatihan, menetaphan
jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya untuk Karyawan, Perusahaan
tidak melakukan diskriminasl karena latar belakang ewik seseorang, agama, jenis
kelamin, usia, eacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnys yang
dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan;

fl Dalam melakukan perjanjian (PKB] dengan karyawan yang berkaiten dengan
penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peratiran
perundang-undangan harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahuly;

g) Direksi wajip menyediakan lingkungan kerja yang bebas darl segala bentuk tekanan

(pelecehan/horrosment).

10, Terkait Sistem Akuntansl dan Keuangan

Menyusun  sistem  akuntansi sesuai berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi
Kewangan yang berlaku,

Memastikan kehandalan data yang mencakup kelengkapan, akurasi, klasificasl dan
etorisasi yang memadai sehingga lsperan heuargan yang dihasilkan tepat waktu, Lepat
guna dan bebas dari salah saji material.

Mergadakan dan memelihara pembukuan  dan  adminstrasi  Perusahazn untuk
menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan
biaya modal yang efislen, struktur neraca yang baik dan kokoh.

Syarat minimum modal bagi perusahaan asuransi mengacy kepada Persturan Oiortas jasa
Keuangan Nomer 71/POIR.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi serta Surat Edaran  Otositas  Jasa  Keuangan Nomor
34/POIK.05/2017 Tentang-Pedoman Perhitungan_lumlah kodal Mindmum Berbasis Risike

Bagl Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi,
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11.Terkait dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
(APU-PPT)

1

Menetapkan Pedoman APU-PPT dan mengawasl pengkinian Pedoman APU-PPT agar
sejalan dengzn perubahan dan pergembangan produk, [asa, dan teknologi di seklor jasa
keusngan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang danfatau
Fendanaan Terorisme;

Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai
penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;

Membentuk unit kerja khusus dan/ atau menunjuk pejabat yang bertanggung |awab
terhadap penerapan program APU dan PPT;

Meryetujul program kerje Unit Kerja Khusus (UKK) dalam mengrapkan APU-PPT;
Memantau pelaksanzan tugas UKE;

mermastikan bahwa Pedoman APU-PET telzh diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-
uriit kerja terkalt secara konsisten;

Menganalisa dan menyetujui laporan transaksi yang mencurigakan yang Lelah disusun
oleh LK kepada PPATK

mMemastikan babwa selurub pegawal, khususnyn pegawai darl satuan kerja terkait dan
negawal baru, telah meangikutl pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program
APRU dan PPT secara berkala;

Terhadap hal-hal yang disebutkan sebelumnya Direksi dapat memberikan pelimpahan

kewenangan sesual ketentuan yvang berlaku,

12, Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain

Menjalankan kewajiban-kewajiben lainnya sesual dengan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Anggaran Dasar dan vang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan Perundang-

undengan yang berlaku,

13. Anggota Direksi dilarang:

a)

)

el

Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan
Perusahaan;

remanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi. keluarga, dan/
atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
pAengambil dan/ stau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi

dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan
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Memenuhi permintaan Pemegang Saham vang terkait dengan kegiatan pperasional

Perusahaan salain vang telah ditctapkan dalam RUPS,

G. HAK DAN WEWENANG

1. Umum:

3l
ba}

<]

di

e}

7l

g

hi

il

Piewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusshasn dengan ketertuan behwa terhadap
kehijakan di bidang Akuntansi dan Keuangan, Pengambangan dan Investasi, Aktuaria,
Operasional [termasuk Pengadaan Barang danfarau Jasa), Pemasaran dan Produk,
Informasi Teknologi, Sumber Daya Manusiz, Manajemen Risike dan Pengawasan
Internal, Hukum dan Kepatuhan, dan Program Kemitrzan dan Bina Lingkungan, Direksi
wiajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham seri A
Dwiwarna atau yvang diberikan kuasa;

Melakukan segala tindakan dan perbuatan balk mengenal pengurssan maupun
pemilikan; sesual dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Mengikal Perusahaan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perusahaan dengan
sejumlah pembatasan-pembatasan;

Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perusahaan di dalam dan di
luar Pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk
untuk ity atau kepada seseorang atau beberapa orang Karyawan Perusabaan baik
sendiri-sendidl maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain;

RMengatur ketentuan-ketentuan teniang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan
gaji, pensiun, jaminan hart tua dan penghasilan bagi Karyawan Perusahagn berdasarkan
ketentuan yang berlaku;

mMengangkat dan memberhentikan Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan
kepegawalan Perusahaan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Memberi penghargsan dan sanksi Karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan
kepegawaian Perusahaan;

Memastikan sumber daya manusia Perusahaan memiliki kompetensi dan kemarmpuan
vang handal sesugi dengan bidang tugasnya,

Melakukan aktivitas di lusr Perusahaan yang tidak secara langsung berhubungan

dengan kepentingan Perusahaan seperti kegiatan mengajar, menjadi pengurus asosiasi
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bisnis dan sejenisnya diperkenankan sebatas menggunakan waktu vang wajar dan
sepengetahuan Direktur Ltama ataw Dirgkiur lainnya;

Memperoleh cuti sesuai ketentuan yvang berlaky;

Mempergunakan saran grofesianal;

Menerima gaji berikut fasilitas dan tunjamgan lainnya termasuk santunan purna jabatan
vang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisarls berdasarkan pelimpahan
wewenang darl RUPS;

Apabila Perutahaan mencapai tingkat keuntungan, maka Dereksi dapat menzrima
insentif sebagai imbalan atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS;
Mendapatkan sarana dan fasilitas Perusahaan serta santunan purna jabatan sesuai
gengan hasii penetapen RUPS vang penyediaannya disesuaikan dengan kendis!
keuangan Ferusahaan, azas kepatutan dan kewajaran serta tidak bertentangan dengan
peraturan Perundang-undangan yvang berlaku. Penjabaran tentang saranz dan fasilicas

Perusahiaan dituangkan lebit lanjut dalam Keputusan RUPS.

2. Kewenangan Direksl yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris:

i)
b)

c)

Mengagunhan alitiva letap untuk penarikan kredit jangka pendek;

Mengadakan Kerjasama dengan hadan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lsensl,
kantrak manajemen, menyewakan asel, Kerjs 5ama Operasi (K50}, Bangun Guna Serah
{Bulid Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Buld Own Transfer/BOT], Bangun
Sarah Guna (Bulld Transfer Operote/8T0) dan kerja sama Iainnya dengan nilai atau
janghka waktu tertentu yvang ditetapkan RUPS;

Menerirma atau memberikan pinjaman jangka menengahfpanjang, kecuali pinjaman
(utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis, dan pinjaman yang diberikan
kepada anak perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman hepada anak
perusahaan Persercan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

mMenghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati;
Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonormis vang lazim berlaku dalam
industri pada umumnya sampai dengan 5 [Hma) tahun;

Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Bireksl,

3. Kewenangan Direksi vang harus mendapat persetujuan dari RUPS setelah
mendapatkan tanggapan tertulis Dewan Komisaris

a}

Mengagunkan aktiva tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang;
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b Melskukan peavertaan modal pada perseroan lain:

£} Mendirikan sndk perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

db Melepackan penyertaan modal pada anak perusabaan dan/atau perusahaan patungan;

e] Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisaban, dan pembubaran
anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan;

fi  Mengikat Perseroan sebagal penjamin (borg ataw owvalst), kecuali pemberian
penjaminan yvang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perseraan:

Bl Mengadatan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisens,
kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (K50), Bangun Guna Serah
{Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milk Serah {Build Own Tronsfer/BOT). Bangun
serah Guna {Build Transfer Cperate/8T0) dan kerja sama linnya dengan nilsl atau
jargka waktu melebihi penetapan RUPS;

h) Tidak menagih lagi plutang macet yang telah dihapus bukukan;

i} Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perseroan dengan umur ekonomis yang
lazim berake dalam industri pada umomnya lebik dari 5 (lima) tahun;

Il Menetapkan Bive print Qrganisasi Perseroan:

k}  Menetapkan dan merubah logo Perseran;

I} Melakukan tindakan-tindaken lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana
Eerja Dan Anggaran Perusahaan;

m) Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung
maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagl Perseroan;

n} Pembebanan biaya Persernan yang bersifat tetap dan rutin untuk yavasan, organisasi
danfatau perkurmpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan
Perserocam;

=] F‘enmt_sulan wakil Perﬁwgan itk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisans
pada Perusahaan palungan dan/atau anak Perusahaan vang memberisan kontribusi

signifikan kepada Perseroan dan/atau bemilal strategis yang ditetapkan RUFPS.

4. Kewenangan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari BUPS

4. Mengalihkan kekayaan Perusahaan (transaksi pengalihan kekayaan bersih Perusahaan
vang terjadi dalam jangka wakiu 1 (satu) tahun buku); atau

B, Menjadikan laminan utang kekayvaan Perusahaan:
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yang merupakan lebih darl 50% (lima puluh persen) jumbih kekavaan bersih Perusahaan

dalam 1 {satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
Direksi wajib berpecioman kepada anggaran dagar Perusahaan untuk pengaturan lebih lanjut
atas kewenangan Direksi yang harus mendapat pertetujuan darf RUPS.

5. Kewenangan menjalankan tindakan-tindakan lainnya
Direksi berwenang menjalankan tindakan-tindakan lainnya, dalam lingkup pengurusan
Perusahaan dan kepemilikan di Anak Perusabaan, dengan memperhatikan anggaran dasar

dan peraturan Perundang-undangan vang berlak.

H. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGURUSAN PERUSAHAAN OLEH DIREKSI
1. Umurm

al  Kebijskan pengurusan Perusahaan adalah suatu keputusan atau tindakan yang diammbil
cleh Direksi di dalam menjalankan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan kera
tertentu atauw renyelesalkan suatu parmasalahan tertentu, of mana substznsi
permasalaban atau kegiatan kerja dimaksud belum diatur dalam suatu atursn Yang
balew;

b)  Kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat berupa suate kebijakan yang diambil melalyi
Rapat Direksi, atau dapat pula merupakan kebijakan vang diambil secara individial

tanpa adanya rapat dimaksud,

2. Prinsip-prinsip Kebljakan Pengurusan Perusahaan

Dalam rangka menggunakan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut dalam keglatan

sehari-hari maka prinsip-prinsip berikut ini dipatuhl oleh Direksi:

al] Dalam hal suatu kebijakan yang diambil oleh Direksi merupakan sesuatu yang
substansinga menyangkut citra Perusahaan, nsiko ataw konsekuensi material maka
kebijakan tersebut harus mendapat persetisjuan Rapat Direksi, Penjabaran lehih lanjut
mengenal citra Perusahaan, risiko serta materialitas dijabarkan dalam kebijakan
tersendir;

k) Dalam hal kebijakan di atas dilakukan oleh Direktur Perusahaan sesuai dengan
sektor/bidang tugasnya, maka Direktur yang hersangkutan bBertarggung jawab atas

kebijakan tersebut sampai dengan kebilakan tersebut dapat disetujui Rapat Direksi:
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[ratam hal kebijakan yang diambil oleh Direksi mempunyai substansi yvang sama dan

dilakiskan secara terus menerus sehingga menjadi suatu kebutuhan Perusahaan sehari-

bari maks Direktur vang bersanghkutan perly mengusutkan kepads Direksi untuk

menjadikan kebijakan yang ditakukannya sebagai suatu peraturan yang mengikat;

Dalam mengambil kebijakan atau keputusan atas suatu permasalahan yang timbul,

setiap Direktur wajib mempertimbangkan beberapa hal sebagal berikut;

itikad baik;

Pertimbangan rasienal dan infarmaslvang cukug;

Investigasi memadai terhadap permasalahan yang ada serta berbagar kemungkinan
pemecahannya beserta dampak positif dan negatifnys bagi Perusahaan;

Dibuwat berdazarkan pertimbangan semata-mata untuk kepentingan Perasahaan;
Koordinasi dengan Direktur lainnys khususnya untuk suatu kebijakan yang akan
berdampak langsung maupun tidak langsurg kepada tugas dan kewenangan seria

kehijakan Direktur fainnya.

Catam menjalankan kewajiban sehari-harl, Direksi senantiasa mempertimbangkan

kesesudian tindakan dengan rencana dan tujuan Perusahaan;

Pendelegasian wewenang Direksi kepada Karyawan atau pikak lain untuk melakukan

perbuatan hukum atas nama Perusahaan wajib dinyatakan datam bentuk dokumen

tertulis dan disetujul oleh Direktur Utama;

Bentuk-bentuk kebijakan pengurusan Perusahaan seperti Surat Keputusan dan lain-lain,

diatur dalam dokumen Peruszhaan tersendir;

HUBUNGAN DENGAN ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN AFILIASI

1. Prinsip Umum

4

b}

r)

Anak Perusahaan dan Perusahaan Afifiasi merupakan badan huikum tersendiri yang

memiliki Organ Perusahzan yang berbada;

Mekanisme vyang berlaku di antara Perusahaan dengan Anak Perusahaan dan

Perusahaarn Afilias harus dilakukan melalul mekanisme korporasi yang sehat dan

menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governaroe;

Dalam bertransaksi dengan Anak Peruszhzan dan Perusahaan Afilas, dilandasi prinsip

prinsip sebagai berikut:
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w Transparansi, adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses  pengambilan
keputusan entuk melaksanakan transaksi dengan Anak Perusahaan dan Perssahzan
Afiiasi sesual dengan peraturan Perundang-undangan vang beraky dan norma-
norma etika bisnis;

» Akuntabilitas, adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertangpungjawaban
spgenap Jajaran Manajemen keilka bertransaksl denpan Anak Perssahaan dan
Perusahaan Afiliasi;

= Kemandirian, bahwa dalam melaksanakan transaksi dengan Anak Perusahaan can
Perusahaan &filiasl, segenap Direksh beserta Jaiarannya bertugas secara prafesicnal
tanpa adanyva benturan kepentingan maupun pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yvang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang barlaku dan prinsip-
prinsip korporasi yang sehat;

# Keadilan, adanya keadilan bagi semua pihak, baik bagi Anak Perusahaan dan
Peruzahaan Afiliasi mawpun pihak-pihak tidak terafiliasi, dalam bertransaksi denpan

Perusahaan,

2. Pemisahan Fungsi
Direktur balk serndiri-sendiri maupun bersama harus mampu memisabkan fungsi don
peranan jabatanmya sebagal Direksi Perusahaan, Pemegang Saham danfatau Dewan
Komisaris Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi

3. Mekanisme Pengawasan
Mekanisme pengawasan terhadap Anak Perusahaan dan Perusabaan Afiliasi dilakukan
dengan:
2)  Pernempatan wakil Perusahaan sebagal Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direltur

Analk Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;

b} Keberadaan unit khusus yang menangani pengawasan dan pelaporan Anak Perusahaan

dan Perusahaan Afiliasi [apabila diperlukan).

4. Pengambilan Keputusan Perusahaan terkalt Anak Perusahaan

#l Pengambilan keputusan terkail pengelolsan anak perusahaan dilaksanakan dengan
mamparhatikan azas kehati-hatian (potensi piercing the corporate veil) dan businass
Judgement rule [eflsiensl, respon, strategik atau tanggap strategik atas Perubahan

lingkungan bisnis yang membutuhkan keputusan dengan segeral;
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Pengambilan keputusan strategik ataupun peagambllzn keputusan operasional yang

berdampak strategik bagi anak perusahaan yang aspek-aspeknya telah ditetapkan
dalam anggaran dasar dan berpotens) menimbulkan situasi piercing the corporate vell
wajib disahkan dalam RUPS anak perusahaan;

Pengambilan Keputusan atas aspek stratepik yang belum ditetopkan atau kebijakan
baru dapat diputuskan oleh Direksi Perusahaan selaku Pemegang Saham mayoritas
sehapaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Anak Perusshasan dan disampaikan

kepada anak perusahaan melalul instruksi atau Surat Edaran Pemegang Saham.

5 Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksl Perusahaan terkait dengan
Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan

a}

b)

Dewan Komisaris:

= Malaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengefolaan anak perusabaan dan
pelaksanaanmya;

- Melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan anak perusahaan dan
pelaksanaannya, meliputh:

1. Evaluasi terhadap arah pengelolsan amak perusahaan dan kinerja anak
perusahaen terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, baik
melalui proses pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan
Komisans dan Direksi;

2. Evaluas kesesuaian mengerai arah pengelolaan anak perusahaan dan kmarja
anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahazn;

3. Evaluasd vyang dilakukan pleh Dewan Komisarls menggunzkan seluruh
perangkat di Dewan Komisars [Komite Dewan Komisaris).

Bireks:
. kenetapkan—kehijakan—pengaturan—untuk-—anak —Perusahzan—{sobsiolory
governance) dan afiliash, Kebijakan dan pedomean tersebut mencakup:
i, Pengangkstan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Dircks|
al Usulan. calon. Dewan. Komisaris. dan Direksi anak perusahaan. dapat
diusulkan dari Perusahaan maupun luar Perusabaan,
k) Pergangkatan Dewan Komisaris dan Direksi anak perusashaan melaiui

rekarisme RUPS anak perusahaan;
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cl  Penilaian/pengujian atas kelavakan dan kepatutan (it ond oroger fest)
bag calon Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan
regulasi bidang usaha anak perusahaan.

d] Pemberhentizn Dewan Komisaris dan Direksl anak perusahaan melalul
mekanisme REUPE anak perusahaan.

ii. Penetzpan target kinerja dan Penilalan kinerjs bagi Dewan Kamisaris dan

Dirsksi

a] Penetapan terget kinerja dan pencapaian kinerja anak perusahaan
ditetapkan dalam FUPS Anak Perusahaan;

by Penilaian kinerja Dewsan Komisaris dan Direksl memuat sekurang

kurangnya imdikator kinerja utama dan kriteria keberhasiian,

ii. Kebijakan gajif honorarium, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan
Cirzksi Anak Perusahean minimal mencakup formula perhitungan gajif
honararlum dengan memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflash, serta
moempertimbangkan sektor [ndustri sejenis yang terukur [Benchmark),
kondisi persaingan usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia.

Gajif honorarium, tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Anak

Perusahaan ditetapkan oleh RUPS Anak Perusahaan.

6. Transaksl dengan Anak Perusahaan dan Perusahzan Afiliasi

a)

b

]

d)

Transaksi bisnis dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi harus dilakukan atas
dasar arm’s length relolionship sebagaimena layaknya transaksi bisnis dengan pihak
yang tidak terafiliasi;

Pada prinsipnya Perusahaan mengedepankan prinsip kesetarsan terhadap Anak
Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi;

Perlakian istimewa hanya akan diberikan dengan kondizsi dan batas waktu tertentu
sepanjang sesuai dengan kepentingan Perusahzan dalam jangka panjang. serta
mempereleh persetujuan RUPS dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

fpabila terdapat benturan kepentingan antzra Perusahaan dengan Anak Permsahazn

dan Perusahaan Afiliasi, maka kepentingan Perusahaan harus didahulukan,
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J. PENDELEGASIAN WEWENANG DI ANTARA DIREKTUR PERUSAHAAN

1.

irektur Utama berhak dan berwenang berindak untuk dan atas nama Direksl serta
mewakili Perusahaan dengan ketentuan semua tindakan Direkiur Utama tersebut tatah
disetujul dalam Rapat Direlksi;

Apabila Birektur Utama tidak ada atau berhalangan karena ==bab apapun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah searang anggota Direksi yang ditunjuk
secara tertulis oleh Direkiur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta melaksanakan tiagas-tupas Direktur Litama;

Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang
terlemz dalam jabatan bewenang bertindak wnluk dan stz pama Direksi serta
mielaksanakan tupas-tugas Direkiur Utama;

Dalam hal terdapat lebib dari 1 (satu) orang anggota Direksi yang terlama dalam jabatan,
maka anggota Direksl yang terlama dalam jabatan dan yang teriua dalem wusia yang
berwenang bertindak wntuk dan atas nama Direks] serta melaksanakan fugas-Tugas
Diraktur Utama;

Dalam hal salah seorang anggota Direksl selain Direkiur Uiama berhalangan karena sebab
apapun, hal mana tidak peru dibuktitan kepada pihak ketiga, maka anggota-anggnta
Direksi lainnya menunjuk salah seorang anggota Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas

angpota Direksi yang berhalangan tersebat,

K. PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

1

Kebijakan Umum

Direksi bertugas s=cara kolektdf, namun ogar lebih efisicn dan efektif dalam melaksanakan
tugas dilakukan pambagian tugas di antara Direktur. Meskipun 1elah dilakukan pembagian
wgas, Uireksi sebagai ompen Perusahaan (seluruh Direktur secara - kolekifl mempunyai
wewenang pengurusan atas tugas yang secara Khusus dipercayakan kepada seorang
Direktur dan karananya wajib mengawasi pelaksanaannya.

Prosedur Terkait Dengan Pembagian Tugas Direksi

Job Description merupaskan pembagian tugas, wewenarg dan tanggung jawab setiap
Direktur. Kewenangan menetapksn fob Description ada pada RUPS,
Apabila kewenangan tersebut tidak dijalankan maka penetapan Job Description dilakikan

oleh Direksi sendin melalyl Sural Keputusan Direksi,



7 Jasindo

v vardare ol 8

PT ASURANSI JASA INDONESIA

Halaman : 92 of 109 | Tanggal :3411/2022

BOARD MAMNUAL

3. Direktur Utama

31

3.2

Hak dan Wewenang

)

b

€]

J)

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Cireks
serta mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

Menetapkan wakilkuassanya dengan menggunakan Surat Kuass, atau sural
panunjukkan kepada Direkiur lain sesual ketentuan yang berlakg

Mengikat Perusahaan dengan pibak lain dan pihak lain dengan Peruszhaan,
sarta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenal kepengurusan
Perusahaan maupun kepemilikan di Anak Perusahaan;

Direktur Utama untuk perbuatan tertentu berbak mengangkat seerang atau
lebih sebagai wakil atau kuazanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan
atas tindakan tertentu yang diatur dalam suata surat kuass, Wewenang yang
demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
Direktur Utama berhak menyelenggarzkan Ragat Direks! setiap waktu zpabila
dipandang perlu.

Tugas dan Fungsi

b}

c)

d)

fl
El

h)

Merencanakan, mengembangkan  dan menetapkan  Kebijakan  amuam
Perusahaan berdasarkan prinsip kehernatan, efektif dan efisien, sesual dengan
Yisi, Misl dan tujuan Perusahaan;

Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi  pengelolaan
PFerusahaan secara menyeluruh;

Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiztan Perusahaan:

Menerapkan prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan
Melakukan supervisi dan kcardinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh
Direktur;

Menyiapkan Rencans Jangka Panjang Perusahaan;

Menyampaikan Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah ditandstangan
ba s dengan— Dewan—Komisarts—kepada— AUPS—untuk mendapatkan
pengesalian;

h‘lenl.liapkﬂn Fencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Wang rrer Upakan

penjabaran tahunan dari Rercana langha Panjang Perusahaan;
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Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran  Perusahaan yang telah
ditandatangani bersama dengan Dewan HKomisaris kepada RUPS untuk
mendapatkan pengesahan,

Menyelasaikan Laporan Tahunan paling lambat & (enam) bulan setelah tahun

buku Perusahaan ditutug;

kI Menvampaikan Laporan Tahunan vang telah ditandatangani kepada RUPS untuk
rmendapatkan pengesahan;

I} Menviapkan kebijakan umum Siskem Pengendalian Internal;

m) Wallh memperhatikan dan segera mengambil Bngkah-langkah yvang diperlukan
stas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemerksaan
vang dibuat oleh Group Satuan Pengawasan Internal;

nl  Memimpin dan  memutuskan  kegiatan yang  bersifat  strategis  dalam
kepensurusan dan  pengembangan  Perusahaan  dengan  pembatasan
berdasarkan anggaran dasar Perusahaan;

a)  Melaksanakan tugas-fugas lain yang ditetapkan RUPS

Tanggung jawab

al Direkiur Utama bertanggung Jawab penuh atas pergurusan Perysahaan untuk
kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam
maupun di luar pengadilan;

by Direktur Utama bersama Direktur fainnya bertanggung Jawab penuh secara

privad] apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan
tugasnya;

Melakukan supervisl terhadap unit kerja yang berada dibawah superdsi
Girektur Utama scbagaimans tersebut di dalam kebifakan Struktur Organisaes

perisahaan yang barlaku.

4. Direktur Bisnis Strategis

a) Direktur Bisnis Strategis bertanggung jawab atas keseluruhan pefaksanaan fungsi-fungsi

Dirckiorst Bisnis Sirategs, yang meliputl namun tidak terkatas pada;

Merencanakan dan menetapkan kebijakan bisnis strategis untuk lini bisnis yvang

berada di Direktorat Bisnis Strategis,

rengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi Perusahaan bidang

bisnis strategis;
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* Mengendalikan tercapainya kebijakan bisnis strategis yang telah ditatapkan
Metakukan supervisi dan pembinaan profes! terhadap unit kerja yang berada dibawah
supervisi Direktur Bisnis Strategis sebagaimana terebul di dalam Struktur Organisasi

Perusahaan yang berlaku;

lkut sertz dalam menyusun Laparan Tahunan, Rencana Janpka Panjang Perusahaan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Peruszhasn yang merupakan penjaharan tahunan darl

Rencana Jangka Panjang Perusahaan;

Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direktur yang ditetapian oleh
Direktur Utama [berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur datam

peraturan Perusahaan.

3. Direktur Pengembangan Bisnis

a)

o)

£}

d

Direktur Pengembangan Bisnis bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan
fungsi-fungsi Direktorat Pengembangan Bisnis, varg meliputi namun tidak terbatas
pada:

»  Merencanakan dan menetapkan kebijakan pengembangan bisnis untuk ikl biznis

yang berada di Direktorat Penpsmbangan Blsnis;

* Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategl Perusahaan ustuk fin

bisnis Direktorat Pengembangan Bisnis;
» Mengendalikan tercapainya tarpel Perusahaan untuk Direktorst Pe ngembangan
Bisnis,
Melakuksn supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerja yvang berada dibawah
supervisi Direktur Pengembangan Bisnis sebagaimana tersebut dl dalam Strukiur
QOrganisasi Perusahaan yang bertaku;
lkut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana langka Panjang Perusahaan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusshaan yang merupakan penjsbaran tahonan dari
Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
M elaksanalan EUgas-1ugas lain pada pembagian tugas Direktur yang ditetapkan oleh
Direkeur Utama (berdasarkan wewenang veng dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalzm

peraturan Perusahaan,
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6. Direktur Operasional

a) Direktur Operasional bertangeung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi fungsi
[Firektorat Operasional, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
# Merencanakan dan menetapkan kebijakan di direktarat operasional;
# Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanzan strategi Perusahasan pada

direktaral operasianal,

= Mengendalikan tercapaira kebijakan direktorat operasional yang telah ditetapkan,

bl Melakukan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerjz yang berada dibawah
supervisi Direktur Operasional sebapaimana tersebut di dalam Struktur Organisasi
Perusahaan yang berlaku;

¢l lkut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan
Rencama Kerja dan Anggaran Perusshaan yang merupakan penjabaran tahunan dari

Rencama Jangka Pangng Perusahaan;

d) Melaksanakan tugas-tugas lain pada pembaglan tugas Direktur yang ditetapkan oleh
Direktur Utama [berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam

peraturan Perusahaan.

7. Direktur Keuangan & Investasi

a} Direktur Keuangan & Investasi bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-

fungsi Direktorat Kevangan & Investasi, yang meliputi namun tdak terbatas pada:

»  Merencanakan dan menetapkan kebijakan di direkiorat Kevargan & Investasi;

» Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi pada  direktoral
Keuangan & Investasi;

» Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan pelaporan vang telah
ditetapkan.

b)  Melakokan supervisi dan pembinaan profesi terhadap unit kerla yeng berads dibawah
supervisi Direktwr Keuangan & Investasi sebagaimana tersebut di dalam Struktur
Organisasi Perusahaan yang berlaku;

c}  Ikut serta dalam menyusun Laporan Tahunan, Rencana langka Panjang Perusahaan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan vang merupakan penjabaran tahunan dari

Rencana Jangka Panjang Perusahaan,
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IMelaksanakan tugas-tugas lain pada pembagian tugas Direktur yang ditetapkan oleh
Birektur Utama [berdasarkan wewenang yang dilimpahkan aleh RUPS) dan diatur dalam

peraturan ferusahaan.

8. Direktur SDM B Umum

a)

b

d)

Direkiur SOM & Umum bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan fungsi-fungsi
Direktorat 500 & Lmiom, yang mellputi namun tidak terbatas pada:

» Merencanakan dan meneiapkan kebljakan Perusahaan di direktorat SDM & Umum;

s Mangarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi Perusa haan di direktorat

SO R Umum;

o Mengendallkan tercapainya kebijakan di direktorat 50M & Umum yang telah

ditetapkan.
Melakukan perubaban struktur organisasi dan transformasl budaya Perusahaan,
termasuk budaya Governance, Risk, & Complionce,
Meningkatkan ketersediaan talenta dalam rangka suksesi jabatan;
Melakukan supervisi dan pembinaan profes terhadap unit kerja yang berada dibawah
supervisi Direktur SOM & Umum sebagalmana lersebul di calam Struktur Qrganisasi
Perusahaan yarg beraku;
lkut serta dalam menyusun Laporan Tehunan, Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan darl
Rencana Jangks Panjang Perusahaan;
Metaksanakan tugas-tugas lain pada pembagan tugas Direktur yang ditetapkan oleh
Direktur Utama [berdasarkan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS) dan diatur dalam

peraiuran Perusahaan.

L. RAPAT DIREKSI

1. Kebijakan Urnum

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir

dan/atau diwakill berhak memberikan suaramya dalam rapat tersebut. Rapat [ireks

membicarakan mengenai hal-hal strategis, cperasional atau rapat yang bersifat wacana,

Seluruh Direktur dikarapkan untuk rmenghadin Rapat Direks,
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Strategls artinya adalah hal-hal yang diputuskan dengan memerlukan diterbitkannya surat
keputusan Direksi atauw memorandum Direksi yang berdampak pada semua unit kerja,
misalnya:
a) Peruhahan sistem/ kebijakan baik sebaglan atau seluruhnyz,
bl Usulan-usulan yang harus dimintakan persetujuan Dewan Komisaris.
¢l Usulan-usutan yang harus dimintakan perseluuan RUPS
Setlan pembahasan masalah dalam fapat Direksi diupayakan untukl  menghasilkan
keputusan setelah melalui mekanisme pembahasan. Pembahasan dilakakan dengan
mengungkap pendapat masing-masing Direksi agar dapat diambil keputusan yang terbaik,
Agerds Rapat Direksi dapat diusulkan obeh masing-masing Direktur kepada Sekretarls
Perusahazn dengan menyatakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan sgendanya.
Apenda Rapat dapat ditambah dengan disertal bahan yang cukup atau dikurangi, apabila
menurut urgensinya dapatl dibahas pada rapat berikutnya,
Setlap kali rapat dibuat daftar hadir dan ditandatangani cleh seluruh yang hadir dalam rapat
tersebut, Berita acara rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan harus memuat antara
lair:
al  Permasalahamn;
by Pembahasan;
e  Keputusan/kesepakatan yang diambil, meliputi:
« Action/tindak lanjut yang akan diambil;
o Individu yang skan melakukan oction (Person In Chargs);
& Target waktu penyelesalan;

= Status penyelesalan.

2. Jadwal dan Agenda Rapat

al Direks| wajib menyelengparakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 [satu) kali
dialam 1 (satu] bulan;

b] Direksl harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi;

r] Direksi dapat mengadakan rapat di luar jadwal Tersebout i etas  berdasarkan
permintazn:
&  Seorang atau lebih Direstur;
»  Permintaan tertulis searang atau lebih Anggota Dewan Komisaris;

¢ Permintaan tertulis dari Pemegang Saham;
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Pemanggilan Rapat Direks: wajib disampaikan kepada para Direktur dengan sarana
apapun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender setelum rapat tersebul atau dalam
wakty yang lebib singkat dalam keadzan vang mendesak. Apabila semua Direktur hadir
atau diwakili, pemangpdan terlebih dahuly tersebut tidak disvaratkan;

Femanggilzn 1ersebut harus merncantumkan acara rapat, @nggal, wakiu, dan tempat
rapat;

Materi rapat disiapkan oleh Sekrelaris Perusahaan, Materd rapat disampalkan

bersgmaan dengan penyampaian undangan,

3. Mekanisme Kehadiran Rapat

a)

b}

il

d|

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusar-keputusan yang mengikat,
apablla lebih dari 1/2 {satu per dua) jumiah Direktur atau wakilnya;

Seorang Direktur hanya dapat mewakili secrang Direktur lainnya dengan kuasa tertilis;
Direktur Utama memimpin Rapat Direksi, Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau
Berhatangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direkior vang khusus ditunjuk ofeh
Direktur Utama untuk maksud tersebut;

Rapat Direksi dinadiri oleh para Direktur. Rapat Dirersi dapat mengundang Pejabat 5atu

Lewel di bewah Direksi stau pejabat lain,

4. Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan

Perusahaan mengatur mekanisme pembahasan masalah dan proses pengambilan keputesan

dalam Rapat Direksi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1

semua keputusan Direksi bares berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan
telah melalui investigasi mendalam terhadap berbsgai hal-hal yvang refevan, informas
vang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh
masing-masing Direktur;

Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat;
Masing-masing Direktur mempunyai kesempatan vang same dalam memberikan
pandangan dan pencapat terhadap permasalahan yang dibahas;

Catam hal keputusan- berdasarkan musyawarah untul rrofakat tidak tercagal, maka
keputwsan diambil dengan pemungutan suara terbamyvak, Dalam menentukan jumilzsh
suara yang dikeluarkan dalam rapat didasarkan pada suara yang sah;

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, setiap Direktur yang memiliki benturan

ke pentingan dalam suatu transaksi, kentrak atau kontrak yang divsulzan, datam mana
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Perusahaan menjadi zalah satu pihakmya harus menyatakan sifal kepeotingan dalam
Rapat Direksi dan tidak berhal untuk ikut dalam pengambilan suara mengenil hal-hal
yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut. Kenyataan tersebuot harus
dicatat dalam Risakah Rapat;

&  Setiap Direktur berhak untuk mengeluarkan 1 (satu} suara ditambah 1 {salu) suara
Direktur vang diwakilinya;

7.  Apabila menyangkut pengambilan keputusan urttule hal-hal yang penting, Direktur yang
mewakill Direktur fain harus menunjukkan bahwa Sural Kuasa yang diberikan berisi
instruksi pengambilan keputusan untuk hal tersebul;

8.  Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisar;

4, Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banpaknya, maka
keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat;

10 Dalam hal usulan lebih dari duz- allermatif dan hasll pemungutan suara beium
mendapatkan suatu atternatif dengan suara lebih dari 1/ 2 (satu per dua) baglan darl
jumiah suara yang dikeluarkan, maka dilakukan pemilihan ulang terbadap dua usulan
yang memperoleh suara terbanyak sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih
darl 1/ 2 isatu perdua) bagian dari Jumlah suara yang dikeiuarkan;

11, Swara blanko {gbstair) dianggap memyetujui hasil keputusan rapat;

12, Suara yvang tidak sah dignggap tidak ada dan tidak dikitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam rapat;

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan
Rapat Direksi {sirkuler) dengan ketentuan semua Direktur telah diberitabu secara
tertufls mengenai usul keputusan yang dimakswd dan semua Direktur memberikan
persetujusn  mengenal usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani
persetujusn tessebut  Keputesan vang dizmbil dengan cara demikian mempumnyal
kekuatan yang sama dengan keputusan yvang dismbil dengan sah dalam Rapal Direlsi;

14, Keputusan Direksi melalui sirkuler Qiajuhan pleh salah seorang atau lebih Direktur atau
pleh wnlt pengusul melzslui salak seorang Direktur dan seluruh Direkbur harus
memberilan persetujuan ates usulan yang diajukan dalam sirkuler tersebut;

15. Apabila terdapat usulan yang diajukan, ads Direkiur vyang tidak memberikan

persetujuan baik secara tegas maupun fidak, maka usulan tersebul setzlah
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disempurnakan dapat diajukan dengan sirkuler baru atau diputuskan dalam Rapat
Direksi;

Persyaratan  perselujuan  dari seluruh  Direktur  fidak  berlaku  terhadap
memorandumfsurat yang Tldak dimaksudkan sebagai suatu  sirkuler. Terhadap
memorandumysurat yang demikian maks keputusan yang diambil berdasarkan
persetujuan salah seorang atau lebih Direktur sesual dergen pembagan tugas dan
wewenang Direksi;

Keputusan yang menyangkut aspek strategis harus dilakulan mefalel mekanisme Rapat
Direksi. Aspek strategls tersebut antara lain meliputi semua perbustan Direksi yang
harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapstkan rekomendaszi teriulis
Dewan Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan
teriulis Dewan Kamisaris;

Kepulusar-keputusan yang mengikat dapat diambil tanpa diadakan Rapat Direksi,
asalkan keputusan tersebut disetujul secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh
Direkiur;

Standar waktu pesetapen pengambilan keputusan Direksi sejak usulan tindakan beserta
dokumen pendukung dan [nformasi lainnya secara lengkap disampaikan dalam Rapat
Hreksl atau secara tertulis untuk keputusan srkuler adalah sefambat-lambatnya 7
[tujulh) hari kerja dan dikemunikasikan oleb Sekretaris Perusahaan kepada satu level
organisasi di bawah Direksi terkzit dengan keputusan tersebut, selambat-lambatnya 7
(tujuh) harl kerfa sefak keputusan Rapat Cireks];

Pengambilan keputusan yvang mengikat namun tidzk dilaksanakan melalui mekanisme
Rapat Direksi secara fislk harus disetujul secara tertulis nleh semua angpota Direksi,
Keputusan Direksi tersebut mengikat dan mempunyal kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan Direksi yang dihasilkan dari Rapat Direksi secara fisik;

Dalam  hal-hal - khusus— yang— membutuhkan  keputusan- segera, dapatl — diambil
keputusannya oleh Direktur masing-masing bidang secara individu, Namun keputusan
tersebut wajib disampaikan dalam Rapat Direksl untuk persetujuan lebih lanjut;
Pengambilan keputusan oleh Direksl terkait pengelolaan Pervsahaam dan anak
perusahaan wajib didasarkan pada prinsip-prinsip GCG serta dilakukan secara

independen tanpa adanya intervens| dari pihak manapun;
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23 Apahbila terdapat anggata Direksi yang memiiiki benturan kepentingan maks vang
bersengkutan harus mengungkapkan dan tidak beleh melibatkan diri dalam proses

pengambilan keputusan peresahaan yang berkaitan dengan hal tersebut.

5. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion) diatur sebagai berikut:

4) Perbedaan perdapat yang terjadi harus dituangkan dalam Notulen Bapat Direksi dan
Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas terjadinya
perbedaan pendapat terhadap keputuszn tersebut;

b} Perbedaan perdapat tidak berart memberikan hak kepada Qirektur yang bersangkutan
untuk tidak melaksanakan heputusan rapatl. Meskipun terdapat perbedian pendapat,
namun keputusan rapat Direksi tersebut wajib dilaksarakan;

cp Direksi secara tanggung renteng berlanggung jawab penuh secara pribadi apabila
terbukti Bersalah steu lalai menjalankan tugasnya yang menimbulkan  kerugiam
Perusahaan, kecuall bagh Direktur yang melakukan Perbedaan Pendapat (Dissenting
Opindon) dapat. membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutrya kerugian tersebul;

d) Perbedaan pendapat yang dicantumkan i dalam risalah rapat Direksi dapat menjad|
bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjulvya kerugian tersebul dengan tiklak menyetujui keputusan rapat
Direksi tersebut. Hal ini berarti bahwa Direktur vang bersanghutan dapat terbebas dari
turtutan atas Umbul atau berlanjutnya kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan
keputusan rapat Direksi dimaksud,

6. Risalah Rapat

a)  Setlap Rapat Direksi harus dibuatkan Berita Acara atau Risalah Rapatnya;

b} Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Sekretarts Perusahaan;

] Risalah Rapat harus menggambarkan jslanmya rapat. Hal ini penting untuk dapat
melihat proses perngambilan keputusan dan sekaligus dapat menjadi dokumen hukum
untuk menentukan akuntabiitas dari hasil suatu ke putusan rapat;

dl  Untuk itu Risalah Rapat harus mencaniumkan:

&  Tempat, tanggal dan waktu rapat diadakan;
»  Apenda yang dibahas;
=« Daftar hadir;

= Lamanya rapat berlangsung,
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s  Berbagal pendapat vang terdapat dalam rapat;
Individu yang mengemukakan pendapat;
s Proses pengambiian keputusan,
+  |[Kepuatusan yang diambil;
*» Pernyataan keberatan terhadap keputusan rapat apabila tidak terjadi kebulatan

pendapat (dissenting comments),
Risalah Rapal Direksi harus dibacakan sebelum rapat ditutup, khususnya yvang berkaltan
dengan keputusan, kesepakatan yang diambit;
Risalah Rapat Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam Rapat
Direksi, didistribusikan kepadas seluruh Direkiur (termasuk yang tidak hadi- dalarn Rapat
Direksi);
Risalan Rapat Direksi dapat didistribusikan juga kepada pihak-pitak tarkait dengan
keputusan yang diambil;
Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat lain
dalam wilayah Republik Indonesia;
Risalah Rapat harus dilampini sural kuasa yang diberikan khusus oleh Direktur yang tidak
hadir kepada Direktur lainnya (apabila ada);
Sekretarfs Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Utama bertugas
untuk membuat dan mengadministrasikan serta mendistribusikan Berita Acara atau
Rizalah Rapat;
Datam hal rapat yang tidak dilkuti Sekretaris Perusahaan #tau pejabst lain vang ditunjuk
oleh Direktur Ulama, berita Acara atau Risalah rapat dibuat oleh safah seorang Direkiur
vang ditunjuk dari antara mereka yang hadir;
Risalah Rapat harus ditandatangani aleh Ketua Rapat Direksi dan sekurang-kurangnya
gleh_salah seorang Direktur fainmya yang hadir danfatau diwakili dalam rapat yang
bersanghkutan ditunjul cleh dan dard antarza-meraka yang hadir. Apabila Risalah rapat
tersebut dibvat oleh seorang Motarls, tandatangan tersebut tidak dipersyaratkan;
Risalah Rapat Direksi harus disampaikan kepada seluruh Direktur paling lambat 7 {tujuh)
hari setelah Rapat dilaksanakan;
Perbaikan Risalah Rapat Direksl dimungkinkan dalam jangka wakiu 14 [empat belas)
hari terhitung sejak tanggal pengiriman;
setiap Direktur yang hadir dan/ atau yang diwakili harus menyampaikan keberatannya

dan,/ atau usul perbaikannya, bila ada, atas Risalah Rapat Direksi tersebut;
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pl  Apabila keberatan dany atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangks waktu
tersebut, maka disimpulkan tidak ada keberatan dan/ atau perbaikan terhadap Risalah
Rapal Direksi yang bersangkutan,

g Risalzsh Rapat Direksi ashi  disdministraslkan socara bailk dan harus  disimpan
sehagaimana layaknya dokumen Perusahaan oleh Sekretaris Ferusahzan dam harus
selalu tersedia bila diperlukan;

rl Salinan Rizalah Rapat Direksi juga dissmpaikan kepada Dewan Komisaris;

=) lumlah rapat Direksl yvang telah diselengrarakan dan jumlah kehadiran masing-masing
angzota Direkst harus dimwat dalam Bporan hasil penilaian sendid (self ossessment)
atas penerapan Tata Keloh Perusahaan Yang Baik;

t}  Rapat Direksi merupakan wadsh bagi seluruh Direksi dan Karyawan [apabila diperlukan)
untuk membicarakan dan mengambil berbagal keputusan Perusahaan yang strategis,
termasuk tapi tidak terbatas pada penyusunan REAP, evaluzsi Kinerja, rencana investasi

dan lain-lain permasalahan yang dihadapi Perusahaan,

M. SEKRETARIS PERUSAHAAN

Perusahaan menyadar  sepenuhnya pentingnya peranan Sskretaris. Perusahaan dalam

memperlancar hubungan antar Organ Perusabaan, hubungan antars Porusabaan dengan

Stokeholders serta dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang-undangan vang bérlaku, Unstuk

mendukung peranan tersebut, Perusahaan menetapkan Sekretaris Perusahaan sebagal pejabat

safu level di bawah Direks:,

1. Direksi wajib memnvelenggarakan fungsi Sekretaris Perusahaan;

7. Egkretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 2. di ztes, diangkat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahasn dengan
persefujuan Dewan Komisars,

3. Tugas Pokok Sekretaris Perusahaan adalah;

a) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setlap Informasi yvang dibutuhkan
pemodal{irvestor relotion ] yvang berkaitan-dengan kondisi Pergsabaan;

B} Memberkan pelayanan kepada masyarakat atas sebiap informasi yang dioutuhkan
stakehoiders (pubdc refotion) yvang berkaitan dengan kondisi Pernusahaan;

c) Sebapgai penghubung [oson officer) atau contact person antara Perusahaan dengan

masyarakat;
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PMemberikan informas yang dibutuhkan okl Dewan Komisaris dan Chireksi) secara
berkala dan/ atau sewaktu-waktu apabila diminta;

Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapl tidak
terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat
Dewan Kormisaris dan ALPS;

Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perusahaan.

4. Selain melaksanakan fungsi pokok tersebut i atas, Sekretaris Perusahaan menjalankan

tugas-tugas sebagai berikut:

aj
b
£]
d

&)

f)

Bl

fi

Penghadiri mpat Direksi dan dan membuat Berita Acara atau Risalah Rapat Direksl:
Membuat dan memperbarui secara berkala Dattar Khusus,

fembuat dan memperbarul secara berkala Daftar Pemegang Saham;

Bertangpung j[awab dalam penyelenggaraan BLUPS;

Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporzan)
legiatan rutin Direksi yang akan disampaikan kepada pihak luar;

Mempersiapkan bahan-bahan/ materi yang diperlukan berkaitan dengan hal hal yvang
hars mendapatkan keputusan Direksi berkenaan dengan pengelolaan Perusahaan;
renvelenggarekan Rapat dalam lingkungan Direksi, baik yang bersitat rutin maupun
Fiar-ruting

Menindaklanjutl setlap keputusan Direksi dengan jalan mencatat setiap keputusan
yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan bessda penanggung
jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil ra pat;
Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan

Perusahaan serta pengadministrasiannya,

5. Sekretaris Perusahaan mempunyal wewenang vang dapat dilimpahkan dari Direksi sebagal

berikut:

al

1]

c

Menetapkan sistem dan prosedur persuratan maupun kearsipan dalam lingkungan
Direksi dan Perusahaar;
Melibat catatan-catatan, risalah-risalah rapat Direksi, dokumen-dokumen Perusahaan
mavpun [aporanfaporan dalam  rangka kegiatan penyediaan informasi yang
diperlukan ocleh Direksi;
Meminta faporan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan Direksi vang dilaksanakan

oleh person in charge;
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d] Meminta data/informasifpenjelasan yang dibutebkan Direksi kepada pihak-pihak
terkait di dalam mavpun di luar Perusahaan untuk keperluan pelaksanaan tugas
Direksi;

a] Meningkatkan serta meminta penjelasan darl person v chorge Pemusahaan yYang
mengalami keterlambatan dalam tahapan proses pelaksanaan Keputusan Direks;

fi Mengingatkan serta meminta penjelasan dari satwan-satuan kerja/pihek terkait atas
katerlarmbatan penyediaan  bahan-bahan/mformasifdata yvang dibutuhkan aleh
Diraksi;

gl Mewakili Direksi untuk berhubungan dengan pihak-pihak di luar Perusahaan dan/atau
di dalam Perusahaan sesual dengan penugasan yvang diberikan s=rta kebijakan yang
telah ditentukan;

k] Mengusulkan sgends rapat-rapat Direksi dengan pihak-pinak dl  dalamyluar
Perusahaan;

i)  Menghadirl rapat-rapat Direksi dengan pihak-pihak di datam/luar Perusahaan sesual
dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya;

1} Menggunakan fasilitas-fasilitas kesekretariatan untuk melzksanakan tugas-tugasnya.

6. Direksl wajib menjaga dan mengevaluasl kualitas fungsl Sekretaris Perusahaan. Agar
sekretarts Perusahaan dapat menjalankan fungsivya dengan baik, maka Perusahaan
menetaplkan kebijakan-kebijakan terkait yaitu:

al Ditetapkannya kualifikesi khusus bagi Sekretaris Perusahaan yang relevan dengan
fungsi vang ditangani;

hi Diberikannya wewenang dan sumber dava yang memadal bagl Sekretaris Perusahaan;

£] Adanva kewajiban Sekretaris Perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya
secara berkala kepada Direkur Utansa;

d] Dievaluasi cfektivitasnys secara berkala dengan indikator-indikator kinerja yang

ditetzpkan berdazar fungsi vang diembaan;

N. SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
Pergsahaan menyadari- sepenuhnys - pentingnya peranan -Satuan - Pengawazan - internal dalam
mengevaluasi efektifitas pelaksanaan pengendakan intermal, Untuk mendukung peranan
tersebut, Perusahaan menetapkan Satuan Pengawasan ntermal sebagai pejabat satu devel di
bawah Direksi.

1. Direksiwajib menyelenpgarakan Pengawasan Internal
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Pangawasan Internal ditakukan, dengan:
a. membentuk Satuan Pengawasan Internal; dan
b. membuat Piagam Pengawasan Internal,
Gatuan Penmgawasan Internal dipimpin oleh ssorang Group Head yang dianghat dan
diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan cengan
persetujuan Dewan Komisaris serta mendapatkan persetujuan darl Otoritas Jasa Keuangan
sesual dergan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi pengawasan internal adalah:

a. Ewaluasi atas efektifitas pefaksansan pengendalian internal, manajernen risiko, dan
proses tats kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
kebijakar Perusahaan;

b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiens) dan efektifitas di bidsng ke vangan,
aperasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainwya;

Direksl wajib menyampaikan laporan pelzksanaan fungsi pengawasan nternal secara

periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas Tungsi pengawasan internal di Perusahaan

0. KOMITE DIREKSI

Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dibantu oleh berbagal Komite sesual

kebutuhan Perusahaan, Adapun Komite yvang berada dibawah Direksi adalah:

;]

Kamite Investasi

Komite [nvestasl bertugas bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan

Investasl dan mengawasl pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. Tugas

tersebut antara lain meliputi:

al— Merumuskan kebijakan dan strategl irvestast dan-memoniter pererd pan- kebijakan
dari strategl Investasi berdasarkan rekomendasi darf Komite Aset Labilitas;

b} Memberikan saran dan rekomendasi terhadap pedoman, réncana-rencana imeestasi
varg akan dilaksanakan dan/atau rekemendasi strategi pengelolaan investas aset dan
risk appetite dari Kamite Manajemen Aset Liabilitas;

c}  Melakikan reviu atas rencana atau pelaksanaan investasi yang dilakukan ofeh Diraksi,
termasuk penilalan terhadap RKAP dan RIPP Perusshaan yang terkait dengan

investasl.
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Keanggotzan Komite Investasi paling sedikil terdiri atas:
a. angpota Direksi vang membawahkan fungsi pengeiolaan investasl; dan

b. aktuaris perusahaan atau tenaga ahli perusahaan,

2. Komite Manajerman Aset Liabilitas

Komite Investasi bertugas memberikan masukan kepada Direksi terhadap manajemen aset

dan liabilitas di Perusahaan. Tugas tersebut antara lain meliputi:

a) Melakukan analisa secara kemprehensif terhadap aset dan kabilitas Perusahaan;

b] Melakukan identifikasl terhadap aset dan lisbilitas Perusahaan yang berpotensi
menjadi risikn Perusahaan, baik risike likuiditas, risiko investasi, dan risiko operasional
lainrya;

¢} Memberikan rekomendasi strategl pengelolzan aset, dan risk oppetite agar sesuai
dengan karakteristik lizbilitas berdasarkan profil liahilitas;

dl Memberikan rekomendasi strategi pengelolaan asset investasi agar sesuai dengan
karakueristik llabllitas Perusahaan {fobility driven investment);

e] Memberikan input & rekomendasi dalam pengambitan keputusan manajemen lebih

fanjut.

3. Komite Pengembangan Produk
Komite Pengembangan Produk mamiliki tugas:

a. Mengujl dan memberikan rekomendasi atas rencana ateu pelaksanaan kebijakan
akseptasl, penempatan reasuransi, dan pengelolaan klaim untuk selurnsh lini bisnls,
strategi pengembangan dan pemasaran produk, konsep produk, kebljakan pricing, dan
simulasi bisnis yang diajukan oleh masing-masing Group, sebefum ditetapkan aleh
Direksi dan dilaksanakan sebagai pedaman;

b. Memberikan saran dan rekomendasi terhadap pennasalahan yang terjadi terkait
kebijakan pengelolaan skseptasi, penempatan reaﬁuransi dam klzim seluruh linl bisris,

c.  Melakukan evaluasi dan memberikan saran/ rekomendasi atas kebijakan dan strateg
vang telah ditetapkan terkait kebijakan akseptasi, penempatan reasuransi dan klaim.

Komite Pengembangan Produk bertanggung [awab kepada Direktur Operasional.

Selain Komite Pengembangan Produk, Direksi juga telah menunjuk Group Jalue Distribusi
sehagai Satuan Kerja Pengembangan Produk dengan tugas sebagai berikut:

a, Menyusun rencana stralegis pengembangan dan pemasaran produk asurans sehagai

bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan;
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g Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sehagal
bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusabaan;

k. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan depgin rencana
strategis pengembangan dan pemasaran praduk asurans;

L. Nhengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian

PEMASAranys

4. Komita Marmajamen Risika

Komite Manajamen Risiko bertugas membaerikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang

paling sedikit memuat:

a. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;

b, Perbaikan atau penyesuatan pelaksanzan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Manajemen Ristko; dan

t. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari
prosedur normal.

Komita Manajemen Risiko, paling sedikit beranpgotakan;

a. Separuh dari anggota Direksi; dan

b. Pejabat Struktural terkait

5. Komite Talenta
Komite Talenta adalah sebuah komite yang dibentuk perusahaan untub menjalankan fungsl
Manajemen Talenta yang terdiri atas seleksi, klasifikasi, pembinaan/pengembangan,
penugasan (talent mobility] dan retensi talenta. Tugas Komite Talenta antara lain
a.  Menjalankan proses manajemen talentz unbak masing-masing posisi jabatan;
b, Menetapkan proses klasifikas] [ mapping talenta berdasarkan & [six) boxes;
c. Menetapkan program pengembangan talenta;
d. Menyusun pelaksanaan penugasan para lalenta;

e. Menjalankan program retensi talenta.

&. Komite ST0M
Komite Sumber Dayva Manusia [SDM] adalah sebuah komite vang bertugas melakukan
evaluasi terhadap karyawan dalam hal mutasi/promasi, Masa Menjalani Cuti Besar {MMCB],
Memasuki Maga Pensiun, Pelaksane Tugas [PLT}, Detasering, Pejabat Pengganti Sernertara

(PPS), dan Pemutosan Hubungan Kerja {PHE) Wewenang Komite SO0 antara lzin:



PT ASURAMNSEJASA INDONESIA

o jasmdn Halaman : 109 of 108 | Tanggal :38/11,/2022

i g ITG ]

BOARD MANUAL

a. Melakukan evaluasl terhadap karvawan dalam hal mutasi/promosi, MMCBE, memasuki
miasa pensiun, PLT, Detasering, PFS, dan PHE;

b, Melakukan seleksi terhadap karyawan dalam proses mutasi/promos:

t. Melakukan koordinasi dengan Group terkait untuk mencarl data-data pendubung
[apahila diperiukan);

d.  Memberikan rekomendasi kepada Eetua Komite yang akan digunakan oleh Ketua

Komite dalam mengambil keputusan.

7. Komite Peneliti Karyawan {KPE}
KPE melakukan tugasnya dengan meneliti setiap pelanggaran berat Karyawan dengan hasil
risalafh repat sebagai bahan rekomendasi vang ditujukan kepada Direksi, ditandatangani
oleh ketus atau anggota yang ditunjuk. Hasil keputusan rapat disampaikan oleh KPK kepada
Direksi sebagal bahanm pertimbangan Direksi dalam  memberikan  keputusan  untuk

memberisan putusan sanksl disipilin pelanggaran berat yang sifatnya mendesak.

P. PENGGUNAAN SARAN PROFESIONAL

Perusahaan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan saran profesional atas blava
Perusahaan bagi Direksi sebagai berikut:
1. Berdasarkam kebutuhan Perusahaan;
2. Penpguraan saran profesional oleh masing-masing Direkiur dimungkinkan dengan
ketentuan:
a] Dalam batas-batas efisiensi dan efektivitas;
bl Dilengkapi dengan Panduan yang berisi:
# Ruang lingkup pekerfaan fob descrigtion};
L lod Specification,
= \Wewenang dan tanggung jawak;

«  Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
3. Tidak berlaku pada kasus dimana Direktur yvang bersangkutan mempunyal benfuran
kepentingan;
4. Penpggunaan kebijakan ini dilaporkan kepada Dewan Komisaris.



